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                                                               BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.   Latar Belakang Masalah 
             
                 Indonesia adalah negara yang luas dan kaya akan segala hasil bumi 
yang ada, mulai dari perairan (laut) hingga daratan (tanah). Tanah merupakan 
suatu kebutuhan pokok dari segala bentuk kebutuhan manusia karena dari 
tanah kita mendapatkan segala yang diperlukan, apakah itu pakaian, 
minuman, makanan, maupun perumahan. Tersedianya tanah merupakan kunci 
eksistensi manusia dan pengaturan serta penggunaannya merupakan suatu hal 
yang sangat penting.  
                Tanah dalam pembangunan nasional adalah merupakan salah satu 
modal dasar yang strategis dalam kehidupan manusia karena tanah 
mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan  sebagai capital 
asset. Sebagai sosial asset, tanah merupakan sarana pengingat kesatuan sosial 
di kalangan masyarakat Indoesia. Sebagai capital asset, tanah telah tumbuh 
sebagai bahan perniagaan tapi juga sebagai obyek spekulasi. Oleh karenanya  
semakin terbatasnya persediaan tanah dan semakin meningkatnya kebutuhan 
akan tanah, maka sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, hal ini 
berdampak  besar  untuk timbulnya sengketa pertanahan ataupun koflik-
konflik yang berhubung atau yang disebabkan oleh tanah. Karenanya 
dibutuhkan suatu perangkat hukum dan sistem  administrasi pertanahan yang 
teratur dan tertata rapi untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi 
kemungkinan terjadinya konflik-konflik atau sengketa yang berhubungan 
dengan tanah, sehingga dapat memberikan jaminan dan mampu untuk 
memberikan perlindungan terhadap pemilik tanah serta dapat mengatur 
kepemilikan, peralihan dan peruntukan tanah secara adil dan menyeluruh. 
                 Untuk dapat memberikan perlindungan terhadap pemilik tanah serta 
dapat mengatur kepemilikan, peralihan dan peruntukan tanah secara adil dan 
menyeluruh serta untuk dapat mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, 
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sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan 
untuk mengejawantahkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
1945 yang berbunyi : 
               ”Bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh              
Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran             
Rakyat”.        
       Perlulah diciptakan suatu Hukum Agraria Nasional atau Undang-Undang 
Pokok Agraria (UUPA). Pada tanggal 24 September 1960 disahkan oleh 
Presiden Republik Indonesia Soekarno dan diundangkan dalam lembar 
Negara Republik Indonesia nomor 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal 
dengan nama resminya Undang-Undang Pokok Agraria, disingkat dengan 
UUPA.   
                  Dengan diundangkannya UUPA pada tanggal tersebut, pada tanggal 24 
September 1960 tercatatat sebagai salah satu tanggal dan merupakan salah 
satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah perkembangan 
agraria/pertanahan di Indonesia pada khususnya.
1
   Dengan diundangkannya 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau UUPA ini, maka pada 
hakekatnya Undang-Undang ini telah mengakhiri berlakunya peraturan-
peraturan Hukum Tanah Kolonial dan juga mengakhiri berlakunya adanya 
dualisme dan pluralisme Hukum Tanah di Indonesia.  UUPA menciptakan 
Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal yang seperti dinyatakan dalam 
bagian “berpendapat” serta Penjelasan umum UUPA, bahwa UUPA 
berdasarkan atas Hukum Adat tentang tanah, sebagai hukum aslinya bagian 
terbesar rakyat Indonesia
2
.   UUPA sebagai peraturan dasar yang mengatur 
pokok-pokok keagrariaan dan merupakan landasan hukum tanah nasional, 
tidak memberikan pengertian yang tegas, baik mengenai istilah “tanah” 
maupun istilah “agraria”. Dari ketentuan Pasal 1 ayat (4), (5) dan (6) jo Pasal 
2 ayat (1) UUPA dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian agraria 
                                                 
1
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, isi dan pelaksanaanya, (Jakarta, Djambatan, 2007), hal.3 
2
 Ibid, hal 1 
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mengandung makna yang luas, yang meliput bumi, air, ruang angkasa dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.  
     Dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria ini, atas dasar 
ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 terutama kata-kata 
“dikuasai oleh Negara”, seperti disebut oleh pasal 2 ayat (2) UUPA, maka 
Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan tinggi 
menguasai seluruh tanah. Dalam arti, Negara mempunyai wewenang untuk :  
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan 
pemeliharaan bumi, air dan ruang agkasa tersebut;  
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
dengan bumi, air dan ruang angkasa;  
c. Menentukan dan mengatur hubungan –hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 
angkasa.  
     Salah satu tujuan dalam UUPA disebutkan dasar-dasar untuk 
memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi 
seluruh rakyat Indonesia, maka diadakan pendaftaran tanah yang termasuk di 
dalamnya adalah beberapa asas pendaftaran Hak Milik atas tanah yaitu 
sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka yang harus diperhatikan 
oleh setiap para pendaftar tanah maupun pejabat yang terkait. Hal ini tegas 
diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyebutkan, 
        ”Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.” 
    Untuk melaksakan amanat Pasal 19 UUPA tentang Pendaftaran Tanah 
tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1961 tentang Pendaftaran Tanah.  Pelaksanaan Pendaftaran tanah berdasarkan 
peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tersebut ternyata hasilnya tidak 
sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini dijelaskan dalam 
“penjelasan Umum” peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang 
pendaftaran tanah yang antara lain berbunyi  sebagai berikut :  
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“ ....Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan 
berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tersebut selama 
lebih 35 tahun belum cukup memberikan hasil yang memuaskan .... 
sehubungan dengan itu maka dalam rangka meningkatkan dukungan 
yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan memberikan 
kepastian hukum di bidang pertanahan, dipandang perlu untuk 
mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendaftaran 
tanah ....” 
 
    Pada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah ini yang di maksud dengan pendaftaran Tanah sebagaimana disebut 
oleh Pasal 1 ayat (1) adalah sebagi berikut :  
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk 
pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah 
ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 
yang membebaninya.  
 
     Dalam peraturan Pemerintah nomor 24 tahun1997 tentang Pendaftaran 
Tanah menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang 
Pendaftaran Tanah, tetap dipertahankan tujuan diselenggarakan pendaftaran 
tanah sebagai yang pada hakekatnya sudah ditetapkan oleh Pasal 19 UUPA, 
yaitu bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah yang 
diselengarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang 
pertanahan.  
     Tujuan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana termuat dalam pasal 3 
adalah :  
       Pendaftaran tanah bertujuan :  
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang 
hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang 
terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagi pemegang 
hak yang bersangkutan.  
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 
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diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.  
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
   
     Pendaftaran hak dan Pendaftaran Peralihan Hak atas tanah ini 
sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 2 sub b UUPA, merupakan sebagian 
dari tugas dan wewenang Pemerintah di bidang pendaftaran tanah. Di bidang 
ini, pendaftaran Hak dan Pendaftaran Peralihan Hak dapat di bedakan 2 tugas, 
yaitu :  
1. Pendaftaran hak atas tanah, adalah pendaftaran hak untuk pertama kalinya       
atau pembukuan suatu hak atas tanah dalam daftar buku tanah.  
2. Pendaftaran hak atas peralihan hak atas tanah.3 
          Kegiatan  Pendaftaran sebagian Peralihan Hak atas Tanah, 
dilaksanakan oleh  PPAT,  sesuai dengan ketentuan tentang Peraturan Jabatan 
PPAT yakni Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah, yang pada pasal 2 menyatakan :  
(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah 
dengan membuat akta sebagai bukti telah di lakukannya perbuatan 
hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun, yang akan di jadikan dasar bagi pendaftaran perubahan 
data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.  
(2) Perbuatan hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai           
       berikut :   
      a. Jual beli; 
      b.Tukar menukar; 
      c. Hibah; 
      d. Pemasukan kedalam perusahaan (inbreng) 
      e. Pembagian hak bersama;  
      f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;  
      g. Pemberian hak tanggungan 
      h. Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan;  
     
           Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  diangkat  oleh  pemerintah,  dalam  hal  
ini  Badan Pertanahan  Nasional  dengan  tugas  dan  kewenangan  tertentu  
dalam  rangka  melayani kebutuhan  masyarakat  akan  akta  pemindahan  hak  
                                                 
3
 Ali Achmad Chomsah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 2, (Jakarta, Prestasi Pustaka 
Publiser, 2004) hal. 37 
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atas  tanah,  akta  pembebanan  hak atas  tanah,  dan  akta  pemberian  kuasa  




          Dalam  perkembangan  pendaftaran  tanah  di  Indonesia,  kedudukan  
PPAT sebagai  pejabat  umum  dikukuhkan  melalui  berbagai  peraturan  
perundang-undangan yaitu:  
 1.   Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas  
tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.  
       Pengertian  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  sebagaimana  diatur  dalam  
Pasal  1 ayat  (4)  adalah:  “Pejabat  umum  yang  diberi  wewenang  untuk  
membuat  akta pemindahan  hak  atas  tanah,  akta  pembebanan  hak  atas  
tanah  dan  akta pemberian  kuasa  membebankan  hak  tanggungan  
menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku”.  
2.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  
tanah,   Pasal  1  angka  24  menyatakan  bahwa  PPAT  adalah:  “Pejabat  
umum  yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tersebut”.  
3.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  
Jabatan  Pejabat  Pembuat Akta Tanah,  secara  khusus  diatur  dalam  
Pasal 1 butir 1, yang berbunyi:  “Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  adalah  
pejabat  umum  yang  diberi wewenang  untuk  membuat  akta  otentik  
mengenai  perbuatan  hukum  tertentu mengenai hak atas tanah atau hak 
milik atas satuan rumah susun”.  
            Perkembangan  selanjutnya, lahirlah  payung  hukum  baru  yakni  
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 8 
Tahun  2012  (Perka BPN 8/2012), tepatnya  diujung tahun  2012 yang  lalu  
bertepatan  pada tanggal 27 Desember  2012,  melalui  Kantor  Pertanahan  
Nasional  (BPN)  Pusat,  membuat langkah-langkah yang  sangat  strategis  
dalam  pemberian  pelayanan  khususnya terhadap hubungan  antara  Kantor  
Pertanahan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah.  Langkah  strategis  itu  
                                                 
4
 Jimly Asshiddiqi, Independen dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah, Majalah Renvoi 
Edisi 3 Juni 2003, hal 31 
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tidak  lain  adalah  mengeluarkan  sebuah  peraturan  yang  dimungkinkan  
setiap  PPAT  dalam  menjalankan  jabatannya  membuat  desain sendiri akta-
akta yang berhubungan di bidang pertanahan, baik yang menyangkut 
peralihan  hak  seperti  Jual  Beli,  Tukar  Menukar,  Hibah,  Pemasukan  
kedalam Perusahaan,  akta  Pembagian  Hak  Bersama.
5
 Sedangkan  dalam  
bidang  jaminan  (pertanggungan)  pembuatan  akta  Pemberian Hak  
Tanggungan,  Akta  Kuasa Membebankan  Hak  Tanggungan.  Maupun  juga  
pelayanan  pembuatan  akta Pemberian  Hak  Guna  Bangunan  atau  Hak  
Pakai  Atas  Tanah  Hak  Milik. Sebelumnya  setiap  pelayanan  yang  
berhubungan  dengan  peralihan  hak  dan pembebanan  jaminan,  setiap  
PPAT  selalu  menggunakan  blanko  (formulir)  akta  yang  telah  disediakan 
oleh  BPN setempat dengan format yang  telah  ditetapkan.
6
 
             Akta  PPAT  merupakan  salah  satu  sumber  utama  dalam  rangka  
pemeliharaan pendaftaran  tanah  di  Indonesia.  PPAT  sudah  dikenal  sejak  
berlakunya  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  tentang  
Pendaftaran  Tanah,  yang  merupakan peraturan tanah sebagai pelaksana 
UUPA.
7
  Untuk menjamin hukum atas terjadinya suatu perbuatan hukum 
peralihan dan pembebanan  oleh  para  pihak  atas  tanah  harus  dibuat  
dengan  bukti  yang  sempurna yaitu  harus  dibuat  dalam  suatu  akta  otentik  
yang  dibuat  oleh  dan  di hadapan  pejabat yang  ditunjuk  oleh  Menteri  
Agraria.  Hal  ini  dimaksud  untuk  menjamin  hak  dan kewajiban serta 
akibat hukum atas perbuatan hukum atas tanah oleh para pihak.  
           Akta  PPAT  merupakan  salah  satu  sumber  data  bagi  pemeliharaan  
data pendaftaran tanah, maka wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat 
dijadikan dasar yang  kuat  untuk  pendaftaran  pemindahan  dan  
pembebanan  hak  yang  bersangkutan.  
                                                 
5
 Bambang S.Oyong, 2013, “Peraturan KBPN Nomor 8 tahun 2012,”Peraturan nomor 8 tahun 





 Boedi Harsono, op.cit. hal. 74 
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Oleh  karena  itu  PPAT  bertanggung  jawab  untuk  memeriksa  syarat-syarat  
untuk sahnya  perbuatan  hukum  yang  bersangkutan.  Antara  lain  dengan  
mencek bersih sertipikat atau mencocokkan data yang terdapat dalam 
sertipikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan.
8
 
          Tata cara dan formalitas pembuatan akta otentik adalah merupakan 
ketentuan hukum  yang  memaksa,  artinya  tata  cara  dan  prosedur  
pembuatan  itu  harus  diikuti dengan  setepat-tepatnya  tanpa  boleh  
disimpangi  sedikitpun.  Penyimpangan  dari   tata cara  dan  prosedur  
pembuatan  akta  otentik  akan  membawa  akibat  hukum  kepada kekuatan 
pembuktian akta itu.  
          Keberadaan  suatu  akta  otentik  dan  pejabat  umum  di  Indonesia  
diatur  dalam Pasal  1868  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  yang  
berbunyi:  “akta  otentik  adalah  akta  yang  didalam  bentuk  yang  
ditentukan  oleh  Undang-Undang  dibuat  oleh atau  dihadapan  pejabat  
umum  yang  berwenang  untuk  itu  ditempat  dimana  akta  itu dibuatnya.”  
Pasal  tersebut  menghendaki  adanya  Undang-Undang  organik  yang 
mengatur  tentang  bentuk  akta  otentik  dan  pejabat  umum,  tidak  mengatur  
tentang blangko akta otentik.   
           Sementara  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  
tentang  peraturan  jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah merumuskan 
“Pejabat Pembuat Akta Tanah  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  
membuat  akta  otentik…”  kata-kata membuat  diartikan  dalam  pengertian  
luas (verlijden)  yaitu  memprodusir  akta  dalam bentuk  yang  ditentukan  
oleh  Undang-Undang  termasuk  mempersiapkan,  menyusun dan membuat 
akta  sesuai  dengan  bentuk  yang ditentukan.    PPAT  sebagai  pejabat  
umum  yang  berwenang  membuat  akta-akta  mengenai tanah  tentunya  
harus  memiliki  kemampuan  dan  kecakapan  khusus  di  bidang pertanahan  
agar  akta-akta  yang  dibuatnya  tidak  menimbulkan  permasalahan 
dikemudian  hari  mengingat  akta  yang  dibuatnya  adalah  akta  otentik  
yang  dapat digunakan sebagai alat bukti.  
                                                 
8
 Ibid, hal. 507 
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           Fungsi    akta  PPAT  secara  tegas  dicantumkan  sebagai  syarat  
untuk dapat  digunakan  sebagai  dasar  pendaftaran  perubahan,  peralihan  
hak  dan  data pendaftaran tanah, hal ini dimuat dalam Pasal 96 ayat 1, ayat 2 
dan ayat 3 Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  
Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah sebagaimana 
telah diubah dengan Perka BPN 8 tahun 2012.  
           Tata cara dan formalitas pembuatan akta otentik adalah merupakan 
ketentuan hukum yang memaksa, artinya tata cara dan prosedur pembuatan 
itu harus diikuti setepat-tepatnya tanpa boleh disimpangi sedikitpun. 
Penyimpangan dari tata cara dan prosedur pembuatan akta otentik akan 
membawa akibat hukum kepada kekuatan pembuktian akta itu.  
            Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud 
untuk mengkaji lebih mendalam hal ini dan penulis untuk menyusun tesis ini 
akan melakukan penelitian di wilayah Yogyakarta. Penulis memberi judul 
tesis ini “Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang 
Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT “ 
 
B.  Perumusan masalah  
       Di dalam penelitian ini penulis lebih terpaku untuk meneliti berbagai 
masalah yang patut untuk dipecahkan dan diselesaikan yang kemudian 
tersusunlah semua dalam rumusan masalah ini.  
Rumusan masalah yang penulis akan pecahkan yaitu : 
1. Perbuatan hukum yang bagaimana, dapat dikatakan sebagai tidak sesuai 
dengan tata cara pembuatan akta  PPAT.  
2. Apa akibat hukum dari akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata 






C.   Tujuan Penelitian 
          Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 
Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah berusaha untuk 
menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut :  
1. Tujuan Objektif : 
     Tujuan Objektif penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan hukum yang bagaimana 
yang dapat dikatakan  yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan 
akta PPAT. 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pembuatan akta 
jual beli tanah oleh PPAT yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan 
akta PPAT.  
2.  Tujuan Subjektif : 
     Tujuan Subjektif Penelitian ini adalah:  
a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan penyusunan Tesis guna 
memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister 
Kenotariatan Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk mengembangkan dan memperluas wacana pemikiran dan 
pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang ilmu hukum  Agraria. 
c. Menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap 
penerapan teori-teori yang penulis terima selama menempuh kuliah 
dalam mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat. 
 
D.  Manfaat  Penelitian 
           Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
     Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :  
a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat pada pengembangan hukum 
Bisnis, khususnya dalam hukum Agraria. 
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b. Hasil penelitian ini akan dapat digunakan sebagai teaching materials 
pada mata kuliah di bidang Hukum Agraria, serta mata kuliah lain yang 
terkait serta memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum. 
c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi 
penelitian lainnya yang sejenis.        
2. Manfaat Praktis 
Manfaat Praktis dari Penelitian ini adalah: 
a. Untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir penulis sehingga dapat 
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang 
diperoleh. 
b. Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan 
sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta terlibat dengan 
bidang Agraria.  
c. Untuk mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha 
memecahkan masalah yang ada tersebut dengan metode ilmiah sehingga 
menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang pernah penulis terima 
selama kuliah. 
 
E.  Sistematika Penulisan  
         Sistematika penulisan dalam penulisan ini mengacu pada buku Pedoman 
Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan 
Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan 
hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab saling berkaitan. 
Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan 
dalam sistematika sebagai berikut: 
 
Bab    I :  Pendahuluan 
                 Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran    awal  dari 
penelitian  ini yang mencakup latar belakang masalah, perumusan 





                Bab II : Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori 
                Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan-landasan teori 
berdasarkan literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang penulis 
gunakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti yang meliputi : tinjauan umum mengenai Hukum Agraria, 
tinjauan umum tentang peralihan hak atas tanah, pendaftaran tanah, 
pengertian Hak-Hak Atas Tanah, pengertian jual beli, Peralihan 
Hak atas tanah karena jual beli, peranan PPAT dalam pendaftaran 
tanah, Bentuk dan fungsi akta PPAT, tata cara pembuatan akta 
PPAT, Teori yang dipergunakan dalam penelitian, penelitian yang 
relevan, dan kerangka berfikir, sehingga pembaca dapat memahami   
permasalahan yang diteliti.  
 
Bab III: Metode Penelitian  
              Dalam bab ini diuraikan mengenai  Jenis Penelitian, Lokasi 
penelitian, Jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan 
teknik analis data.  
 
Bab IV:  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
              Dalam bab ini diuraikan tentang Perbuatan Hukum yang bagaimana 
yang di katakan tidak sesuai dengan tata cara pembuatan Akta 
PPAT dan Akibat hukum dari pembuatan akta yang tidak sesuai 
dengan tata cara pembuatan akta PPAT.  
 
Bab V: Penutup 








TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Agraria 
           Pengertian Agraria secara bahasa adalah hal-hal yang berkaitan dengan 
pertanian. Namun dalam perkembangannya agraria tidak lagi terfokus pada 
pertanian. Agraria dalam arti luas  meliputi permukaan bumi, air, 
pertambangan dan ruang angkasa. Sedangkan agraria dalam arti sempit hanya 
meliputi bumi atau tanah saja. Sedangkan hukum agraria itu sendiri ialah 
sejumlah aturan hukum yang mengatur tentang hak-hak penguasaan atas 
sumber daya alam. 
Sejarah hukum agraria di Indonesia sendiri terbagi dalam  3 (tiga) 
periode yaitu periode sebelum tahun 1945, periode pada tahun 1945 dan 
periode pada saat setelah tahun 1945. 
Dalam 3 (tiga) periode tersebut memiliki sejarah yang sama-sama 
menentukan, dimulai saat tahun 1870. Sebelumnya hanya ada satu hukum 
yang mengatur tentang agraria yaitu Hukum Adat, namun saat itu pemerintah 
Hindia-Belanda membuat hukum baru tentang agraria yang disebut dengan 
Agrarian Wet. Munculnya hukum ini berkaitan dengan kegiatan kapitalis 
yang ada di negeri Belanda. Tahun demi tahun berjalan hingga akhirnya di 
bentuklah undang-undang yang mengatur tentang agraria yang  cocok  untuk  
semua pihak, baik  untuk pribumi maupun golongan eropa dan timur asing 
yaitu dengan di bentuknya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960.  
Namun  kembali seiring dengan berjalannya waktu makin  banyak 
pula pelanggaran tindak pidana tentang pertanahan yang ada di negeri ini, 
terutama tentang permohonan hak milik yang sering kali demi kepentingan 
pribadi  banyak pihak  yang menyalah gunakan proses permohonan 
pembuatan sertifikat hak milik atas tanah. Hal ini dibuktikan dengan makin 
banyaknya  sertifikat  palsu  yang  dengan  mudahnya muncul dan 
dikeluarkan di negeri ini. Tentunya hal ini sangat meresahkan  warga, 
terutama menyangkut hak mereka  terhadap sebidang tanah yang sangat 
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mudah sekali dirampas oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. 
Kekuatan alat bukti yang mereka miliki  berupa  sertifikat  hak milik seakan 
menjadi selembar kertas yang tidak ada harganya dan tidak ada gunanya. 
Sudah pasti keadaan seperti ini tidak  bisa begitu saja kita anggap sebagai 
keadaan yang tidak berbahaya sama sekali namun sebaliknya. 
Jika kita coba mengkaji lagi di dalam proses permohonan  sertipikasi 
hak milik atas tanah terdapat beberapa asas yang wajib dipenuhi oleh 
kalangan staf  pembuat akta tanah dan para pihak yang terkait. 
Menurut Pasal 2 UUPA tahun 1960 pendaftaran atas sebidang tanah 
harus  dilaksanakan  berdasar  asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir 




a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak 
lain yang terdaftar, agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya 
diberikan sertifikat sebagai surat tanda buktinya; 
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 
termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memeproleh data yang 
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar; 
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Hal ini 
direalisasikan dengan cara mewajibkan pendaftaran terhadap semua 
perbuatan hukum yang berlaku mulai dari peralihan, pembebanan hingga 
hapusnya hak tersebut. 
 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Peralihan Hak Atas Tanah 
 1.  Pendaftaran Tanah 
            Presiden  Republik  Indonesia  pada tahun 1955 berdasarkan 
Keputusan  Presiden (kepres) Nomor 55 tahun 1955  membentuk 
Kementerian Agraria yang sederajat dengan kementerian  lain dan dipimpin 
oleh Menteri Agraria. Lapangan pekerjaan Kementeri Agraria dimaksud 
adalah : 
- Mempersiapkan pembentukan perundang-undangan agraria nasional. 
                                                 
9
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- Melaksanakan dan mengawasi perundang-undangan agraria pada   
   umumnya serta memberi pimpinan dan petunjuk tentang pelaksanaan itu  
   pada khususnya.  
-Menjalankan usaha untuk menyempurnakan kedudukan dan kepastian hak 
tanah bagi rakyat.  
           Kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia sejak penjajahan Belanda 
telah ada, khususnya mengelola hak-hak barat dan pada zaman awal 
kemerdekaan pendaftaran tanah di Indonesia berada di Departemen 
Kehakiman  yang bertujuan untuk menyempurnakan kedudukan dan 
kepastian hak atas tanah yang meliputi :  
1. Pengukuran,  perpetakan  dan pembukuan semua tanah dalam Wilayah   
    Republik Indonesia.  
2. Pembukuan hak atas tanah serta pencatatan pemindahan hak atas tanah   
    tersebut.  
            Dapat dikatakan  bahwa  sistem  pendaftaran tanah pada saat itu 
dilihat dari  bentuk  kegiatan pendaftaran tanah seperti diuraikan di atas 
adalah sistem pendaftaran akta (registration of deeds)  jawatan pendaftaran 
tanah pada saat itu hanya bertugas dan berkewenangan membukukan hak-hak 
atas tanah dan mencatat akta peralihan/pemindahan hak, tidak menerbitkan 
surat tanda bukti hak yang berupa sertipikat tanah. Alat bukti kepemilikan 
tanah saat itu berupa akta (akte eigendom dan lain-lain).  
           Dengan lahirnya UUPA pada tanggal 24 September 1960 maka 
pendaftaran tanah berubah menjadi sistem pendaftaran hak  (registration of 
title)  hal tersebut  ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA yang antara lain 
berbunyi :  
1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 
pendaftaran  tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia  menurut 
ketentuan-ketentuan   yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
     2). Pendaftaran tanah meliputi :  
          a. Pengukuran,  pemetakan dan pembukuan tanah; 
          b. Pendaftaran hak-hak  atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, 
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          c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat                 
              pembuktian yang kuat.  
           Perbedaan kewenangan dalam sistem pendaftaran tanah seperti 
diuraikan  diatas  jelas tertuang dalam ketentuan angka 2 b dan c,  tugas 
pendaftaran tanah meliputi pendaftaran hak termasuk peralihan dan 
pembebanannya serta alat pembuktian yang kuat.   Dalam ketentuan angka 2 
huruf  c atas disebutkan surat tanda bukti yang  diterbitkan  sebagai  alat  
bukti  yang kuat bukan terkuat atau mutlak, hal  ini  berarti pendaftaran tanah 
di Indonesia menganut stelse negatif yang  apabila  sertipikat tanah telah 
diterbitkan atas nama seseorang dan ada pihak lain yang dapat membuktikan 
sebagai pemilik yang lebih berhak melalui putusan lembaga peradilan maka 
sertipikat tanah tersebut dapat di batalkan yang kemudian diberikan kepada 
pihak yang lebih berhak.  
           Pasal 19 UUPA ditujukan kepada Pemerintah agar diseluruh wilayah 
Indonesia  diadakan  Pendaftaran  Tanah  yang bersifat rechts kadaster, 
artinya pendaftaran  tanah  yang  bertujuan menjamin kepastian hukum. 
Sesuai ketentuan pasal 19 UUPA untuk kepastian hak dan menjamin 
kepastian hukum atas tanah pelayanan pendaftaran tanah di lapangan tidak 
dapat dipisahkan dengan kegiatan pengukuran dan pembukuan tanah, 
pendaftaran hak-hak dan peralihan hak-hak tersebut serta pemberian surat-
surat tanda bukti hak,  yang  merupakan  paket  kegiatan  yang ditentukan 
oleh Undang-Undang, yaitu Pasal 19 UUPA. 
           Kegiatan perpetaan dan pembukuan tanah yang merupakan kegiatan 
lanjutan dari pengukuran bidang tanah sangat diperlukan dalam rangka 
terciptanya  kepastian  hak  dan  tertib administrasi pertanahan. Bidang-
bidang tanah yang telah diukur mengenai letak dan batas-batasnya 
dipetakan/dimasukan ke dalam peta pendaftaran/kegiatan perpetaan dan 
bidang-bidang tanah tersebut di bukukan dalam suatu daftar yang disebut 
buku daftar tanah. Bidang-bidang tanah di dalam daftar tanah disusun 
berdasarkan  nomor  urut  identifikasi  bidang tanah atau NIB yang 
merupakan  nomor  identitas tunggal dari suatu bidang tanah (Single identity 
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number). Dalam daftar tanah dicantumkan pula mengenai siapa yang 
menguasai  atau  pemilik tanahnya serta asal status tanah tersebut seperti 
tanah adat, tanah negara atau tanah yang telah memiliki sesuatu hak atas 
tanah  termasuk  data  mengenai P4T (Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan 
pemanfaatan tanah). 
            Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPA maka sistem 
Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia berubah dari sitem pendaftaran akte 
menjadi  sistem  pendaftaran hak, untuk itu diterbitkanlah peraturan 
pemerintah  nomor  10  tahun  1961  tentang pendaftaran tanah yang 
kemudian  diperbaharuai  dengan  peraturan  pemerintah nomor 24 tahun 
1997 tentang pendaftran tanah. Sistem pendaftaran tanah setelah UUPA 
mewajibkan departemen Agraria waktu itu untuk menerbitkan buku tanah. 
Buku tanah adalah tempat di lakukannya pendaftaran hak atas tanah, 
peralihan hak dan pembebanan hak maupun  lahirnya hak ataupun hapusnya 
hak atas tanah, yang sebelumnya kegiatan pendaftran tanah tidak pernah 
melakukan hal tersebut.
10
    Sebagai tuntutan sistem pendaftaran hak sesuai 
UUPA, dimana buku tanah  tempat  pendaftaran  hak  yang  dialihkan  atau 
dibebankan berdasarkan akte PPAT,  maka  akta yang dibuat para PPAT 
haruslah dipastikan kebenaran formalnya sehingga Departemen Agraria/BPN 
perlu untuk  menerbitkan  blangko  akta yang dapat di kontrol kebenarannya 
dengan kode dan nomor tertentu untuk menjamin kebenaran formal akta 
tersebut. 
            Jadi dalam sistem pendaftaran tanah setelah UUPA ada pemastian 
lembaga  yang  berwenang  melakukannya.  PPAT adalah satu-satunya 
pejabat  yang  berwenang  untuk  membuat  akta-akta peralihan hak atas 
tanah,  pemberian  hak  baru  atas  tanah dan pengikatan tanah sebagai 
jaminan utang (recording of deeds of conveyance),  Badan Pertanahan 
Nasional merupakan pejabat satu-satunya yang secara khusus melakukan  
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          Dalam pasal 1ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang pendaftaran tanah diberikan rumusan mengenai pengerian 
pendaftaran Tanah adalah: 
              “Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus 
menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 
pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik 
dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 
tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pembetian surat tanda 
bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak 
tertentu yang membenaninya.”  
  
         Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur 
pendaftaran tanah adalah :  
a.  Suatu rangkaian kegiatan, menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan 
dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan 
yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara 
pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberikan 
jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan bagi rakyat.   
b.  Kata-kata terus menerus, menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, yang 
sekali dimulai tidak akan ada akhirnya.  Data yang sudah terkumpul dan 
sudah tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan 
perubahan-perubahan  yang  terjadi kemudian, hingga tetap sesuai 
dengan  keadaan  yang  terakhir.  
c.  Kata teratur menunjukkan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan 
peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai, karena hasilnya 
merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan 
pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-negara yang 
menyelenggarakan pendaftaran tanah.  
       Data yang dihimpun pada dasarnya meliputi 2 bidang, yaitu :  
 1).   Data fisik mengenai tanahnya : lokasinya,  batas- batasnya,    
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(Yogyakarta, Kanisius, 2001), hal 69 
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        luasanyan  bangunan dan tanaman yang ada di atasnya;  
2).  Data  yuridis mengenai haknya : haknya apa, siapa pemegang        
      haknya  dan   ada atau tidak ada hak pihak lain.  
d. Yang dimaksudkan dengan wilayah adalah wilayah kesatuan administrasi 
pendaftaran, yang bisa meliputi seluruh negara, bisa juga desa atau 
kelurahan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  
 e.  Kata-kata tanah-tanah tertentu menunjuk kepada objek pendaftaran tanah.  
 f. Urutan kegiatan pendaftaran tanah adalah, pengumpulan datanya, 




                Pendaftaran  Tanah  dilaksanakan  dengan berdasarkan asas, 
sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka, sesuai dengan bunyi 
Pasal 2  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah, yaitu :  
              “Pendaftaran  tanah  dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, 
aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka” 
            Maksud “sederhana”  dalam  pendaftaran  tanah adalah agar 
ketentuan-ketentuan  pokoknya  maupun prosedurnya dengan mudah dapat 
dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang 
hak atas tanah.  Sedang asas “aman” adalah untuk menunjukkan bahwa 
pendaftaran tanah  perlu  diselenggarakan  secara  teliti dan cermat sehingga 
hasilnya dapat  memberi  jaminan  kepastian  hukum,  sesuai dengan tujuan 
pendaftaran tanah itu sendiri.  Asas “terjangkau” adalah keterjangkauan bagi 
pihak-pihak  yang  memerlukan, khususnya dengan memperhatikan 
kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Jadi pelayanan yang 
diberikan dalam rangka penyelenggarakan pendaftaran tanah harus bisa 
terjangkau  oleh  para pihak yang memerlukan. Asas “mutakhir” adalah 
bahwa  data  pendaftaran  tanah  secara  terus  menerus dan 
                                                 
12
 Boedhi harsono, Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok 
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berkesinambungan diperbaharui sehingga data yang tersimpan di Kantor 
Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Asas “terbuka” 




           Tujuan dari pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  
adalah :   
a. Untuk  memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada   pemegang  
hak atas suatu bidang tanah,  satuan rumah susun dan hak-hak lain yang 
terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan;  
b. Untuk  menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang  berkepentingan 
termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;  
c.  Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.  
         Pendaftaran tanah  bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan 
kepastian hak-hak atas tanah. Dengan adanya pendaftaran tanah tersebut 
terdapatlah  jaminan tertib hukum dan kepastian hak atas tanah. Sesuai 
dengan tujuan pendaftaran tanah, maka Undang-Undang pokok Agraria 
menghendaki  agar  untuk  pendaftaran  itu  diwajibkan kepada para 
pemegang hak
14
   
            Pendaftaran tanah mempermasalahkan : apa yang didaftar, bentuk 
penyimpanan  dan  penyajian data yuridisnya serta bentuk tanda bukti 
haknya.  Ada  dua  macam  sistem pendaftaran tanah, yaitu sistem 
pendaftaran akta (registration of deeds)  dan sistem pendaftaran hak 
(registration of titles, title  dalam arti hak).  Baik dalam sistem pendaftaran 
akta  maupun  dalam sistem pendaftaran hak, tiap pemberian atau 
menciptakan  hak  baru serta pemindahan dan pembebanannya dengan hak 
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lain kemudian,  harus dibuktikan dengan suatu akta. Dalam akta tersebut 
dengan  sendirinya  dimuat  data  yuridis tanah yang bersangkutan :  
perbuatan hukumnya, haknya, penerima haknya dan hak apa yang 
dibebankan.  Baik  dalam  sistem pendaftaran akta maupun sistem 
pendaftaran  hak,  akta merupakan sumber data yuridis
15
 
Terdapat  dua  macam  sistem  publikasi  dalam  pendaftaran tanah, yaitu :  
a. Sistem Publikasi Positif dan  
b. Sistem Publikasi Negatif.  
            Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem pendaftaran hak, 
maka mesti ada  register atau buku tanah sebagai bentuk penyimpanan dan 
penyajian data  yuridis dan sertipikat hak sebagai tanda bukti hak. 
Pendaftaran atau pencatatan nama seseorang dalam register  sebagai 
pemegang  haklah yang membikin orang menjadi pemegang hak atas tanah 
yang bersangkutan, bukan perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan 
( Title by Registration, The Register is Everything). Orang yang namanya 
terdaftar sebagai pemegang hak dalam suatu register, memperolah apa yang 
disebut dengan indefeasible title  (hak yang tidak dapat diganggu gugat). 
Dalam sistem ini, dengan beberapa pengeculian, data yang dimuat dalam 
register,  mempunyai  daya  pembuktian  yang  mutlak.  
           Dalam sistem publikasi negatif, bukan pendaftaran, tapi sahnya 
perbuatan hukum  yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak 
kepada pembeli.  Pendaftaran  tidak  membikin  orang yang memperoleh 
tanah dari yang tidak berhak, menjadi pemegang haknya yang baru.  Dalam 
sistem ini berlaku asas nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse 
habet  artinya orang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan hak 
melebihi  apa  yang  dia  sendiri  punyai
16
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 Sistem pendaftaran tanah di Indonesia dapat disebut Quasi Positif  (Positif 
yang Semu)
17
.  Dengan ciri-ciri sebagai berikut :  
a. Nama yang tercantum dalam buku tanah adalah pemilik tanah yang benar 
dan  dilindungi oleh hukum.  Sertipikat adalah tanda bukti hak yang kuat, 
bukan mutlak.   
b. Setiap  peristiwa balik nama melalui prosedur dan penelitian yang seksama  
dan  memenuhi  syarat-syarat  keterbukaan    (openbaar beginsel ).  
c. Setiap persil diukur dan digambar dengan peta pendaftaran tanah dengan 
skala 1:1000, ukuran yang memungkinkan untuk dapat dilihat kembali 
batas  persil,  apabila dikemudian hari terdapat sengketa batas.  
d. Pemilik tanah yang tercantum dalam buku tanah dan sertipikat dapat 
dicabut  melalui  proses  Keputusan Pengadilan Negeri atau dibatalkan 
oleh  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional,  apabila  terdapat  cacat 
hukum.  
e. Pemerintah tidak menyediakan dana untuk pembataran ganti rugi pada 
masyarakat,  karena  kesalahan  administrasi  pendaftaran  tanah, 
melainkan masyarakat sendiri yang merasa dirugikan, melalui proses 
peradilan/Pengadilan Negeri  untuk memperoleh haknya.  
             Penyelenggaraan pendaftaran tanah seperti yang diatur dalam Pasal 
19 UUPA dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Badan Pertanahan 
Nasional. Menurut  Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 
tentang  Pendaftaran  Tanah, pelaksana dari kegiatan pendaftaran tanah 
adalah Kepala Kantor Pertanahan. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala 
Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan 
Pejabat  lain  yang  ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 
tertentu  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  
  
2.   Pengertian Hak-hak Atas Tanah 
           Tanah  merupakan  salah  satu sumber kehidupan yang sangat vital 
bagi manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari 
                                                 
17
 Ali Achmad Chomzah,op.cit, hal 16 
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penghidupan (pendukung mata pencaharian) di berbagai bidang seperti 
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, maupun yang 
dipergunakan sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikannya 
perumahan sebagai tempat tinggal. 
            Ketentuan yuridis yang mengatur mengenai eksistensi tanah yaitu 
terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (selanjutnya disebut UUPA),  yang  merupakan 
pelaksanaan  dari  ketentuan  Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 
yang  menyatakan  bahwa  bumi  dan  air  dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengejawantahan lebih lanjut mengenai  
hukum tanah banyak tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan  
lainnya  seperti  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996  tentang  Hak  
Guna  Usaha,  Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah;  Peraturan 
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun 1999 
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian  dan  Pembatalan  Keputusan  
Pemberian Hak atas Tanah; dan lain-lain. 
            Dalam  ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi 
yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan 
mengatur  tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah 
satu  aspeknya  yaitu  tanah  dalam pengertian yuridis yang disebut hak. 
Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA 
yaitu “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam 
Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang 
disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang 
baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan 
hukum 
             Selain itu dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa  
“bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam  yang  terkandung  
didalamnya  itu  pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh  Negara”. Negara 
sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat.  Hak  menguasai  dari  
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Negara  termaksud  dalam  UUPA (pasal 1 ayat 2) memberi  wewenang 
kepada negara untuk : 
1) Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan    
     dan memeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 
2) Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-
orang  dengan  bumi, air dan ruang angkasa; 
3) Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-
orang   dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 
ruang angkasa. 
           Atas  dasar  hak  menguasai dari  Negara sebagai yang dimaksud 
dalam pasal 2 ditentukan adanya  macam-macam  hak  atas  permukaan  
bumi,  yang  disebut  tanah,  yang  dapat diberikan  kepada  dan  dipunyai  
oleh  orang-orang  baik  sendiri  maupun  bersama-sama dengan  orang  lain  
serta badan-badan  hokum  (UUPA, Pasal 4 ayat 1). Pasal  ini  memberi  
wewenang  untuk  mempergunakan tanah yang  bersangkutan  demikian pula 
tubuh  bumi  dan  air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan 
untuk kepentingan yang langsung  berhubungan dengan  penggunaan  tanah  
itu  dalam  batas-batas  menurut  undang-undang  ini  dan peraturan-peraturan 
hukum lain yang lebih tinggi.  
          Salah satu Hak atas tanah adalah hak milik. Hak milik diatur dalam 
UUPA dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 27.  yang dimaskud dengan Hak 
miliki  diatur  dalam  Pasal  20 adalah hak turun temurun, terkuat dan 
terpenuh  yang  dipunyai  orang  atas  tanah,  dengan menginggat fungsi 
sosial  atas  tanah. Terkuat  dan  terpenuh  disini dapat berarti bahwa hak 
milik merupakan hak yang  tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, ini 
dimaskudkan untuk membedakan dengan hak-hak atas tanah lainnya yang 
dimilki oleh individu.  Dengan perkataan lain, hak milik merupakan hak yang 
paling kuat dan paling penuh diantara hak-hak atas tanah lainnya.  Paling kuat 
dan paling penuh berarti pula bahwa pemegang hak milik atau pemilik tanah 
itu mempunyai hak untuk berbuat bebas dengan jalan menjualnya, 
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menghibahkannya, menukarkannya, menukarkan dan mewariskan dengan 
ketentuan tidak melanggar hukum adat setempat dan tidak  melampaui  batas-
batas  yang  telah  ditetapkan oleh pemerintah.  
            Pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah yang oleh 
masyarakat  Adat  disebut sebagai tanah komunal (milik bersama). 
Khususnya di wilayah pedesan di luar Jawa, tanah ini diakui oleh hukum 
Adat tak tertulis baik berdasarkan hubungan keturunan maupun wilayah. 
Seiring dengan perubahan pola sosial ekonomi dalam setiap masyarakat, 
tanah milik bersama masyarakat adat ini secara bertahap dikuasai oleh 
anggota masyarakat melalui penggarapan yang bergiliran. Sistem pemilikan 
individual kemudian mulai dikenal di dalam sistem pemilikan komunal. 
Situasi  ini  terus  berlangsung di dalam wilayah kerajaan dan kesultanan 
sejak  abad ke lima dan berkembang seiring kedatangan kolonial Belanda 
pada  abad  ke  tujuh belas yang membawa konsep hukum pertanahan 
mereka.  Selama masa penjajahan Belanda, pemilikan tanah secara 
perorangan  menyebabkan  dualisme  hukum  pertanahan,  yaitu tanah-tanah 
di bawah hukum adat dan tanah-tanah yang tunduk kepada hukum Belanda. 
Menurut hukum pertanahan kolonial, tanah bersama milik adat dan tanah 
milik adat perorangan adalah tanah di bawah penguasaan negara.  
           Hak  individual  atas tanah,  seperti hak milik atas tanah, diakui 
terbatas  kepada  yang  tunduk hukum barat. Hak milik ini umumnya 
diberikan atas tanah-tanah di perkotaan dan tanah perkebunan di pedesaan. 
Dikenal pula beberapa tanah instansi pemerintah yang diperoleh melalui 
penguasaan.  Berbeda  dangan  politik domein-verklaaring di masa 
penjajahan Belanda, dewasa ini tanah yang belum atau tidak melekat atau 
terdaftar  dengan sesuatu hak atas tanah di atasnya, maka tanah tersebut 
adalah Tanah Negara. Di pulau Jawa, hal ini ditandai dengan tidak 
terdaftarnya  tanah tersebut sebagai tanah obyek pajak di Buku C Desa, atau 
tercatat dalam buku Desa sebagai Tanah Negara atau GG (Government 
Grond). Jangka waktu tentang berlakunya hak milik dapat ditentukan. 
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Jenis hak-hak atas tanah dewasa ini, sesuai Pasal 16 UUPA adalah:
18
 
1) Hak Milik. 
2) Hak Guna Bangunan. 
3) Hak Guna Usaha. 
4) Hak Pakai. 
5) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 
6) Hak Pengelolaan 
7) Hak Tanggungan di atas sesuatu hak atas tanah 11 
Yang dapat mempunyai menurut Pasal 21 UUPA yaitu : 
1) WNI. 
2) Badan-badan hukum tertentu. 
3) Badan-badan hukum  yang  bergerak  dalam  lapangan sosial keagamaan    
     sepanjang tanahnya digunakan untuk itu.  
          Badan-badan hukum tertentu di atas adalah baik yang didirikan oleh 
negara yang selanjutnya disebut Bank Negara, Perkumpulan-perkumpulan 
Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan UU No. 79 Tahun 1958 ( LN 
Tahun 1958 No. 139 ) juga badan-badan hukum yang   bergerak dalam 
bidang sosial dan keagamaan. 
 
3.   Pengertian Jual Beli  
           Menurut  Pasal  1457  KUHPerdata,  yang  dimaksud  dengan  jual  
beli  adalah “suatu  persetujuan,  dengan  mana  pihak  yang  satu  
mengikatkan  dirinya  untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang 
lain untuk meinbayar harga yang telah dijanjikan”.  Dengan  kata  lain  jual  
beli  merupakan  suatu  bentuk  perjanjian  yang melahirkan kewajiban atau 
perikatan untuk memberikan sesuatu,  yang dalam hal ini terwujud  dalam  
bentuk  penyerahan  kebendaan  yang  dijual  oleh  penjual,  dan penyerahan 
uang  oleh  pembeli  kepada penjuai
19
.  Dengan demikian perkataan jual beli 
ini  menunjukkan  bahwa  dari  satu  pihak  perbuatan  dinamakan  menjual,  
                                                 
18
 www.tanahkoe.tripod.com; ( 02 Desember 2014 pukul 16.36 ) 
19
 Gunawan Widjaja dan kartini mulyadi, jual beli, Jakarta, Grafindo persada, 2003 hal 7 
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sedangkan dari  pihak    lain  dinamakan  membeli,  jadi  dalam  hal  ini  
terdapat  dua  pihak  yaitu penjual dan pembeli yang bertimbal balik.
20
 
                        Berdasarkan ketentuan diatas, barang yang menjadi obyek perjanjian 
jual beli harus  cukup  tertentu,  setidak-tidaknya  dapat  ditentukan  wujud  
dan  jumlahnya  pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli
21
. 
Unsur-unsur pokok perjanjian jual  beli  adalah  adanya  barang  dan  harga  
yang  sesuai  dengan  asas  konsensualisme dalam hukum perjanjian bahwa 
perjanjian jual beli tersebut lahir sejak terjadinya kata sepakat  mengenai  
barang  dan  harga.   Begitu  kedua  belah  pihak  setuju  mengenai barang  
dan  harga,  maka  lahirlah  perjanjian  jual  beli  yang  sah.  Sifat  konsensual  
dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang 
menyatakan bahwa: “jual  beli  dianggap  sudah  terjadi  antara  kedua  belah  
pihak  seketika  setelah  mereka mencapai  kata  sepakat  tentang  barang  dan  
harga,  meskipun  barang  itu  belum diserahkan maupun harganya belum 
dibayar”.  
           Dalam  perjanjian  jual  beli  yang  terdapat  penjual  dan  pembeli  
memiliki  hak dan  kewajiban  yang  bertimbal  balik,  bagi  si  penjual  
berkewajiban  untuk menyerahkan hak milik atas barang yang 
diperjualbelikan  serta menjamin kenikmatan tenteram  atas  barang  tersebut  
dan  menanggung  terhadap  cacad-cacad  yang tersembunyi  dan  
terhadapnya  berhak  untuk  menerima  pembayaran  harga  barang, 
sedangkan  kewajiban  si  pembeli  yang  utama  adalah  membayar  harga  
yang  berupa sejumlah  uang  pada  saat  pembelian  pada  waktu  dan  
ditempat  sebagaimana  yang ditetapkan  menurut  perjanjian,  sedangkan  




           Sementara  jual  beli  menurut  hukum  pertanahan  nasional  adalah  
perbuatan hukum pemindahan hak yang mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu:
23
 
                                                 
20
 Subekti, aneka perjanjian, cc. 10, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hal 1 
21
 Ibid, hal. 2. 
22
 Subekti, Pokok-pokok Dari Hukum Perdata, cct 11, Jakarta, Intermasa, 1975,hal 135 
23
 Boedi Harsono, op.cit, hal 330 
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1).  Bersifat  terang,  maksudnya  perbuatan  hukum  tersebut  dilakukan    
       dihadapan PPAT  sehingga  bukan  perbuatan  hukum  yang  gelap  atau     
      yang  dilakukan secara sembunyi-sembunyi.  
2). Bersifat  tunai,  maksudnya  bahwa  dengan  dilakukannya  perbuatan    
hukum  tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada 
pihak lain yang  disertai dengan pembayarannya.  
3). Bersifat  riil,  maksudnya  bahwa  akta  jual  beli  tersebut  telah 
ditandatangani oleh  para  pihak  yang  menunjukkan  secara  nyata  atau  
riil  telah  dilakukannya perbuatan  hukum  jual  beli.  Akta  tersebut  
membuktikan,  bahwa  benar  telah dilakukannya perbuatan hukum 
pemindahan.  
 
       Bahwa  hukum  pertanahan  di Indonesia mendasarkan pada Hukum 
Adat, yaitu  : 
1. Terang,  yang di maksud  Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria 
(UUPA) Jual Beli di buat di   desa-desa dikuatkan atau disaksikan oleh 
perangkat desa, setelah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berlaku 
dengan membuat Perjanjian perikatan jual beli atau ikatan jual beli yang 
di buat di hadapan Notaris dan akta jual belinya di buat di hadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. 
       Setelah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) perangkat desa dilarang 
untuk membuatkan peralihan hak atau jual beli atas tanah tanpa sekaligus 
dilangsungkan dihadapan PPAT yang berwenang, dengan ancaman 
kurungan penjara dan denda.  
2. Tunai, yaitu telah di bayar lunas atau kontan , kalau di PPAT sebatas 
menurut keterangan penjual dan pembeli, bisa di kuatkan dengan 
kwitansi tersendiri di samping akta PPAT.  
3. Nyata,  Pembayaran tunai tersebut kemudian diikuti penguasaan secara 
fisik atas bidang tanah tertentu yang menjadi obyek jual beli tersebut, 
diduduki atau dikerjakan atau diusahakan oleh pihak Pembeli, 
         Perbuatan  hukum  jual  beli  dalam  peralihan  hak  atas  tanah  
merupakan penyerahan  tanah  dari  pihak  penjual  kepada  pihak  pembeli  
untuk  selamanya  pada  saat  mana  pihak  pembeli  menyerahkan  harganya  
kepada  pihak  penjual.     Sehingga    pada  saat  jual  beli  hak  atas  tanah  




4.   Syarat-syarat Jual Beli Tanah  
          Syarat-syarat  dalam  perbuatan  hukum  terhadap  pengalihan  hak  atas  
tanah terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:
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a.   Syarat Materiil  
      Syarat  materiil  sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah tersebut, 
antara   lain sebagai berikut:  
1)   Penjual  adalah  orang  yang  berhak  atas  tanah  yang  akan dijualnya.  
a.  Harus jelas calon penjual,  ia  harus berhak menjual tanah yang 
hendak    dijualnya,  dalam  hal  ini  tentunya  si  pemegang  yang  sah  
dari  hak    atas tanah itu yang disebut pemilik.  
b.  Dalam  hal  penjual  sudah  menikah,  maka  suami  isteri  harus  hadir  
dan bertindak sebagai penjual, seandainya suami atau isteri tidak  
dapat hadir  maka  harus  dibuat  surat  bukti  secara  tertulis  dan  sah  
yang menyatakan bahwa suami atau isteri menyetujui menjual tanah.  
c. Jual  beli  tanah  yang dilakukan oleh yang tidak berhak 
mengakibatkan  jual  beli  tersebut  batal  demi  hukum.  Artinya  sejak  
semula  hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli.  
Dalam  hal  yang  demikian  kepentingan  pembeli  sangat  dirugikan,  
karena pembeli telah membayar harga tanah sedang hak atas tanah 
yang dibelinya tidak pernah beralih kepadanya. Penjual masih 
menguasai tanah tersebut,  namun  sewaktu-waktu  orang  yang  
berhak  atas  tanah  tersebut dapat menuntut melalui pengadilan.  
2)   Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah yang  
       dibelinya.  
       Subyek hak selaku pembeli terpenuhi atas obyek hak (obyek jual beli) 
       Subyek hak tidak terpenuhi :  
1.Sama sekali tidak berhak. 
2.Tidak sepenuhnya berhak 
                                                 
24
 Erza Putri, Peranan PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah, thhp://erzaputri.blogspot.com 
diakses tanggal 20 Juli 2011. 
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3.Tidak terpenuhinya legal stending milik yang pengurus tidak       
   persetujuan pembina 
4.Tidak cakap bertindak  
       Hal  ini  bergantung  pada  subyek  hukum  dan  obyek  hukumnya.  
Subyek hukum  adalah  status  hukum  orang  yang  akan  membelinya,  
sedangkan obyek  hukum  adalah  hak  apa  yang  ada  pada  tanahnya.  
Misalnya   menurut  UUPA  yang  dapat  mempunyai  hak  milik  atas  
tanah  hanya   warga  negara  Indonesia  dan  badan-badan  hukum  yang  
ditetapkan  oleh peraturan  perundang-undangan.  Apabila  hal  ini  
dilanggar  maka    jual  beli batal  demi  hukum  dan  tanah  jatuh  kepada  
Negara,  dengan  ketentuan bahwa  hak-hak  pihak  lain  yang  
membebaninya  tetap  berlangsung  serta semua  pembayaran  yang  telah  
diterima  oleh  pemilik  tidak  dapat     dituntut  kembali.  
3)  Tanah  yang  bersangkutan  boleh  diperjualbelikan  atau  tidak  dalam    
      sengketa.  
       Menurut UUPA hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek peralihan  
hak adalah:  
a.  Hak Milik  
b.   Hak Guna Usaha  
c.   Hak Guna Bangunan  
d.   Hak Pakai  
           Jika salah satu syarat materiil ini tidak dipenuhi, atau dikatakan 
penjual bukan merupakan  orang  yang  berhak  atas  tanah  yang  dijualnya  
atau  pembeli  tidak memenuhi  syarat  untuk  menjadi  pemilik  hak  atas  
tanah  menurut  undang-undang  atau  tanah  yang  diperjualbelikan  sedang  
dalam  sengketa  atau merupakan  tanah  yang  tidak  boleh  diperjualbelikan,  
maka  jual  beli  tanah tersebut adalah tidak sah.  
b.   Syarat Formil  
Setelah  semua  persyaratan  materiil  tersebut  terpenuhi,  maka  dilakukan  
jual beli  dihadapan  PPAT.  Dalam  pelaksanaan  jual  beli yang dibuat oleh 
PPAT  hal-hal yang harus diperhatikan adalah:  
 31 
 
1)   Pembuatan  akta tersebut  harus  dihadiri  oleh  para pihak yang 
melakukan    jual  beli  atau  kuasa  yang  sah  dari  penjual dan pembeli 
serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi-saksi yang memenuhi syarat 
sebagai saksi.  
2)   Akta dibuat dalam bentuk asli dalam 4 (empat) lembar, yaitu lembar 
pertama sebanyak  1  (satu)  rangkap  disimpan  oleh  PPAT  yang  
bersangkutan  dan lembar  kedua  sebanyak  1  (satu)  rangkap  
disampaikan  kepada  Kantor Pertanahan  untuk  keperluan  pendaftaran  
dan  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan dapat diberikan 
salinannya .  
3)   Setelah  akta  tersebut  dibuat,  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja     
       sejak  tanggal  ditandatanganinya  akta  yang  bersangkutan,  PPAT  
wajib  menyampaikan  akta  yang  dibuatnya  berikut  dokumen-dokumen  
yang  bersangkutan  kepada  Kantor  Pertanahan  untuk  didaftar  dan  
PPAT  wajib menyampaikan  pemberitahuan  tertulis  mengenai  telah  
disampaikannya akta tersebut kepada para pihak yang bersangkutan.  
  
5.   Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Alas Hak Melalui Jual Beli  
                         Istilah  “hak”  selalu  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  istilah  hukum.  
Sebagaimana  diketahui  bahwa  hak  itu  adalah  sebagai  kepentingan  yang  
diakui  dan dilindungi  oleh  hukum.  Menurut  Lili  Rasjidi,  “bahwa  suatu  
hak  itu  mengharuskan kepada  orang  yang  terkena  hak  itu  untuk  
melakukan  suatu  perbuatan  atau  tidak melakukan sesuatu”.25    
Peralihan hak atas bidang tanah tersebut adalah termasuk perjanjian formil 
artinya :  
1. Tindak  perbuatan   telah dipenuhinya syarat sahnya perjanjian 1320 
KHUPerdata. 
2. Akta Jual Beli harus dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang.                                       
             Dapat  diartikan  Peralihan hak sebagai suatu perbuatan hukum yang 
bertujuan  memindahkan   hak  atau  barang  atau  benda  bergerak  atau  tidak  
                                                 
2525
 Lili Rasjidi, Filsafat Hukum apakah hukum itu, Bandung, RemajaKarya, 1998, hal 73 
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bergerak.  Perbuatan  yang  mengakibatkan  dialihkan  hak  atau  barang  atau  
benda  tersebut  antara  lain   dapat  berupa  jual-beli,  tukar-menukar,  hibah  
yang  diatur  dengan  peraturan perundang-undangan dan memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan.  
          Dalam  hal  ini  yang  termasuk  ”peralihan  hak  atas  tanah  tidak  
hanya  meliputi jual  beli  tetapi  dapat  juga  terjadi  karena  hibah,  tukar-
menukar,  pemberian  dengan wasiat  dan  perbuatan-perbuatan  lain  yang  
bermaksud  memindahkan  hak  pemilikan tanah”. 26 Pada  umumnya  
peralihan  hak  atas  tanah  ini  yang  paling  banyak  terjadi  di dalam 
masyarakat adalah peralihan hak atas tanah dengan jual beli.     Peralihan  hak  
atas  tanah  adalah  perbuatan  hukum  pemindahan  hak  atas   tanah  yang  
dilakukan dengan  sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya  
semula dan menjadi hak pihak lain.
27
 
           Sejak  berlakunya  UUPA,  peralihan  hak  atas  tanah  dapat  
dilakukan  melalui jual  beli,  penukaran,  penghibahan,  pemberian  dengan  
wasiat,  pemberian  menurut  adat dan perbuatan-perbuatan lain yang 
dimaksudkan untuk memindahkan hak milik atas tanah.  
          Dalam hal pelaksanaan dari peralihan hak atas tanah tersebut para 
pihak harus melakukannya  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang  dalam  hal  
ini  adalah  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  29  
ayat  1  dan  2  Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, yang 
menyebutkan bahwa:  
1)   PPAT  bertugas  pokok  melaksanakan  sebagian  kegiatan  pendaftaran  
tanah dengan  membuat  akta  sebagai  bukti  telah  dilakukannya  
perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  Hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  
Atas  Satuan  Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran 
perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan 
hukum ini.  
2)   Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jual beli, 
tukar menukar, hibah, pemasukan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas 
Tanah  Hak Milik,  pemberian  Hak  Tanggungan,  Pemberian  Kuasa  
membebankan  Hak Tanggungan.  
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       Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  37  ayat  1  Peraturan  Pemerintah  
Nomor  24 Tahun 1997, ditegaskan bahwa:  
       Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui 
jual beli, tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  data  perusahaan  dan  
perbuatan  hukum pemindahan  hak  lainnya,  kecuali  pemindahan  hak  
melalui  lelang  hanya  dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta 
yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
  
          Pembuktian  bahwa  hak  atas  tanah  tersebut  dialihkan,  maka  harus  
dibuktikan dengan  suatu  akta  yang  dibuat  oleh  dan  dihadapan  PPAT  
yaitu  akta  jual  beli  yang kemudian  akan  dijadikan  dasar  pendaftaran  
perubahan  data  pendaftaran  tanah sebagaimana  dimaksud  dalam  
ketentuan  Pasal  95  ayat  1  huruf  a  Peraturan  Menteri Agraria/Kepala  
Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997.  Akta  Jual  Beli yang 
dibuat dihadapan PPAT tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian 




C.  Peranan PPAT Dalam Pendaftaran Tanah  
                         Tanah  sebagai  benda  penting  bagi  manusia,  memegang  peranan  
yang  sangat  penting  bagi  pemenuhan  kebutuhan  manusia  sebagai  tempat  
bermukim  maupun sebagai  tempat  untuk  melakukan  kegiatan  usaha.  
Kepemilikan  hak  atas  tanah  yang sangat  penting  untuk  menjamin  hak  
seseorang  atau  suatu  badan  atas  tanah  yang dimiliki atau dikuasainya.   
           Sejak  berlakunya  UUPA  pada  tanggal  24  September  1960,  ada  
hal-hal  yang merupakan pembaharuan hukum di Indonesia bukan saja di 
bidang pertanahan tetapi di  lain-lain  bidang  hukum  positip.  UUPA  
diumumkan  didalam  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1960  
Nomor  104,  yang  penjelasannya  dimuat  di dalam Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 2043.   
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           Lahirnya  UUPA  maka  dihapuskanlah  dasar-dasar  dan  peraturan-
peraturan hukum  agraria  kolonial  yang  sejak  Indonesia  merdeka  masih  
tetap  berlaku  karena  Indonesia belum  mempunyai hukum agraria nasional, 
dan  juga  dualisme hak atas  tanah  dihapuskan  menjadi  satu  sistem  
hukum,  yaitu  sistem  hukum  hak  atas    tanah  di  Indonesia  berdasarkan  
hukum  adat,  sehingga  tidak  lagi  diadakan  perbedaan  atas  tanah-tanah  
hak  adat  seperti  tanah  hak  ulayat,  gogolan,  bengkok  dan lain-lain,  
maupun  tanah-tanah  hak  barat,  seperti  tanah  hak  Eigendom,  Erfpachtt, 
Opstal  dan  lain-lain,
29
  dimana  tanah  hak  barat  tersebut  harus  dikonversi  
menjadi    hak-hak  bentuk  baru  yang  diatur  dalam  UUPA.  Diketahui  
tanah-tanah  hak       barat  tersebut  terdaftar  pada  Kantor  Pendaftaran  
Tanah  menurut Overschrijvingsordonnantie (Ordonantie Balik Nama 
Stbl.1834 No.27) dan peraturan mengenai kadaster.
30
 
          Untuk  merealisasikan  tujuan  tersebut,  kegiatan  pendaftaran  tanah  
menjadi sangat  penting  dan  mutlak  untuk  dilaksanakan,  hal  ini  sesuai  
dengan  ketentuan     Pasal  19  UUPA  yang  menghendaki  
diselenggarakannya  pendaftaran  hak  atas  tanah  di  Indonesia.  Pengaturan  
mengenai  pendaftaran  tanah  diselenggarakan  dengan berpedoman pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam  pelaksanaan  
administrasi  pertanahan,  data  pendaftaran  tanah  yang  tercatat  di  Kantor  
Pertanahan  harus  sesuai  dengan  keadaan  bidang  tanah  yang  
bersangkutan  baik  yang  menyangkut  data  fisik  maupun  data  yuridis  
tanah.  Dalam pencatatan  data  yuridis  ini  khususnya  pencatatan  perubahan  
data  yang  sudah    tercatat sebelumnya maka peranan PPAT sangatlah 
penting.   
                         PPAT  sebagai  pejabat  umum  yang  diberi  wewenang  untuk  
membuat  akta- akta  dalam  peralihan  hak  atas  tanah,  akta  pembebanan  
serta  surat  kuasa     pembebanan  hak  tanggungan,  juga  bertugas  
membantu  Kepala  Kantor  Pertanahan Nasional  dalam  melaksanakan  
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 Boedi Harsono, op.cit, hal. 53. 
30
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pendaftaran  tanah  dengan  membuat  akta-akta    tertentu  sebagai  bukti    
telah    dilakukannya  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak atas  tanah  
dan  atau  bangunan  yang  akan  dijadikan  dasar  bagi  bukti  pendaftaran 
tanah.
31
   Akta  PPAT  merupakan  salah  satu  sumber  utama  dalam  rangka  
pemeliharaan  pendaftaran   tanah  di  Indonesia.
32
  PPAT  sudah  dikenal  
sejak  berlakunya  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  tentang  
Pendaftaran  Tanah,  yang  merupakan peraturan tanah sebagai pelaksana 
UUPA.   
                        J. Kartini Soedjendro menyatakan bahwa:  
     Secara fungsional, jabatan PPAT dan Notaris adalah ibarat dua sisi dari 
satu mata uang.  Artinya,  walaupun  jabatannya  berbeda,  namun  
mempunyai  fungsi  dan kedudukan  yang  sama  selaku  pejabat  umum  
pembuat  akta  yang  saling  terikat.  Dikatakan demikian karena perbedaan 
jenis  akta  yang dibuat masing-masing tidak terletak pada bobot 
keabsahan  dan  kekuatan  hukumnya,  tetapi hanya terletak pada 




          Mengingat  pentingnya  fungsi  PPAT  perlu  kiranya  diadakan  
peraturan tersendiri  yang mengatur tentang PPAT sebagaimana  yang 
ditetapkan dalam Pasal 7 ayat  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  
1997,  demikian  juga  setelah dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  
37  Tahun  1998  tentang  Peraturan      Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun  
1998  dikatakan  PPAT  adalah  “pejabat  umum  yang  diberi kewenangan  
untuk  membuat  akta-akta  otentik  mengenai  perbuatan  hukum  tertentu 
mengenai  hak atas tanah atau hak atas satuan rumah susun”.   
           Berdasarkan  pasal  tersebut  diatas,  maka  pada  dasarnya  
kewenangan  PPAT berkaitan  erat  dengan  perbuatan  hukum  tertentu  
mengenai  hak  atas  tanah  atau  hak milik  atas  satuan  rumah  susun.  Untuk  
membuktikan  adanya  perbuatan  hukum pengalihan  hak  atas  tanah  dan  
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pada tanggal 28 Desember 2015.  
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atau  bangunan  haruslah  dibuat  akta  otentik.  Tanpa adanya  akta  otentik  
maka  secara  hukum  perbuatan  hukum  untuk  mengalihkan  suatu hak atas 
tanah dan bangunan belum sah.   
           Dalam  memberi  pelayanan  kepada  masyarakat  seorang  PPAT  
bertugas   untuk  melayani  permohonan-permohonan  untuk  membuat  akta-
akta  tanah  tertentu yang  disebut  dalam  peraturan-peraturan  berkenaan  
dengan  pendaftaran  tanah  serta peraturan  Jabatan  PPAT.  Dalam  
menghadapi  permohonan-permohonan  tersebut PPAT  wajib  mengambil  




             PPAT  sebagai  pejabat  umum,  maka  akta  yang  dibuatnya  diberi  
kedudukan sebagai  akta  otentik,  yaitu  akta  yang  dibuat  untuk  
membuktikan  adanya  perbuatan hukum  tertentu  yang  mengakibatkan  
terjadinya  peralihan  hak  atas  tanah  dan bangunan.  
          Berkaitan  dengan  kepastian  pemilikan  hak  atas  tanah  dan  
bangunan,  setiap perolehan  hak  yang  terjadi  dari  suatu  perbuatan  hukum  
harus  dibuat  dengan  akta otentik.  Hal  ini  penting  untuk  memberi  
kepastian  hukum  bagi  pihak  yang memperoleh  hak  tersebut  sehingga  ia  
dapat  mempertahankan  haknya  tersebut  dari gugatan pihak manapun.   
                         Tanpa  adanya  akta  otentik maka secara hukum perolehan hak 
tersebut belum diakui  dan  sebenarnya  hak  atas  tanah  dan  bangunan  
masih  ada  pada  pihak  yang  mengalihkan  hak  tersebut.  Untuk  
melindungi  pihak  yang  memperoleh  hak,  maka  akta  otentik  yang  dibuat  
pada  saat  perolehan  hak  dilakukan  merupakan  alat pembuktian  yang  kuat  
yang  menyatakan  adanya  perbuatan  hukum  peralihan  hak     atas tanah 
dan  bangunan  yang  dimaksud  kepada  pihak  yang  dinyatakan  
memperoleh hak tersebut.  
                        Adanya  akta  PPAT  yang  bermaksud  membuat  akta  perjanjian  
pengalihan hak  atas  tanah  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  
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melalui  jual  beli,  penukaran, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan 
perbuatan  hukum  pemindahan  hak  lainnya, kecuali pemindahan hak  
karena lelang  yang hanya dapat didaftarkan jika  dibuktikan dengan  akta  
yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang  dan  jika  akta  peralihan  hak   
atas  tanah  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  tersebut  sudah  
didaftarkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  dalam daftar buku  tanah, 
maka  kepala  Kantor Pertanahan memberikan  sertipikat  hak  atas  tanah  
atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  yang bersangkutan kepada 
pembeli. 
 
D.  Bentuk dan Fungsi Akta PPAT. 
           Dalam  hal  pembuatan  akta  PPAT,  ada  berbagai  perkembangan  
dalam pengaturan  mengenai  bentuknya.  Adapun  payung  hukum  
pengaturan  dari  bentuk akta PPAT dari dulu hingga sekarang yakni : 
a.  Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta 
(PM  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional  Nomor  3  Tahun  1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan  Pemerintah Nomor 24     Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah (Perka BPN 3/1997). 
      b.  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  8  Tahun  2012          
    tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  
Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  
Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  
Pendaftaran  Tanah (Perka  BPN No. 8 Tahun 2012). 
            Penggunaan  blanko  diawali  dengan  PMA  11/1961 tentang  Bentuk  
Akta, kemudian  setelah  berlaku PP No.  24  Tahun  1997  tentang  
Pendaftaran  Tanah, penggunaan  blanko  akta diatur dalam Perka BPN 
3/1997 tentang pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997. Secara historis 
penggunaan blanko Akta PPAT dimulai pada tahun 1961 melalui PMA 
11/1961  tentang Bentuk Akta yang mulai  berlaku  pada tanggal 7  
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a.  Formulir-formulir yang tercetak atau; 
b.  Formulir-formulior  yang  terstensil  atau  diketik  dengan mempergunakan  
    kertas  HVS  70/80  gram  dengan  ukuran  A3 dengan  persetujuan  Kepala   
    Jawatan Pendaftaran Tanah; 
       c.  Formulir-formulir  yang  tercetak  hanya  dapat  dibeli  di kantor pos. 
           
           Dalam  perkembangannya,  berlakulah Perka  BPN  3/1997 tentang 
Pelaksanaan  PP No. 24 Tahun 1997, telah ditegaskan kembali bahwa akta 
PPAT harus  dibuat  dengan menggunakan  blanko  akta  PPAT yang 
disediakan   atau dicetak  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  atau instansi  
lain  yang ditunjuk,  artinya tanpa blanko akta PPAT yang dicetak, PPAT 
tidak boleh menjalankan jabatannya dalam  membuat  akta-akta PPAT.  
Aturan  ini  menimbulkan  ketergantungan  pelaksanaan  tugas jabatan  PPAT  
dengan  keberadaan  blanko  akta  PPAT.  Bentuk  hukum  pengaturan  
blanko  akta  PPAT  dituangkan  dalam Peraturan  Kepala  BPN, sehingga  
tugas,  kewenangan  dan tanggung  jawab pengadaan  dan  pendistribusian 
blanko  akta  PPAT berada di tangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
PPAT  sebagai  pejabat  umum   yang   berwenang  membuat  akta  
pertanahan dibatasi  kewenangannya  untuk  membuat  8  jenis  akta  
sebagaimana  diatur  dalam Pasal 2 ayat (2) PJPPAT Jo. Pasal 95 ayat (1) 
PerkaBPN  3/1997  Jo.  Pasal  2  ayat  (2)  Perka BPN 1/2006, yaitu: 
1. Jual-beli 
2. Tukar-menukar 
 3. Hibah 
4. Pemasukan ke dalam perusahaan 
5. Pembagian hak bersama 
6. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik 
7. Pemberian Hak Tanggungan 
8. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. 
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          Dalam  rangka  pembuatan  akta-akta  tersebut  (8 jenis akta), 
ditentukan  pula  bentuk akta-akta  yang  wajib dipergunakan  oleh  PPAT,  
dan  cara  pengisiannya,  serta formulir  yang  dipergunakan  sebagaimana  
tercantum  dalam  lampiran  16  s/d  23,  sebagaimana diatur pada Pasal 96 
ayat (1) dan (2) Perka BPN 3/1997. 
          Selama  ini  eksistensi  kedudukan  PPAT  sebagai  Pejabat  Umum  
yang  berwenang  untuk  membuat  akta otentik khusus berkenaan dengan 
akta  pertanahan  diragukan  bahkan  dikritisi.  Penulis  berpendapat,  adapun  
yang   menjadi  pemicu keraguan dan kritik tersebut adalah: 
1.  Ketiadaan  suatu  dasar  hukum  kedudukan  PPAT sebagai  Pejabat      
     Umum  yang  diatur  dalam  bentuk  Undang-Undang.  Peraturan  
Jabatan  PPAT    selama ini hanya diatur dalam bentuk Peraturan 
Pemerintah. 
2.  Pembatasan  kewenangan  PPAT  untuk  membuat  akta  pertanahan  
dalam bentuk  bebas  diluar  dari  bentuk  blanko  akta  yang  telah  
ditentukan  oleh Kepala BPN. Keterikatan PPAT untuk membuat 
akta pertanahan dengan cara  mengisi  blanko  akta  yang  disediakan  
BPN  dianggap  mengurangi hakikat  dari  kedudukan  PPAT  
sebagai  pejabat  umum.  Dengan ditegaskannya kedudukan  PPAT  
sebagai  Pejabat  Umum  dalam  sejumlah  peraturan perundang-
undangan seharusnya PPAT diberikan kewenangan yang  sama  
dengan  Notaris  untuk  membuat  aktanya  sendiri,  bukan 
sebaliknya mengisi blanko akta. 
              
              Perkembangan  selanjutnya, lahirlah  payung  hukum  baru  yakni  
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 8 
Tahun  2012  (Perka BPN 8/2012), tepatnya  diujung tahun  2012 yang  
lalu  bertepatan  pada tanggal 27 Desember  2012,  melalui  Kantor  
Pertanahan  Nasional  (BPN)  Pusat,  membuat langkah-langkah yang  
sangat  strategis  dalam  pemberian  pelayanan  khususnya terhadap 
hubungan  antara  Kantor  Pertanahan dengan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah.  Langkah  strategis  itu  tidak  lain  adalah  mengeluarkan  sebuah  
peraturan  yang  dimungkinkan  setiap  PPAT  dalam  menjalankan  
jabatannya  membuat  desain sendiri akta-akta yang berhubungan di 
bidang pertanahan, baik yang menyangkut peralihan  hak  seperti  Jual  
Beli,  Tukar  Menukar,  Hibah,  Pemasukan  kedalam Perusahaan,  akta  
 40 
 
Pembagian  Hak  Bersama.
36
 Dalam  bidang  jaminan  (pertanggungan)  
pembuatan  akta  Pemberian Hak  Tanggungan,  Akta  Kuasa 
Membebankan  Hak  Tanggungan.  Maupun  juga  pelayanan  pembuatan  
akta Pemberian  Hak  Guna  Bangunan  atau  Hak  Pakai  Atas  Tanah  
Hak  Milik. Sebelumnya  setiap  pelayanan  yang  berhubungan  dengan  
peralihan  hak  dan pembebanan  jaminan,  setiap  PPAT  selalu  
menggunakan  blanko  (formulir)  akta  yang  telah  disediakan oleh  BPN 
setempat dengan format yang  telah  ditetapkan.
37
 
           Inti dari  peraturan (Perka BPN 8/2012) tersebut  khususnya pada  
Pasal 96 adalah  menghilangan  ketentuan  dari  Pasal  96  ayat  (2) dari  
Perka  BPN  3/1997 yang  isinya  adalah  “Pembuatan  akta  sebagaimana  
yang  dimaksud  pada  Pasal  95 ayat  (1) dan  (2) harus  dilakukan  dengan  
menggunakan  formulir  sesuai  dengan bentuk  sebagaimana  yang dimaksud  
ayat (1) yang disediakan”. Pasal  95 ayat  (1) adalah  ketentuan  yang  
mengatur  akta  tanah  yang  dibuat  oleh  PPAT  untuk dijadikan dasar 
pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran  tanah. Ketentuan ini yang   
menjadi  dasar  bahwa  formulir  (blanko)  PPAT  disediakan  oleh  
Pemerintah  dan bukan menjadi wewenang PPAT dalam menjalankan 
jabatannya. 
           Penggunaan  blanko  atau  formulir  oleh  PPAT  yang  disediakan  dan 
dijadikan  dasar  PPAT  untuk  melaksanakan  peralihan hak  dan  
pemasangan  hak tanggungan,  selalu  menimbulkan  persepsi  apakah  akta  
PPAT  tersebut  dapat dinyatakan  sebagai  akta  otentik?  Hal  ini  
menimbulkan  dilematis  oleh  PPAT.  
          Apalagi jika melihat dari definisi akta otentik yang mengacu pada 
ketentuan  Pasal 1868  KUHPerdata  yaitu “akta  yang  (dibuat)  dalam  
bentuk  yang  ditentukan  oleh undang-undang,  dibuat  oleh  atau  di  
hadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa untuk  itu, ditempat mana  
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akta  dibuatnya”. Dari  ketentuan  Pasal  1868 KUHPerdata tersebut, bahwa 
akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan atau oleh  pejabat  umum  
yang  ditunjuk  untuk  itu.  Ketentuan  “dibuat” diartikan  dari proses  awal  
dan  akhir  merupakan  proses  pekerjaan PPAT. Bukan  dalam  konteks 
pengisian formulir (blanko) oleh PPAT yang selama ini terjadi, jika 
dihubungkan pada tanggung jawab seorang PPAT.       
           Menurut Bambang S. Oyong, Perka BPN No. 8 tahun 2012, telah 
memberikan jalan bagi seorang PPAT untuk lebih kreatif lagi dalam 
pembuatan akta-akta yang selama ini dijalankan oleh seorang Notaris, yang 
mana  setiap  akta  yang  buat  oleh  Notaris  merupakan  hasil  karya  dan  
olah  pikir dalam  kajian  hukum  untuk  kepentingan  para  pihak,  dengan  
terlebih  dahulu  melaksanakan  pemetaan  kasus-kasus disamping pada 
fungsi  pengidentifikasi  para  pihak apakah dapat bertindak atau tidak.
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1.  Fungsi  formil  ( formalitas  causa )  yang  berarti  bahwa  untuk  
lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan 
hukum, haruslah dibuat suatu akta,  disini akta merupakan syarat formil 
untuk adanya suatu perbuatan hukum. 
2.  Fungsi alat bukti ( probationis causa) bahwa akta itu dibuat sejak 
semula dengan  sengaja  untuk  pembuktian dikemudian hari, sifat 
tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat 
sahnya perjanjian, tetapi  hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat 
bukti dikemudian hari. 
             
          Mengenai  fungsi  akta  PPAT  dalam  jual  beli,  Mahkamah  Agung  
dalam  Putusannya  No. 1363/K/Sip/1997  berpendapat  bahwa  Pasal 19  PP 
No.  10  Tahun 1961  secara  jelas  menentukan  bahwa  akta  PPAT  
hanyalah  suatu  alat  bukti  dan tidak  menyebut  bahwa  akta  itu  adalah  
syarat  mutlak  tentang  sah  tidaknya  suatu jual  beli  tanah. 
40
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Boedi  Harsono,  akta  PPAT  berfungsi  sebagai  alat pembuktian mengenai 
benar  sudah  dilakukannya  jual beli.    
          Jual beli tersebut masih dapat  dibuktikan  dengan  alat  pembuktian  
yang  lain.  Akan  tetapi,  dalam  sistem pendaftaran  tanah  menurut  PP  No.  
10  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran  Tanah (yang  sekarang  sudah  
disempurnakan  dengan  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  
Tanah),  pendaftaran  jual  beli  itu  hanya  dapat  (boleh)  di  lakukan dengan  
akta  PPAT  sebagai  buktinya.  Orang  yang  melakukan  jual  beli  tanpa 
dibuktikan  dengan  akta  PPAT  tidak  akan  memperoleh sertipikat, tetapi 
pencoretan nama jual beli ada di kolom Nama yang berhak dalam sertipikat 




           Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  akta  PPAT  
merupakan  syarat  mutlak  yang  harus  ada  dalam  suatu  peralihan  hak atas  
tanah,  karena  berkaitan  dengan  pendaftarannya,   BPN  akan  menolak  
pendaftarannya  apabila tidak  melampirkan Akta Jual Beli  yang dibuat  
dihadapan PPAT. 
        Selanjutnya  Sjaifurrachman  menyimpulkan  bahwa  akta  otentik  
sekurang-kurangnya mempunyai tiga fungsi yaitu:
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1. Sebagai  bukti  bahwa  para  pihak  yang  bersangkutan  telah  
mengadakan  perjanjian tertentu; 
2.  Sebagai  bukti bagi  para pihak  bahwa apa  yang  tertulis dalam  
perjanjian  adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; 
3. Sebagai  bukti  kepada  pihak  ketiga  bahwa  pada tanggal  tertentu  
kecuali   apabila  ditentukan  sebaliknya  para  pihak  telah  
mengadakan  perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan 
kehendak para pihak. 
                
                  Dengan  demikian,  suatu  akta  pada  dasarnya  memiliki  ragam  
fungsi  berkenaan  dengan  tindakan  hukum,  antara  lain,  fungsi  
menentukan  keabsahan atau  syarat  pembentukan  dan  fungsi  sebagai  alat  
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 Menurut  Mochammad Dja’is  dan  RMJ  Koosmargono,  akta  
dilihat  dari  fungsinya  untuk  menentukan keabsahan atau syarat 
pembentukan  adalah  dalam  kaitannya  terhadap lengkap atau sempurnanya  
(bukan  sahnya)  suatu  perbuatan  hukum,  dan  dilihat  dari  segi fungsinya  
sebagai  alat  bukti,  akta  otentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian 
sempurna  (hanya  satu  bukti  cukup  sebagai  dasar  pemutus  perkara,  akta  
otentik    dianggap  benar  adanya  dan  pihak yang membantah dibebani 
untuk membuktikan kebenaran bantahannya).
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           Fungsi  akta  PPAT  sebagai  alat  bukti  menjadi  sangat  penting  
dalam membuktikan  akan  suatu  perbuatan  hukum  yang  menjadi  dasar  
timbulnya  hak atau  perikatan  dimana  hal  tersebut  didasarkan  pada  
ketentuan  Pasal  1865 KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  
orang  yang mendalilkan bahwa  ia mempunyai  suatu  hak  atau  guna  
meneguhkan  haknya  sendiri  maupun membantahkan  suatu  hak orang lain,  
menunjuk pada  suatu  peristiwa,  diwajibkan membuktikan  adanya  hak  atau  
peristiwa  tersebut.” Tanpa  adanya  akta  otentik yang di buat dihadapan 
seorang  PPAT maka secara hukum perolehan hak tersebut belum diakui dan 
sebenarnya hak atas tanah dan bangunan masih ada pada pihak yang  
mengalihkan  hak  tersebut.  Untuk  melindungi  pihak  yang  memperoleh  
hak, maka akta otentik yang dibuat pada saat perolehan hak dilakukan 
merupakan alat  pembuktian  yang  kuat  yang  menyatakan  adanya  
perbuatan  hukum  peralihan  hak atas  tanah  dan  bangunan  yang  dimaksud  
kepada  pihak  yang  dinyatakan memperoleh hak tersebut. 
           Adanya  akta  PPAT  yang  bermaksud  membuat  akta  perjanjian 
pengalihan  hak  atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui 
jual beli, penukaran,  hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan  dan  perbuatan  
hukum  pemindahan  hak lainnya, kecuali pemindahan hak karena lelang 
yang  hanya  dapat didaftarkan jika dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  
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oleh  PPAT  yang  berwenang  dan  jika  akta  peralihan  hak  atas  tanah  dan  
hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  tersebut  sudah didaftarkan oleh 
Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah, maka kepala Kantor 
Pertanahan memberikan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan 
rumah susun yang bersangkutan kepada pembeli 
 
E.  Tata Cara Pembuatan Akta PPAT   
                Berkaitan  dengan  jual  beli  tanah,  terdapat  2  (dua)  syarat  yang  
harus  dipenuhi  berkaitan  dengan  tata  cara  pembuatan  akta  PPAT,  yakni  
syarat  formil dan  syarat  materil.  Adapun  syarat  formil  dari  tata  cara  
pembuatan  akta  PPAT tersebar dalam berbagai peraturan yang terkait ke-
PPAT-an.  Mengenai bentuk dan tata  cara  pembuatan  akta  PPAT didasari  
oleh  Pasal  24  PP  No.  37  Tahun  1998 tentang  Peraturan Jabatan PPAT  
yang  menentukan  “Ketentuan-ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tata  cara  
pembuatan  akta  PPAT  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan 
mengenai  pendaftaran  tanah.”  Ketentuan  dalam  PP  No.  24  Tahun  1997  
tentang  Pendaftaran  Tanah  yang  mengatur mengenai hal ini ditegaskan 
pada  Pasal  38  ayat 86 (2) yang menentukan “Bentuk, isi dan cara 
pembuatan  akta-akta  PPAT diatur oleh Menteri”.  Peraturan  yang  
dimaksud  adalah  PMNA/Ka BPN  No.  3  Tahun  1997 tentang  Ketentuan 
Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,  yang diatur 
pada Pasal 95-102. Ketentuan  formil  lainnya dapat juga ditemui pada Pasal 
21-24 PP No. 37 Tahun 1998 tentang PJPPAT, Pasal 51-55 Perka BPN No. 1  
Tahun  2006  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  PP  No.  37  Tahun  1998  




1. Syarat Formil 
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Dalam  hal  pembuatan  akta  PPAT,  terdapat  tahapan-tahapan yang  harus 
dilakukan oleh PPAT yaitu: 
a.  Pasal  97  ayat  (1)  PMNA/Ka  BPN  3/1997  Tentang  Pendaftaran   
Tanah : “Sebelum  melaksanakan pembuatan  akta  jual  beli  hak  atas  
tanah,  terlebih dahulu  PPAT  wajib  melakukan  pemeriksaan  ke  Kantor  
Pertanahan  setempat untuk  mengetahui  kesesuaian  sertifikat  hak  atas  
tanah  yang  bersangkutan dengan  daftar-daftar  yang  ada  di  Kantor  
Pertanahan  dengan  memperlihatkan  sertifikat  asli kepada petugas 
Kantor Pertanahan.”  
b.  Pasal  96  Perka  BPN 8/2012  tentang  Perubahan  Atas  PMNA/Ka BPN  
3/1997 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  PP  No.  24  Tahun  1997  
Tentang  Pendaftaran Tanah :  “Penyiapan  dan  pembuatan  akta  
dilakukan  oleh  PPAT  sendiri  dan  Ketentuan  formil  mengenai  tata  
cara  pembuatan  akta  PPAT  ini  pada substansinya  adalah  sama,  dan  
Penulis  lebih  menitik beratkan  pada  pengaturan yang  diatur  pada  
PMNA/Ka BPN  No.  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan Pelaksanaan  PP 
No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  karena  lebih memiliki 
relevansi secara yuridis harus  dilakukan  dalam  bentuk  yang  sesuai  
dengan  ketentuan yang  telah ditentukan.”  
                Ketentuan  mengenai  bentuk  akta  telah  mengalami  perubahan 
dengan  disahkannya  Perka BPN 8/2012,  dimana  pada peraturan yang 
lama pembuatan akta  harus  dilakukan  dengan  menggunakan  formulir  
(blanko)  akta  yang dikeluarkan oleh BPN. Artinya PPAT tinggal mengisi 
blanko yang bentuk dan formatnya  telah  ditentukan oleh  BPN. Sedangkan 
ketentuan  pada Perka  BPN 8/2012, PPAT diberi keleluasaan untuk 
menyiapkan dan membuat akta PPAT sendiri.  Akan  tetapi  bentuk  dan  
formatnya  harus  mengikuti  ketentuan  yang diatur  oleh  BPN  
sebagaimana  terlampir  pada  lampiran  16-23  Perka  BPN 3/1997.      
                Menurut  Habib  Adjie  sebagaimana  dikutip  oleh  Reza  
Febriantina,  mengemukakan bahwa beliau setuju saja dengan adanya 
blanko akta tersebut, karena  untuk  mempermudah pemeriksaan  di  
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BPN/Kantor  Pertanahan,  hanya saja  untuk pencetakan  berikan  saja  
kewenangan  kepada  PPAT  (mencetak sendiri),  artinya  membuat  blanko  




                 Penulis  menyimpulkan bahwa perubahan  yang  diatur dalam 
peraturan  yang  baru  tersebut  bertujuan  untuk mengatasi  terjadinya  
kelangkaan blanko,  sehingga  PPAT  diberi  kewenangan untuk  membuat  
akta  sendiri  akan  tetapi  bentuk  dan formulasinya  harus  sama seperti 
yang ditentukan oleh BPN. Sebagaimana di atur pada Pasal 96 ayat (5) 
Perka  BPN  8/2012  “Kepala  Kantor  Pertanahan  menolak  pendaftaran 
akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana diatur  pada  ayat  (1)”.  Artinya  adalah  BPN  akan  menolak  
akta  PPAT  yang bentuk dan formatnya tidak sesuai dengan ketentuan dari 
BPN.  
                      Sebelum Perka BPN 8/2012 berlaku apabila terjadi kelangkaan 
blanko, PPAT tidak  diberikan  kewenangan  untuk  membuat  aktanya  
sendiri.  BPN  melalui suratnya  Nomor  640/1884  tertanggal  31  Juli  2003  
telah  memberikan kewenangan  kepada  Kanwil  BPN  dalam  menghadapi  
keadaan  mendesak seperti  dalam  menghadapi  kelangkaan  dan  
kekurangan  blanko  akta  PPAT dengan membuat fotocopy blanko akta 
sebagai ganti blanko akta yang dicetak, dengan  syarat  pada  halaman  
pertama  setiap  fotocopy  blanko  akta  itu dilegalisasi  oleh  Kepala  Kantor  
Wilayah  Badan  Pertanahan  Propinsi  atau pejabat  yang  ditunjuk  serta  
dibubuhi  paraf  dan  cap  dinas  pada  setiap halaman.
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c. Pasal  98  ayat  (2)  PMNA/Ka  BPN  3/1997 tentang  Ketentuan  
Pelaksanaan  PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 
menentukan : “Dalam hal izin pemindahan hak diperlukan maka izin 
tersebut  harus  sudah  diperoleh sebelum akta pemindahan atau 
pembebanan hak yang bersangkutan dibuat.”  
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d. Pasal  99  ayat  (1)  PMNA/Ka  BPN  3/1997 tentang  Ketentuan  
Pelaksanaan  PP No.  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  :  
“Sebelum  dibuat  akta mengenai  pemindahan  hak  atas  tanah,  calon  
penerima  hak  harus  membuat pernyataan yang menyatakan: 
a.  bahwa  yang  bersangkutan  dengan  pemindahan  hak  tersebut  tidak 
menjadi  pemegang  hak  atas  tanah  yang  melebihi  ketentuan  
maksimum penguasaan  tanah  menurut  ketentuan  peraturan  
perundang-undangan yang berlaku; 
 b.  bahwa  yang  bersangkutan  dengan  pemindahan  hak  tersebut  tidak 
menjadi  pemegang  hak  atas  tanah  absentee  (guntai)  menurut  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
c.  bahwa  yang  bersangkutan  menyadari  bahwa  apabila  pernyataan  
sebagaimana  dimaksud  pada  a  dan  b  tersebut  tidak  benar  maka  
tanah kelebihan atau tanah absentee tersebut menjadi obyek landreform; 
d.  bahwa  yang  bersangkutan  bersedia  menanggung  semua  akibat            
hukumnya,    apabila  pernyataan  sebagaimana  dimaksud pada a dan b 
tidak  benar.” 
e.  Pasal 101 ayat (1) PMNA/Ka BPN 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
PP      No.  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  :  “Pembuatan  
akta  PPAT harus  dihadiri  oleh  para  pihak  yang  melakukan  perbuatan  
hukum  atau  orang yang dikuasakan  olehnya dengan surat  kuasa  tertulis 
sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
f.  Pasal 101 ayat (2) PMNA/Ka BPN 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
PP      No.  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  :  “Pembuatan  
akta  PPAT harus  disaksikan  oleh  sekurang-kurangnya  2  (dua)  orang  
saksi  yang  menurut ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  
berlaku  memenuhi  syarat untuk  bertindak  sebagai  saksi  dalam  suatu  
perbuatan  hukum,  yang  memberi kesaksian  antara  lain  mengenai  
kehadiran  para  pihak  atau  kuasanya, keberadaan  dokumen-dokumen 
yang ditunjukkan dalam  pembuatan akta,  dan telah  dilaksanakannya  
perbuatan  hukum  tersebut  oleh para  pihak  yang bersangkutan.” 
g. Pasal 101 ayat (3) PMNA/Ka BPN 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
PP No. 24 Tahun 1997  Tentang Pendaftaran Tanah  : “PPAT  wajib  
membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi 
penjelasan mengenai isi  dan  maksud  pembuatan  akta  dan  prosedur  
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pendaftaran  yang  harus dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang 
berlaku.” 
h. Pasal  23  ayat  (1)  PP  No.  37  Tahun  1998  tentang  PJPPAT  :  “PPAT  
dilarang membuat akta, apabila PPAT sendiri, suami atau istrinya, 
keluarganya sedarah atau semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan 
derajat dan dalam garis ke samping  sampai  derajat  kedua,  menjadi  pihak  
dalam  perbuatan  hukum  yang bersangkutan, baik dengan cara bertindak 
sendiri maupun melalui kuasa, atau menjadi kuasa dari pihak lain.” 
i.  Pasal  40  ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran       
Tanah  : “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 
ditandatanganinya akta yang  bersangkutan,  PPAT wajib  menyampaikan  
akta  yang  dibuatkannya berikut  dokumen-dokumen  yang  bersangkutan  
kepada  Kantor  Pertanahan  untuk didaftar.” 
j. Pasal  40  ayat  (2)  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  :  
“Terhadap  perbuatan  hukum pengalihan  hak  tersebut,  maka  PPAT  
wajib menyampaikan  pemberitahuan  tertulis  mengenai  telah  
disampaikannya  akta sebagai mana dimaksud di atas kepada para pihak 
yang bersangkutan.” 
k. Pasal 91 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi  Daerah : “Sebelum dilakukannya  penandatanganan  akta jual 
beli, PPAT  harus terlebih  dahulu  meminta  bukti  pembayaran  pajak,  
ketentuan  ini  menyatakan:  “Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/Notaris  hanya  
dapat  menandatangani  akta pemindahan  Hak  atas  Tanah  dan/atau  
Bangunan  setelah  Wajib  Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak”.  
         Ketentuan mengenai tugas PPAT untuk meminta bukti pembayaran 
pajak dari    pembeli  diatur  pada  Pasal  24  ayat  (1)  UU  No.  20  Tahun  
2000  tentang Perubahan  Atas  UU  No.  21  Tahun  1997  tentang  Bea  
Perolehan  Hak  Atas Tanah  (UU  BPHTB),  yang  menyatakan :  
“PPAT/Notaris  hanya  dapat menandatangani akta pemindahan hak atas 
tanah dan atau bangunan pada saat     Wajib  Pajak  menyerahkan bukti 
pembayaran pajak berupa  Surat  Setoran  Bea     Perolehan  Hak  atas  
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Tanah  dan  Bangunan.” Sedangkan  bagi  penjual  diatur     pada Pasal 2 
ayat (2) PP No. 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan  Ketiga Atas PP  No.  48  
Tahun  1994  Tentang  Pembayaran  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan  
Dari  Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  Dan/Atau  Bangunan,  yang            
menyatakan :  
Pejabat  yang  berwenang  hanya  menandatangani  akta,  keputusan,  
perjanjian, kesepakatan  atau  risalah  lelang  atas  pengalihan  hak  atas  
tanah  dan/atau bangunan  apabila  kepadanya  dibuktikan  oleh  orang  
pribadi  atau  badan dimaksud  bahwa  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  
dalam  ayat  (1)  telah dipenuhi  dengan  menyerahkan  fotokopi  Surat  
Setoran  Pajak  yang bersangkutan dengan menunjukkan aslinya. 
 
2. Syarat Materil. 
              mengemukakan  bahwa  syarat  materil  sangat  menentukan  sahnya  
jual  beli  tanah, antara lain sebagai berikut : 
a. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan. 
     Maksudnya  adalah  pembeli  sebagai penerima hak harus memenuhi 
syarat     untuk  memiliki  tanah  yang  dibelinya  atau  memenuhi  
syarat  sebagai      subyek hak milik. 
b. Penjual  berhak  untuk  menjual  tanah  yang bersangkutan 
     Yang  berhak  menjual  suatu  bidang  tanah  tentu  saja  pemegang  
hak  yang sah  atas  tanah  tersebut  yang  disebut  pemilik.  Kalau  
pemilik  sebidang tanah  hanya  satu orang, maka  ia  berhak  untuk  
menjual  sendiri  tanah itu.  
    Akan  tetapi,  apabila  pemilik  tanah  adalah  dua  orang  maka  yang  
berhak menjual  tanah  itu  ialah  kedua  orang  itu  bersama-sama.  
Tidak  boleh seorang saja yang bertindak sebagai penjual. 
c. Tanah  hak  yang  bersangkutan  boleh  diperjualbelikan  dan  tidak  
sedang dalam keadaan sengketa. Jika salah satu syarat materil ini tidak 
dipenuhi dalam  arti  penjual  bukan  merupakan  orang  yang  berhak  
atas  tanah  yang  dijualnya atau pembeli tidak memenuhi syarat untuk 
menjadi pemilik  hak atas  tanah,  atau  tanah  yang  diperjualbelikan  
sedang dalam  sengketa  atau merupakan tanah yang tidak boleh 
diperjualbelikan, maka jual beli tanah tersebut adalah tidak sah. Jual 
beli tanah yang dilakukan  oleh yang tidak berhak  adalah  batal  demi  
hukum.  Artinya,  sejak  semula  hukum menganggap tidak pernah 
terjadi jual beli. 
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                         Bentuk  tahapan-tahapan  dari  pemenuhan  syarat materil dalam  
pembuatan akta PPAT,  secara  praktek  adalah dengan  meminta  dan  
memperhatikan  dengan  teliti dan seksama hal-hal sebagai berikut:
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1. Identitas  dari  para  pihak, PPAT  harus  memeriksa  kebenaran  formil  
dari     identitas para pihak dan dasar hukum tindakan para pihak. 
(Dasar hukum tindakan para pihak misalnya : Pihak penjual yang 
mempunyai  wewenang  untuk  menjual  tanah  adalah  pasangan  suami  
istri  (jika  suami  yang menjual,  maka  harus  ada  surat  persetujuan  
dari istri),  ahli  waris  (harus ada  persetujuan  dari  semua  pemegang  
ahli  waris),  anak  dengan  umur lebih  dari  18  tahun  (jika  dibawah  
18 tahun,  maka  harus  ada  wali),  atau  pihak  yang  diberi  kuasa dari 
pemilik untuk menjual). 
2. Jangka  waktu berakhirnya hak atas  tanah yang diperjualbelikan  
(Apabila      status obyek jual beli adalah HGB/HGU/HP, karena jika 
jangka waktunya berakhir, tanahnya kembali dikuasai oleh negara). 
3. Harga  jual  beli  harus  sudah  dibayar  lunas  sebelum  akta  
ditandatangani     (Konsekuensi dari UUPA yang berdasarkan kepada 
Hukum Adat, dimana syarat jual beli harus terang, tunai, dan riil). 
4. Tidak  terdapat  tunggakan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB). 
(Meminta     bukti  Pembayaran  PBB  minimal  3 tahun  tahun  
terakhir,  PBB  tahun terakhir  tersebut  juga  akan  dipergunakan  oleh  
PPAT  untuk  menghitung besarnya  Pajak  Penghasilan  (PPh)  atas  
peralihan  hak  atas  tanah  bagi penjual dan  untuk  menghitung  
besarnya  pajak  Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) untuk pembeli). 
 5. Obyek jual beli (tanah) yang diperjualbelikan harus berada dalam 
wilayah kerja  PPAT  yang  bersangkutan  (Terkait  dengan  
kewenangan  PPAT dalam hal  pembuatan akta). 
              Ketentuan  mengenai  syarat  materil  diatas,  secara  yuridis  adalah  
berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  39  ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  
1997 tentang  Pendaftaran Tanah, yakni PPAT berwenang menolak untuk 
membuat akta jual beli jika:
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a.   Mengenai  bidang  tanah  yang  sudah  terdaftar,  kepadanya  tidak 
disampaikan  sertifikat  asli  hak  yang  bersangkutan  atau  sertifikat  
yang diserahkan  tidak  sesuai  dengan  daftar-daftar  yang  ada  di  
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; 
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b.   Salah  satu  atau  para  pihak  yang  akan  melakukan  jual  beli  atau  
saksinya     tidak berhak atau memenuhi syarat untuk bertindak dalam 
jual beli; 
c.    Salah  satu  atau  para  pihak  bertindak  atas  dasar  surat  kuasa  mutlak  
yang     pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; 
d.   Untuk  jual  beli  yang  akan  dilakukan  belum  diperoleh  izin  pejabat  
atau      instansi  yang  berwenang,  apabila  izin  tersebut  diperlukan  
menurut    peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
e.   Obyek jual beli yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai 
data fisik  dan/atau data yuridis; dan 
f.  Tidak  dipenuhinya  syarat  lain  atau  dilanggar  larangan  yang  
ditentukan  dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
        Selanjutnya  dalam  kaitannya  dengan  akta  PPAT,  maka  fungsi  akta  
bagi para pihak yang berkepentingan adalah: 
a. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum; 
b. Sebagai alat pembuktian; 
c. Sebagai alat pembuktian satu-satunya
50
. 
Salah  satu  fungsi  akta  adalah  sebagai  alat  pembuktian,  mengenai  alat 
bukti ini di dalam hukum perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1866 
KUHPerdata, terdiri dari: 
1. alat bukti tulisan; 
2. pembuktian dengan saksi-saksi; 
3. persangkaan-persangkaan; 
4. pengakuan; dan 
5. sumpah. 
            Dalam  hubungannya  dengan  tugas  jabatan  PPAT,  otentisitas  
akta  yang dibuatnya  memiliki  fungsi  yag  penting  sebagaimana  diatur  
dalam  ketentuan  PP No.  37  Tahun  1998  tentang  PJPPAT,  Pasal  2  ayat  
(1)  menyebutkan  bahwa  akta PPAT sebagai akta otentik memiliki 2 (dua) 
fungsi yaitu : 
1.  Sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai   
     hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dan; 
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2.  Sebagai  dasar  bagi  pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran  tanah  
yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 
Penulis menyimpulkan bahwa fungsi akta PPAT (jual beli) adalah: 
1.  Merupakan  suatu  syarat  yang  harus  dipenuhi  ,  tanpa  itu  berarti 
tidak ada (conditio sine qua non ) bagi perbuatan jual beli tersebut; 
2.  Sebagai  bukti  bahwa  jual  beli  telah  dilangsungkan  atau  telah  terjadi  
dan dilakukan dihadapan PPAT;  
3. Sebagai  bukti  bahwa  hak  atas  tanah  yang  menjadi  obyek  jual  beli  
tersebut telah  berpindah  dari  penjual  kepada  pembeli  dan  karenanya  
membuktikan bahwa pembeli telah menjadi pemilik baru atas tanah yang 
bersangkutan; 
4. Sebagai sarana untuk pendaftaran jual beli di Kantor Pertanahan.  
            Selanjutnya menurut Habib Adjie kebatalan atau ketidak absahan 




1.  Dapat dibatalkan; 
2.  Batal demi hukum; 
3.  Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan; 
4.  Dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan  
5.  Dibatalkan  oleh  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  
hukum tetap karena penerapan asas Praduga Sah. 
           Sebagai  akta  otentik,  akta  PPAT adalah  sebagai  alat  bukti  yang 
mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  juga  dapat  
terdegradasi kekuatan  pembuktiannya  menjadi  seperti  akta  dibawah  
tangan,  atau  bahkan dinyatakan  batal  demi  hukum. Degradasi  kekuatan  
bukti  akta  otentik  menjadi kekuatan  bukti  dibawah  tangan,  dan  cacat  
yuridis  akta  otentik  yang mengakibatkan  akta  otentik  dapat  dibatalkan  
atau  batal  demi  hukum,  terjadi  jika ada  pelanggaran  atau  
penyimpangan  terhadap  syarat  formil  dan  syarat  materil sebagaimana 
diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang terkait. 
 
                                                 
51
  Habib Adjie, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat 
Publik, Cet. Ke.2, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disingkat Habib Adjie I), hal. 18. 
 53 
 
1.   Akibat Hukum Penyimpangan Terhadap Syarat Formil. 
         Adapun unsur-unsur  atau syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam 
pembuatan akta otentik dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1868 
KUHPerdata yang dirumuskan sebagai berikut: 
1.  Akta  itu  harus  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-
undang.Artinya jika  bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang 
maka salah satu unsur  akta  otentik  itu  tidak  terpenuhi  dan  jika  tidak  
dipenuhi  unsur  tersebut maka tidak akan pernah ada yang disebut 
dengan akta otentik. 
2. Akta itu harus dibuat oleh door atau dihadapan ten overstaan seorang 
Pejabat Umum. Menurut  Habib  Adjie,  akta  otentik  tidak saja  dapat  
dibuat  dihadapanNotaris,  tapi  juga  dihadapan Pejabat  Pembuat  Akta  
Tanah  (PPAT),  Pejabat Lelang,  dan  Pegawai  Kantor  Catatan  Sipil. 
     Sedangkan  menurut  M.  Ali Boediarto,  akta  PPAT  dikategorikan  
sebagai  akta  otentik,  meskipun  sampai saat  ini  belum  ada  perintah  
undang-undang  yang  mengatur  mengenai  akta  PPAT. Berdasarkan 
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret  1972,  
Nomor  937  K/Sip/1970,  bahwa  akta  jual  beli  tanah  yang 
dilaksanakan di hadapan PPAT dianggap sebagai bukti surat yang 
mempunyai kekuatan bukti sempurna.
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3. Bahwa  akta  itu  dibuat  oleh  atau  dihadapan  Pejabat  Umum  yang  
berwenang untuk  membuatnya  di  tempat   akta  itu  dibuat. Pengertian  
berwenang disini  meliputi  berwenang  terhadap  orangnya,  berwenang  
terhadap  aktanya, berwenang terhadap waktunya, berwenang terhadap 
tempatnya. 
Pasal  1869  KUHPerdata  merumuskan:  “Suatu  akta  yang  karena  tidak 
berkuasanya  atau  tidak  cakapnya  pegawai  termaksud  diatas  atau  karena  
suatu cacat  dalam  bentuknya,  tidaklah  dapat  diberlakukan  sebagai  akta  
otentik  namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah 
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tangan”. Artinya suatu aktatidak memiliki kekuatan bukti otentik dan hanya 
memiliki kekuatan bukti dibawah tangan apabila: 
a. Pejabat umum tidak berwenang untuk membuat akta itu; 
b. Pejabat umum tidak mampu atau tidak cakap untuk membuat akta itu; 
c. Cacat dalam bentuknya. 
          Pengertian  kata “bentuk” dalam  Pasal 1868  dan Pasal  1869 
KUHPerdata, menurut pendapat  Penulis tidak  saja pengertian  bentuk 
dalam  arti fisik, tapi juga pengertian  bentuk  dalam  arti  yuridis,  sehingga  
pengertian  bentuk  dalam  pasal-pasal  tersebut  dapat  dimaknai  sebagai  
tata  cara  pembuatan  akta  otentik sebagaimana  ditentukan oleh  peraturan  
perundang-undangan  yang  terkait mengenai  persyaratan-persyaratan  yang  
harus  dipenuhi  agar  suatu  akta  dapat disebut sebagai akta otentik. 
 
          Berkaitan  dengan tugas dan kewenangan PPAT ketentuan-ketentuan 
yang harus  dipenuhi mengenai  tata  cara  pembuatan  akta jual  beli  tanah 
(akta  PPAT) tersebar  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  
terkait  ke-PPAT-an diantaranya terdapat di dalam: 
a.  PP No. 37 Tahun 1998 tentang PJPPAT; 
b.  PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 
c.  Perka BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 
Tahun  1998  tentang  PJPPAT,  sebagaimana  telah  diubah  dengan,  
Perka BPN No.  23  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas Perka  BPN 
No.  1 Tahun  2006  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  PP  No.  37  Tahun  
1998 tentang PJPPAT; 
d.  PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.  
    24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah, sebagaimana  telah  diubah  
    dengan,  Perka  BPN  No.  8  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Atas 
PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; 
e. UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Jo. 
PP No. 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 48 Tahun  
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1994  Tentang  Pembayaran  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  
Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  Dan/Atau  Bangunan  Jo. UU No. 20  
Tahun 2000  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No. 21  Tahun  1997  
Tentang  Bea Perolehan Hak Atas Tanah. 
     Adapun dalam prakteknya pelanggaran terhadap prosedur dan persyaratan     
     formil pembuatan akta PPAT dalam hal yakni : 
a. PPAT  belum  melakukan  cek  bersih  atau  pemeriksaan  kesesuaian  data 
ke Kantor Pertanahan, akan tetapi penandatanganan akta jual beli telah 
dilakukan. Pasal  97  ayat  (1)  PMNA/Ka BPN  3/1997 tentang  Ketentuan  
Pelaksanaan  PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :  
         Sebelum  melaksanakan  pembuatan  akta  jual  beli  hak  atas  tanah,  
terlebih dahulu  PPAT  wajib  melakukan  pemeriksaan  ke  Kantor  
Pertanahan setempat  untuk  mengetahui  kesesuaian  sertifikat hak  atas  
tanah  yang bersangkutan  dengan  daftar-daftar  yang  ada  di  Kantor  
Pertanahan  dengan memperlihatkan sertifikat asli kepada petugas Kantor 
Pertanahan. 
                
                Pemeriksaan ini perlu dilakukan agar tidak terjadi jual beli tanah 
terhadap sertifikat palsu atau sertifikat ganda atau sertifikat asli tapi palsu 
(Aspal).  Hal ini  untuk  menghindari  terjadinya  penipuan  dalam  
transaksi  tanah  dimana ternyata  yang  dijual  bukan  milik  penjual  yang  
berhak.
53
 Menurut  Boedi Harsono,  PPAT  bertanggung  jawab  untuk  
memeriksa  syarat-syarat  untuk sahnya  perbuatan  hukum  yang  
bersangkutan.  Antara  lain  mencocokkan  data yang  terdapat  dalam  
sertifikat  dengan  daftar-daftar  yang  ada  di  Kantor Pertanahan.
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 Selain  
akan  berpengaruh  terhadap  kekuatan  pembuktian dari akta  yang  dibuat,  
bagi  pihak  pembeli  terdapat  resiko  sertifikat  terblokir  atau sertifikat  
tidak  sesuai  dengan  daftar  yang  ada  dalam  buku  tanah  di  Kantor 
Pertanahan. 
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b. Penandatanganan  akta  jual  beli  oleh  para  pihak  (penjual  dan  pembeli) 
tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan di hadapan PPAT dan atau 
di hadapan PPAT yang menandatangani akta jual beli. 
    Pasal 101 ayat (1) PMNA/Ka BPN 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
PP No.  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  :  “Pembuatan  
akta  PPAT harus  dihadiri  oleh  para  pihak  yang  melakukan  perbuatan  
hukum  atau  orang yang dikuasakan  olehnya dengan surat  kuasa  tertulis 
sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Artinya 
proses pembuatan akta jual beli hingga penandatanganan akta jual beli  
oleh  penjual  dan  pembeli  harus dilakukan  dengan  dihadiri  para  pihak 
dalam  waktu  yang  bersamaan.  Akan  tetapi  ada  kalanya  persyaratan  
ini  tidak dilakukan,  dimana salah  satu  alasannya  adalah  karena  
kesibukan  para  pihak sehingga  para  pihak  tidak  dapat  datang  ke  
kantor  PPAT  pada saat  yang bersamaan untuk melakukan 
penandatanganan akta. 
c. Pembuatan  dan  penandatanganan  akta  jual  beli  dilakukan  diluar  
daerah  kerja PPAT dan atau diluar Kantor PPAT dan tanpa dihadiri oleh 
saksi-saksi. Pasal 101 ayat (2) PMNA/Ka BPN 3/1997 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : 
                Pembuatan  akta  PPAT  harus  disaksikan  oleh  sekurang-
kurangnya  2  (dua) orang  saksi  yang  menurut  ketentuan  peraturan  
perundang-undangan  yang  berlaku  memenuhi  syarat  untuk  bertindak  
sebagai  saksi  dalam  suatu perbuatan hukum, yang memberi kesaksian 
antara lain mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan 
dokumen-dokumen yang ditunjukkandalam  pembuatan  akta,  dan  telah  
dilaksanakannya  perbuatan  hukum tersebut oleh para pihak yang 
bersangkutan. 
                PPAT  dalam  melakukan  pembuatan  akta  harus  melakukannya  
di  kantor PPAT  yang  bersangkutan  dengan  dihadiri  oleh  para  pihak 
atau  kuasanya.  PPAT  dapat  membuat  akta  di  luar  kantornya  hanya  
apabila  salah  satu  pihak dalam  perbuatan  hukum  atau  kuasanya  tidak  
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dapat  datang  di  kantor  PPAT karena  alasan  yang  sah, dengan  
ketentuan  pada  saat  pembuatan  aktanya  para pihak harus hadir 
dihadapan PPAT di tempat pembuatan akta yang disepakati.  Alasan-
alasan  yang  dapat  dianggap  sebagai  alasan  yang  sah  adalah,  apabila 
pihak  yang  bersangkutan  dalam  keadaan  sakit  atau  oleh  karena  telah  
berusia lanjut sehingga tidak dapat datang ke kantor PPAT. Hal yang 
paling mendasar adalah  pihak  yang  tidak  dapat  hadir  itu  haruslah  
berdomisili  di  daerah  kerja PPAT yang bersangkutan, karena PPAT 
hanya mempunyai kewenangan untuk membuat  akta  di  daerah  kerjanya.  
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  12 PJPPAT,  “Daerah  kerja  PPAT  
adalah  satu  wilayah  kerja  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kotamadya”. 
d. PPAT  tidak  membacakan  isi  dari akta  jual  beli  dihadapan  para  pihak  
secara terperinci, hanya menjelaskan mengenai maksud dari pembuatan 
akta. Pasal 101 ayat (3) PMNA/Ka BPN 3/1997 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997  Tentang Pendaftaran Tanah  : “PPAT  
wajib  membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan 
memberi penjelasan mengenai isi  dan  maksud  pembuatan  akta  dan  
prosedur  pendaftaran  yang  harus dilaksanakan selanjutnya sesuai 
ketentuan yang berlaku”. Pelanggaran  terhadap  pasal  ini  termasuk  
kedalam  cacat  bentuk,  karena pembacaan akta oleh  PPAT dihadapan  
para pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban  untuk  menjelaskan,  
bahwa  akta  yang  dibuatnya  tersebut  sesuai dengan  kehendak  yang  
bersangkutan  dan  bila  isi  akta  disetujui  maka  oleh penjual  dan calon 
pembeli akta  tersebut akan ditandatangani  oleh para pihak, sekaligus 
saksi dan PPAT sendiri. 
e. Nilai  harga  transaksi  yang  dimuat  di  akta  jual  beli  tidak  sesuai  
dengan  nilai harga transaksi sebenarnya.  Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf a UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 
Daerah : 
1.  Dasar  pengenaan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  
adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. 
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2.  Nilai  Perolehan  Objek  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1,   
dalam hal: 
     a. jual beli adalah harga transaksi; 
      
               Pembuatan akta jual beli yang nilai transaksi peralihan haknya lebih 
kecil dari  nilai  transaksi  riil  bertujuan  untuk  mengurangi  jumlah  
kewajiban pembayaran  pajak  PPh  (bagi  Penjual)  dan  BPHTB  (bagi  
Pembeli).  Nilai transaksi yang dimuat dalam akta jual beli biasanya 
mengikuti nilai dari Nilai Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  yang  dibulatkan  ke  
atas atau  berdasarkan  penilaian dari  Dispenda  terkait  zona  nilai  tanah  
masing-masing  daerah.  Jadi  tujuan dilakukannnya  pengecilan  nilai  
transaksi  dalam  akta  jual  beli  adalah  untuk mengecilkan jumlah pajak-
pajak yang harus dibayar. 
f. Penandatanganan  akta  jual  beli  telah  dilakukan  akan  tetapi  para  pihak  
belum melakukan pembayaran pajak, yakni Pajak Penghasilan (PPh) atas 
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi 
Penjual, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) bagi Pembeli. Pasal 91 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah  :  “Pejabat  Pembuat  Akta  
Tanah/Notaris hanya  dapat  menandatangani akta  pemindahan  Hak  atas  
Tanah  dan/atau  Bangunan  setelah  Wajib  Pajak menyerahkan bukti 
pembayaran pajak” 
            Bagi  Penjual  berlaku  Pasal  2  ayat  (2)  PP  No.  71  Tahun  2008  
Tentang Perubahan  Ketiga  Atas  PP  No.  48  Tahun  1994  Tentang  
Pembayaran  Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Pengalihan  Hak  
Atas  Tanah  Dan/Atau Bangunan : 
Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan, 
perjanjian, kesepakatan  atau  risalah  lelang  atas  pengalihan  hak  atas  
tanah  dan/atau bangunan  apabila  kepadanya  dibuktikan  oleh  orang  
pribadi  atau  badan dimaksud  bahwa  kewajiban  sebagaimana  
dimaksud  dalam  ayat  (1)  telah dipenuhi  dengan  menyerahkan  
fotokopi  Surat  Setoran  Pajak  yang bersangkutan dengan menunjukkan 
aslinya. 
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            Bagi  Pembeli  berlaku  Pasal  24  ayat  (1)  UU  No.  20  Tahun  2000  
tentang Perubahan  Atas  UU  No.  21  Tahun  1997  tentang  Bea  Perolehan  
Hak  Atas Tanah  :  “PPAT/Notaris  hanya  dapat  menandatangani  akta  
pemindahan  hak atas  tanah  dan  atau  bangunan  pada  saat  Wajib  Pajak  
menyerahkan  bukti pembayaran  pajak  berupa  Surat  Setoran  Bea  
Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan.” 
           Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas terkadang terjadi 
dengan berbagai  alasan,  salah  satunya adalah kekurang pahaman maupun  
kesibukan dari para pihak untuk melakukan penyetoran pajak berkaitan 
dengan transaksi jual beli tanah  yang  dilakukannya.  Para pihak  seringkali  
menyerahkan  prosedur  tersebut kepada  PPAT  yang  dianggap  lebih  
paham  mengenai  hal  itu.  Jadi  akta  jual  beli tersebut belum diberi nomor 
dan tanggal oleh PPAT, karena PPAT terlebih dahulu harus  melakukan  
pembayaran  pajak-pajak  yang  menjadi  kewajiban  masing-masing  pihak.  
Untuk  melakukan  pembayaran  pajak  sampai  dengan  validasi, paling  
cepat  dibutuhkan  waktu  satu  hari  kerja.  Dengan  demikian,  akta  jual  beli 
yang telah ditandatangani oleh para pihak sampai dengan keesokan harinya 
masih belum  diberi  nomor  dan  tanggal, sehingga  dapat  dikatakan  tanggal 
penandatanganan akta tidak sama dengan tanggal peresmian akta. 
            Menurut  Syafnil  Gani  sebagaimana  dikutip  oleh  Pantas  
Situmorang, bahwa : 
       Bukti  setoran  PPh  dan  BPHTB  sepintas  lalu  termasuk  ke  dalam  
syarat formal,  namun  pada  dasarnya  bukan  merupakan  syarat  
formal  dalam pembuatan  akta  tetapi  merupakan  syarat  tambahan  
(supplement ),  karena sebenarnya  persoalan  perbuatan  hukum  
peralihan  hak  seperti  jual  beli merupakan  satu  masalah  tersendiri  
dan  pembayaran  pajak  merupakan masalah  tersendiri  pula,  tetapi  
karena  di  negara  kita  masih  dominan kepentingan politik  daripada  
penegakan hukum, maka terjadilah intervensi undang-undang  
perpajakan  terhadap  perbuatan  hukum  peralihan  hak. Tetapi  walau  
bukti  setoran  PPh  atau  BPHTB  tersebut  merupakan  syarat 
supplement,  namun  hal  itulah  yang  banyak  menimbulkan  potensi  
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          Pelanggaran  terhadap  ketentuan  dari  poin  a-f  di  atas  sebenarnya  
disadari  oleh PPAT berikut  konsekuensi  yuridis  yang  bisa dikenai,  dan  
terdapat  berbagai macam faktor yang menyebabkan  terjadinya pembuatan  
akta jual  beli  yang tidak sesuai atau menyimpang dari tata cara pembuatan 
akta PPAT, akan tetapi praktek tersebut  tetap  dilakukan  karena  ada  
keyakinan  bahwa  apabila  PPAT  tidak menerima  atau  tidak  mau  untuk  
melakukan  perbuatan  seperti  itu  maka  klien mereka akan berpindah 
dengan mempergunakan jasa PPAT lain ditambah lagi ada rasa segan 
terhadap klien yang sudah lama jadi langganan PPAT bersangkutan.  
           Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kata  degradasi  
mempunyai  arti penurunan,  tentang  pangkat,  mutu,  moral  dan  
sebagainya,  kemunduran, kemerosotan  atau  dapat  juga  menempatkan  
ditingkat  atau  posisi  yang  lebih rendah.
56
  Dalam  pengertian  yang  umum,  
dalam  hubungannya  dengan  kekuatan pembuktian,  akta  PPAT  sebagai  
akta  otentik  memiliki  kekuatan  bukti  yang lengkap  atau  sempurna  dan  
memiliki  kekuatan  mengikat,  serta  telah  mencukupi batas minimal alat 
bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa 
perdata 
           Pada  prinsipnya  keabsahan  akta  PPAT  meliputi  isi  dan  
kewenangan pejabat yang membuat, serta tata cara pembuatannya pun harus 
memenuhi syarat yang  telah  ditentukan  di  dalam  peraturan  perundang-
undangan  yang  berlaku.  
           Secara  formalitas  akta  tersebut  tetap  akta  otentik  dan  pelaksanaan  
pendaftaran tanahnya  dapat  tetap  diproses  di  Kantor  Pertanahan.  Apabila  
timbul sengketa  dan  para  pihak  yang  berkepentingan  dapat  membuktikan  
bahwa  akta tersebut  telah  dibuat  dengan  tanpa  memenuhi  satu  atau  
beberapa  tata  cara pembuatan  akta  PPAT  (syarat  formil  pembuatan  akta  
PPAT),  maka  akta  dapat terdegradasi  kekuatan  pembuktiannya  menjadi  
akta  di  bawah  tangan.  Dengan demikian apabila sebuah akta jual beli tanah 
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tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, konsistensi kekuatan 
pembuktiannya menjadi lemah. 
            Dalam kaitannya  dengan  akta  PPAT,  ketentuan  tersebut  tercantum  
dalam ketentuan  Pasal  95-102  PMNA/Ka BPN  No.  3  Tahun  1997  
tentang  Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah. Ketentuan dalam pasal-pasal itu merupakan syarat formil dari 
prosedur pembuatan akta PPAT, yang apabila  dilanggar  oleh  PPAT,  maka  
akta  PPAT  itu  hanya  memiliki  kekuatan pembuktian  sebagai  akta  
dibawah  tangan  sepanjang  para  pihak menandatanganinya,  dan  degradasi  
kekuatan  bukti  akta  PPAT  tersebut  menjadi akta dibawah tangan sejak 
adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum  tetap.  
Sepanjang  berubahnya  atau  terjadinya  degradasi  dari  akta  otentik menjadi  
akta  dibawah  tangan  tidak  menimbulkan  kerugian,  maka  PPAT 
bersangkutan  tidak  dapat  dimintakan  tanggung  jawab  hukumnya  melalui  
Pasal 1365 KUHPerdata. Namun apabila karena degradasi kekuatan bukti 
menjadi akta dibawah  tangan  tersebut  menimbulkan  kerugian,  dengan 
adanya  pihak  ketiga yang memanfaatkan keadaan ini sehingga salah satu 
pihak mendapatkan kerugian maka  PPAT  bersangkutan  dapat  digugat  
dengan  perbuatan  melanggar  hukum. 
           Jadi  kesimpulannya  secara  formil  faktor  yang  dapat  menyebabkan  
akta PPAT  menjadi  cacat  hukum,  apabila  terjadi  penyimpangan  terhadap  
ketentuanPasal  95-102 PMNA/Ka  BPN  No. 3 Tahun 1997  tentang  
Ketentuan  Pelaksanaan PP  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  
Tanah juncto  Pasal  1868  dan  1869 KUHPerdata,  maka  akta  otentik  dapat  
turun  atau  terdegradasi  kekuatan pembuktiannya  dari  mempunyai  
kekuatan  pembuktian  sempurna  menjadi  hanya mempunyai  kekuatan  
pembuktian  selayaknya  akta  dibawah  tangan,  jika  pejabat umum yang 
membuat akta itu tidak berwenang untuk membuat akta tersebut atau jika  
akta  tersebut  cacat  dalam  bentuknya,  karena  dalam  perjalanan  proses 
pembuatan  akta  tersebut  terdapat  salah  satu  atau  lebih  penyimpangan  
terhadap syarat  formil  dari  prosedur  atau  tata  cara  pembuatan  akta  
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PPAT,  baik  disengaja maupun karena kealpaan dan/atau kelalaian dari 
PPAT bersangkutan 
2. Akibat Hukum Penyimpangan Terhadap Syarat Materil. 
           Di  samping  sebab  kebatalan  kekuatan  pembuktian  sempurna  dari  
suatu akta  PPAT  menjadi terdegradasi kekuatan  pembuktiannya  selayaknya  
akta dibawah  tangan yang disebabkan  oleh penyimpangan  terhadap  syarat  
formil  dari tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana telah diuraikan di 
atas, juga terdapat faktor  penyebab  kebatalan  lain,  yakni  yang  berkaitan  
dengan  penyimpangan terhadap  syarat  materil  dari  tata  cara  pembuatan  
akta  PPAT  baik  menyangkut subyek maupun obyeknya. Faktor lain 
pembatalan sebagaimana dimaksud adalah ketentuan yang diatur di dalam 
Pasal 1320 KUHPerdata. 
Sahnya  suatu  perjanjian  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  
Perdata,  diantaranya  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata yang  mengatakan  
bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu : 
a.  Sepakat mereka yang mengikatkan diri;  
b.  Kecakapan membuat suatu perjanjian; 
c.  Suatu hal tertentu; dan 
d.  Kausa yang halal atau tidak terlarang. 
Ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata  tersebut  menunjukkan  bahwa  syarat  
tersebut  bersifat  kumulatif  artinya  setiap  perjanjian  yang  dibuat  harus  
memenuhi keempat persyaratan tersebut secara bersama-sama. Tidak 
dipenuhinya salah satu syarat  dalam  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata  
tersebut,  mengakibatkan perjanjian cacat hukum, yang keabsahannya dapat 
dipertanyakan, dalam arti dapat batal  demi  hukum  dan/atau  dapat  
dibatalkan  oleh  pihak  ketiga  yang berkepentingan. 
Syarat a dan b merupakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orang  
atau  subyek  yang  mengadakan  perjanjian,  dan  jika  syarat  subyektif  
dilanggar, maka  aktanya  dapat  dibatalkan,  sedangkan  syarat  c  dan  d  
merupakan  syarat obyektif, karena mengenai isi perjanjian dan jika syarat 
obyektif dilanggar,  maka akta  batal  demi  hukum.  Berdasarkan  Pasal  1320  
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KUHPerdata,  cacat  dalam perjanjian  diancam  kebatalan  baik  dalam  
bentuk  dapat  dibatalkan  maupun  batal demi hukum. 
Pembatalan suatu akta PPAT yang tidak memenuhi syarat materil dari tata  
cara pembuatan akta PPAT bisa  dibedakan menjadi 2 terminologi yang 
memiliki konsekuensi yuridis, yaitu:
57
 
1. Voidable ; Bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya  
     bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan  
     pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak,  
    selama  tidak  dibatalkan  (oleh  hakim)  atas  permintaan  pihak  yang  
    berhak  meminta  pembatalan  tadi  (pihak  yang  tidak  cakap  atau  pihak  
    yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). 
2. Null and Void ; Dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak  
    pernah  ada,  apabila  syarat  objektif  tidak  dipenuhi.  Perjanjian  itu  batal  
    demi  hukum,  dari  semula  tidak  pernah  ada  dilahirkan  suatu  perjanjian  
    dan tidak pernah ada suatu perikatan. 
    
          Penyimpangan  terhadap  syarat  materil  (obyektif)  ini  menyebabkan  
akta  jual  beli yang  dibuat  oleh  PPAT  bersangkutan  dapat  dinyatakan  
batal  demi  hukum  atau batal  dengan  sendirinya,  artinya  sejak  semula  
tidak  pernah  dilahirkan  suatu perjanjian. 
           Jadi  kesimpulannya  secara  materil  faktor  yang  dapat  menyebabkan  
akta PPAT  menjadi  cacat  hukum, apabila  terjadi penyimpangan  terhadap  
ketentuan Pasal 39 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
juncto Pasal 1320  KUHPerdata,  maka akta  PPAT  yang  dibuatnya akan 
berkonsekuensi logis dapat  ditolak  pendaftarannya,  dimana  berkas  
permohonan  pendaftaran  peralihan haknya  sudah  diproses  secara  
administratif,  namun  ketika  diteliti  substansi perbuatan  hukumnya,  
terdapat  permasalahan  yang  menyebabkan  akta  ditolak pendaftarannya.  
Selanjutnya  berkaitan  dengan  tugas  dan  wewenang  dari  PPAT dalam  
pembuatan  akta  jual  beli  tanah  yang  mengandung  unsur  penyimpangan 
terhadap  syarat  materil  dari  prosedur  pembuatan  akta  PPAT,  yang  
terdiri  dari syarat subyek (subyek hak atau orang-orang yang menghadap 
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atau komparan) dan syarat obyek (obyek hak yang dialihkan), baik disengaja 
maupun karena kealpaan dan/atau  kelalaian  dari  PPAT  bersangkutan,  
maka  akta  PPAT  itu  akan  memiliki konsekuensi  yuridis  atau  berakibat  
hukum  yaitu  dapat  dibatalkan dan/atau  batal demi hukum. 
           Seorang  PPAT  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangan  
jabatannya tersebut, khususnya berkaitan dengan tata cara pembuatan akta 
PPAT adakalanya melakukan  kesalahan,  dan  kesalahan  tersebut  bisa  saja  
menyangkut  persyaratan formil  maupun  materil,  misalnya  :  kesalahan  
mengenai  ketidakwenangan  PPAT dalam  membuat  akta  otentik,  yang  
berakibat  hilangnya  otensitas  akta  yang dibuatnya,  atau  kekuatan  
pembuktian  akta  tersebut  tidak  lagi  sebagai alat  bukti yang  
lengkap/sempurna,  di  antara  dan  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  
melainkan  menjadi  akta/surat  di  bawah  tangan,  dimana  kesalahan  
tersebut  bisasaja dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja. 
            Pertanggungjawaban  PPAT  terkait  kesengajaan,  kealpaan  dan/atau  
kelalaiannya dalam pembuatan akta jual beli yang menyimpang dari syarat 
formil dan  syarat materil tata  cara pembuatan  akta PPAT, maka PPAT dapat 
dikenakan sanksi  administratif.  Berdasarkan Perka  BPN  1/2006,  
penyimpangan  terhadap syarat  formil  dan  materil tersebut  adalah  
termasuk pelanggaran  berat  oleh  PPAT yang dapat dikenakan sanksi 
pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan 
Pertanahaan Nasional Indonesia. 
             Pertanggungjawaban secara administratif juga ditentukan pada Pasal 
62 PP No. 24 Tahun 1997, yaitu: 
PPAT  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  mengabaikan  ketentuan-
ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38,  Pasal  39  dan  
Pasal  40 serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau 
Pejabat yang ditunjuk  dikenakan  tindakan  administratif  berupa  
teguran  tertulis  sampai pemberhentian  dari jabatannya  sebagai  PPAT,  
dengan  tidak  mengurangi kemungkinan  dituntut  ganti kerugian  oleh  
pihak-pihak  yang  menderita kerugian yang diakibatkan oleh 




          Sanksi  administratif  yang  diberikan  kepada  PPAT  karena  
melanggar ketentuan  yang  berlaku  dalam  menjalankan  jabatannya  dapat  
mengakibatkan PPAT diberhentikan  dari  jabatannya.  Pemberhentian  PPAT  
dapat  terjadi dikarenakan  dalam menjalankan  tugas jabatannya  melakukan  
pelanggaran  ringan maupun  berat. Sanksi  atas  pelanggaran  yang  
dilakukan  oleh  PPAT,  dikenakan tindakan administratif  berupa  teguran  
tertulis  sampai  dengan  pemberhentian jabatannya sebagai PPAT (Pasal 10 
PJPPAT), juga ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik IPPAT, yakni 




c. Schorsing(pemecatan sementara) dari keanggotaan IPPAT; 
d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan IPPAT; 
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT. 
Penjatuhan  sanksi-sanksi  tersebut  disesuaikan  dengan  kuantitas  dan  
kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut (Pasal 6 ayat (2) Kode 
Etik IPPAT). 
 
F.  Teori Yang di pergunakan dalam penelitian 
         Perkembangan  ilmu  hukum  tidak  terlepas  dari  teori  hukum  sebagai 
landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai 
hukum dan postulat-postulatnya  hingga  dasar-dasar  filsafatnya  yang  paling  
dalam, sehingga penelitian ini tidak    terlepas    dari    teori-teori    ahli  
hukum  yang  di  bahas  dalam  bahasa  dan sistem pemikiran para ahli hukum 
sendiri.
58
   Kerangka  teori  merupakan  landasan  dari  teori  atau  dukungan  
teori  dalam membangun  atau  memperkuat  kebenaran  dari  permasalahan  
yang  dianalisis. “Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau 
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          Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa  gejala 
spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan 
menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak 
benarannya.  Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan 
ilmu hukum, selain bergantung  pada  metodologi,  aktivitas penelitian dan 
imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.
60
 
           Snelbecker  mendefenisikan  “teori  sebagai  perangkat  proposisi  
yang terintegrasi secara sintaksis (yang mengikuti aturan tertentu yang dapat 
dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat 




          Dalam  pembahasan  mengenai  akibat  hukum  dari  pembuatan  akta  
jual  beli tanah   yang  tidak  sesuai  dengan  tata  cara  pembuatan  akta  
PPAT,  maka teori  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  
sistem  hukum  dari Lawrence  M.  Friedman,  yaitu  hukum  dilihat  sebagai  
suatu  yang  berdiri  sendiri. Keterkaitan dengan elemen-elemen lain 
merupakan penanda khas atas sistem hukum tersebut.  Elemen  lain  yang  
dimaksudkan  friedman  adalah  ekonomi  dan  politik. Gambaran  tentang  
kaitan  antar  subsistem  tersebut  tercakup  dalam  uraiannya mengenai 
sistem hukum dalam suatu masyarakat merupakan bagian dari sistem sosial 
masyarakat tersebut.
62
 Lebih lanjut Lawrence M. Friedman menyatakan 
bahwa tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum, yaitu:  
1.   Komponen  struktur  yaitu  kelembagaan  yang  diciptakan  oleh  sistem  
hukum  itu  dengan  berbagai  macam  fungsi  dalam  rangka  mendukung  
bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat 
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bagaimana sistem hukum  itu  memberikan  pelayan  terhadap  
penggarapan  bahan-bahan  hukum secara teratur.  
 2.   Komponen  substantif  yaitu  sebagai  output  dari  sistem  hukum  berupa 
peraturan-peraturan,  keputusan-keputusan  yang  digunakan  baik  oleh  
pihak yang mengatur maupun yang diatur.  
 3.    Komponen  kultural  yaitu  terdiri  dari  nilai-nilai  dan  sikap-sikap  yang 
mempengaruhi bekerjanya hukum, atau disebut sebagai kultur hukum. 
Kultur hukum  inilah  yang  berfungsi  sebagai  jembatan  yang  




        Ketiga  komponen  tersebut  penting  diterapkan  dalam  kaitannya  
dengan kegiatan pendaftaran tanah sehingga masyarakat, instansi/pejabat 
terkait merasa aman dan  terlindungi  dalam  melaksanakan  kegiatan  
pendaftaran  tanah  guna  mencapai kepastian hukum.  
           Komponen  struktur  hukum  misalnya  merupakan  representasi  dari  
aspek institusional (birokrasi) yang memerankan tugas  pelaksanaan hukum 
dan  pembuatan undang-undang.  Substansi  hukum,  sebagai  suatu  aspek  
dari  sistem  hukum, merupakan  refleksi  dari  aturan-aturan  yang  berlaku,  
norma  dan  perilaku  masyarakat dalam  sistem  tersebut.  Tercakup  dalam  
konsep  tersebut  adalah  bagaimana  apresiasi masyarakat  terhadap  aturan-
aturan  formal  yang  berlaku.  Disinilah  muncul  konsep hukum  yang  hidup  
dalam  masyarakat  (living  law).  Oleh  karena  itu,  maka  konsep legal 
subtance juga meliputi apa yang dihasilkan oleh masyarakat.
64
           
Sedangkan  budaya  hukum  dimaksudkan  sebagai  sikap  atau  apresiasi 
masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Ke dalam komponen tersebut 
adalah kepercayaan  terhadap  hukum,  nilai (value),  ide  atau  gagasannya  
dan  harapan-harapannya.  Dengan  kata  lain  hal  itu  merupakan  bagian  dari  
budaya  secara  umum     yang diorientasikan pada sistem hukum. Gagasan-
gagasan dan opini harus dimengerti sebagai hal yang berhubungan dengan 
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   Sistem  hukum,  sebagai  bagian  dari  sistem  
sosial  harus  dapat  memenuhi harapan sosial. Oleh karena itu maka sistem 
hukum harus menghasilkan sesuatu yang bercorak hukum (output of law) yang 
pada dirinya signifikan dengan harapan sosial.  
Terdapat 4 (empat) hal yang harus dihasilkan atau di penuhi oleh suatu sistem 
hukum, yaitu:   
1.   Sistem  hukum  secara  umum  harus  dapat  mewujudkan  apa  yang  
menjadi harapan masyarakat atas sistem tersebut.   
2.   Harus  dapat  menyediakan  skema  normatif,  walaupun  fungsi  
penyelesaian konflik  tidak  semata-mata  menjadi  monopoli  sistem  
hukum.  Dimana  sistem hukum harus dapat menyediakan mekanisme 
dan tempat dimana orang dapat membawa kasusnya untuk diselesaikan.   
3.    Sistem  hukum  sebagai  kontrol  sosial  yang  esensinya  adalah  aparatur  
hukum, Polisi dan hakim misalnya harus menegakkan hukum.   
4.   Dalam  kaitan  dengan  fungsi  kontrol  sosial,  desakan  kekuatan  sosial  
untuk membuat  hukum,  harus  direspon  oleh  institusi  hukum,  
mengkristalkannya, menuangkannya  kedalam  aturan  hukum,  dan  
menentukan  prinsipnya.  Dalam konteks  ini,  sistem  dapat  dikatakan  
sebagai  instrumen  perubahan  tatanan sosial atau rekayasa sosial.
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          Hukum  pertanahan  tidak  terlepas  dari  sistem  sosial,  yang  mana  
salah  satu syarat  untuk  memperoleh  hak  atas  tanah  harus  melalui  
prosedur  pendaftaran  tanah yang tujuan pokoknya adalah adanya kepastian 
hak atas tanah. Selain itu, pendaftaran yang dilakukan atas hak seseorang 
mencegah klaim seseorang atas tanah kecuali dia lebih  berhak  dan  dapat  
mengajukan  ke  pengadilan  negeri  setempat  dengan membuktikan  tentang  
kebenaran  haknya  itu  sesuai  dengan  asas  pendaftaran  tanah  yang negatif 
yang dianut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah.     Pada  dasarnya  tujuan  pelayanan  pendaftaran  tanah  
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adalah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Dalam  mencapai  tujuan  
tersebut  sasaran  pemerintahan dalam mengelola pertanahan adalah catur 
tertib pertanahan, yaitu tertib hukum pertanahan, tertib administrasi 
pertanahan, tertib penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan  tanah  dan  
lingkungan  hidup.  Catur  tertib  pertanahan  tersebut merupakan  tugas  yang  
tidak  dapat  dilaksanakan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional sendiri,  tetapi  
merupakan  tugas  dan  fungsi  lintas  departemen.  Dari  keempat  tertib 
pertanahan  tersebut  di  atas  salah  satu  sasaran  yang  cukup  urgen  adalah  
menyangkut  administrasi  Pertanahan.  Badan Pertanahan Nasional 
merupakan pelaku utama untuk tercapainya tertib administrasi pertanahan.   
           Dalam  rangka  memberikan  kepastian  hukum  atas  hak  dan  batas  
tanah,  Pasal  19  UUPA  menugaskan  kepada  pemerintah  untuk  
menyelenggarakan pendaftaran  tanah  yang  sangat  penting  artinya  untuk  
mendapat  ketenangan  dan kepercayaan diri bagi masyarakat yang 
mempunyai hak atas tanah. Pendaftaran tanah pertama  kali  yang  meliputi  
kegiatan  pengukuran  dan  pemetaan,  pembukuan  tanah, ajudikasi,  
pembukuan  hak  atas  tanah  dan  penerbitan  sertipikat  memerlukan  biaya 
yang relatif tinggi.
67
  Pemberian  jaminan  kepastian  hukum  di  bidang  
pertanahan  memerlukan tersedianya  perangkat  hukum  yang  tertulis,  
lengkap  dan  jelas  yang  dilaksanakan   secara konsisten sesuai dengan jiwa 
dan isi ketentuan-ketentuannya agar orang dalam melakukan  perbuatan  
hukum  yang  bersangkutan  dengan  tanah  mendapat  jaminan  kepastian 
hukum dan jaminan kepastian hak atas tanah.
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           Muhammad  Yamin  berpendapat  ”memperbaiki  kepastian  hukum,  
memang bukan satu-satunya dan juga tidak bisa berdiri sendiri, namun dengan 
mengetahui hak dan kewajiban masing-masing  yang diatur dalam  hukum 
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sangat dimungkinkan tidak terjadi sengketa”69 artinya bila kepastian hukum 
yang dijadikan sasaran, maka hukum formal  adalah  wujud  yang  dapat  
diambil  sebagai  tolak  ukurnya,  dengan  demikian perlu mengkaji hukum 
formal sebagai basis dalam menganalisis suatu kebijakan yang dapat 
memberikan suatu kepastian hukum.  
           Sementara  menurut  Soerjono  Soekanto  bagi  kepastian  hukum  yang  
penting adalah  peraturan  dan  dilaksanakan  peraturan  itu  sebagaimana  
yang  ditentukan.  Apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan 
bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan kepastian hukum. Dengan     
demikian kepastian hukum sebagai nilai selalu menggeser nilai-nilai keadilan 
dan kegunaan ke samping.
70
    Dengan  tersedianya  perangkat  hukum  yang  
tertulis,  siapa  pun  yang berkepentingan  akan  mudah  mengetahui  
kemungkinan  apa  yang  tersedia  baginya untuk  menguasai  dan  
menggunakan  tanah  yang  diperlukannya,  bagaimana  cara memperolehnya,  
hak-hak,  kewajiban  serta  larangan-larangan  apa  yang  ada  didalam 
menguasai tanah dengan hak-hak tertentu, sanksi apa yang dihadapinya jika 
diabaikan ketentuan-ketentuan  yang  bersangkutan,  serta hal-hal lain yang 
berhubungan dengan  penguasaan dan penggunaan tanah yang dipunyai.
71
  
            Dalam  rangka  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  tersebut  maka  
diperlukan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  sebagai  salah  satu  pelaksanaan  
pendaftaran  tanah dengan membuat akta PPAT, akta PPAT merupakan salah 
satu sumber utama kedalam  rangka  pemilharaan  data  pendaftaran  tanah.  
Akta  PPAT  wajib  dibuat sedemikian  rupa  sehingga  dapat  dijadikan  dasar  
yang  kuat  untuk  pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang 
bersangkutan.   Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997,  
peralihan  tanah dan  benda-benda  di  atasnya  dilakukan  dengan  akta  
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PPAT.  Pengalihan  tanah  dari pemilik  kepada    penerima  disertai  dengan  
penyerahan  yuridis  (juridische  levering), yaitu  penyerahan  yang  harus  
memenuhi  formalitas  undang-undang,  meliputi pemenuhan  syarat;  
dilakukan  melalui  prosedur  yang  telah  ditetapkan;  menggunakan 
dokumen; dibuat dihadapan PPAT.
72
 
              PPAT sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta-akta  
mengenai  pertanahan  tentunya  harus  memiliki  kemampuan  dan  kecakapan  
khusus  dibidang pertanahan  agar  akta-akta  yang  dibuatnya  tidak  
menimbulkan  permasalahan dikemudian  hari  mengingat  akta  yang  
dibuatnya  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti telah terjadinya perbuatan 
hukum pengalihan hak.  PPAT  telah  diberikan  kewenangan  oleh  
pemerintah  untuk  melaksanakan sebagian  kegiatan  pendaftaran  tanah  
dengan  membuat  akta  sebagai  bukti  telah dilakukannya perbuatan hukum 
tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan  rumah  susun  
yang  akan  dijadikan  dasar  bagi  pendaftaran  perubahan  data pendaftaran 
tanah  yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu,
73
 sedangkan sebagian lagi  
dari  kegiatan  pendaftaran  tanah  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  
Badan Pertanahan Nasional. 
             Pendaftaran  disini  bukan  merupakan  syarat  terjadinya  pemindahan  
hak  karena pemindahan hak telah terjadi setelah dilakukan jual belinya 
dihadapan PPAT. Dengan demikian jual beli tanah telah sah dan selesai 
dengan pembuatan akta PPAT dan  akta  PPAT  tersebut  merupakan  bukti  
bahwa  telah  terjadi  jual  beli,  yakni  bahwa pembeli  telah  menjadi  
pemiliknya  dan  pendaftaran  peralihan  hak  di  Kantor  Agraria bukanlah  
merupakan  syarat  bagi  sahnya  transaksi  jual  beli  tanah  dan  pendaftaran  
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di sini  hanya  berfungsi  untuk  membuat pembuktiannya terhadap pihak 
ketiga atau umum.
74
   Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud salah satunya 
adalah  jual beli tanah dengan  dibuatkan  akta  jual  beli  tanah  oleh  PPAT  
yang  merupakan  transaksi  yang sering terjadi didalam kehidupan bagi setiap 
orang,  tidak hanya untuk tempat  tinggal melainkan juga sebagai investasi 
atau  bisnis  yang  harganya cenderung meningkat dari waktu ke waktu,  
karena tanah semakin banyak dibutuhkan orang.   Selain  itu  dalam  membuat  
akta  jual  beli,  PPAT  harus  memperhatikan beberapa hal, yang juga 
merupakan kewenangannya yaitu: 
1.  Kedudukan atau status penjual adalah pihak yang berhak menjual tanah.  
2.   Penjual adalah pihak yang berwenang menjual.   
3.   Pembeli adalah pihak yang diperkenankan membeli tanah.    
           Ketentuan  mengenai  administrasi  akta  PPAT  sebagaimana  
disebutkan  pada  Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 
37/1998 dan Peraturan Menteri Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  
Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  
Pemerintah  Nomor:  24/1997  tentang  Pendaftaran Tanah,  yang  menyatakan  
bahwa  akta  PPAT  dibuat  sebanyak  dua  lembar  asli,  satu lembar disimpan 
di kantor PPAT dan satu lembar disampaikan kepada Kepala Kantor 
Pertanahan  untuk  keperluan  pendaftaran,  sedangkan  kepada  pihak-pihak  
yang bersangkutan diberikan salinannya.   
Konsepsi  
            Konsepsi  diartikan  sebagai  ”kata  yang  menyatukan  abstraksi  yang 
digeneralisasikan  dari  hal-hal  yang  khusus  yang  disebut  defenisi  
operasional”.75  Soerjono  Soekanto  berpendapat  bahwa,  “kerangka  
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konsepsi  pada  hakekatnya  merupakan  suatu  pengarah,  atau  pedoman  
yang  lebih  konkrit  dari  kerangka  teoritis yang  seringkali  bersifat  abstrak,  
sehingga  diperlukan  defenisi-defenisi  operasional  yang menjadi pegangan 
konkrit  dalam  proses  penelitian.” 
            Samadi  Surya  Brata  memberikan  arti  khusus  mengenai  pengertian  
konsep,  yaitu sebuah konsep berkaitan dengan defenisi operasional,  “konsep 
diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari 
hal-hal yang khusus, yang disebut  dengan  defenisi  operasional”.   Defenisi  
operasional  perlu  disusun,  untuk memberi pengertian yang jelas atas 
masalah, tidak boleh memiliki makna ganda.  Selain itu, konsepsi juga 
digunakan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian.  Oleh  karena  
itu,  dalam  rangka  penelitian  ini,  perlu  dirumuskan serangkaian defenisi 
operasional atas beberapa variable yang digunakan. Selanjutnya, untuk 
menghindari terjadinya salah pengertian dan pemahaman yang berbeda 
tentang tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini,  maka kemudian 
dikemukakan konsepsi dalam bentuk defenisi operasional sebagai berikut:   
1.   Akibat  hukum  adalah  akibat-akibat  yang  timbul  karena  adanya  suatu  
perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, 
kesepakatan dua belah pihak yang cakap, dapat mengakibatkan lahirnya 
perjanjian, yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa. 
2.   Akta Otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh 
undang-undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang  
berwenang  untuk  itu ditempat dimana akta dibuatnya.
76
 
3.   Jual  Beli  Tanah  adalah  sesuatu  perjanjian  dengan  mana  penjual  
dirinya  (artinya  berjanji)  untuk  menyerahkan  hak  atas  tanah  yang  
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bersangkutan kepada  pembeli  dan  pembeli  mengikatkan  dirinya  untuk  
membayar  kepada penjual dengan harga yang telah disetujui.
77
 
4.   Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah 
wakaf, hak  milik  atas    satuan    rumah    susun    dan  hak  tanggungan  




5.   Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  selanjutnya  disebut  PPAT,  adalah  
pejabat  umum yang  diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta-akta  
otentik  mengenai    perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  
atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah Susun.
79
 
6.  Tata  cara  adalah  aturan,  kaidah,  sistem  dan  susunan  menurut  
ketentuan  yang berlaku.
80
 
7.   Akta  PPAT  adalah  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  sebagai  bukti  telah 
dilaksanakannya  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  
atau  Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
81
 
8.   Kantor  Pertanahan  adalah  unit  kerja  Badan  Pertanahan  Nasional  di  
wilayah Kabupaten   atau   Kotamadya,   yang   melakukan   pendaftaran   
hak   atas   tanah    dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. 
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9.   Para  pihak  adalah  perorangan  atau  badan  hukum  yang  melakukan  
perbuatan hukum  tertentu  dihadapan  PPAT,  mengenai  hak  atas  tanah  
atau  Hak  Milik  Atas Satuan Rumah Susun.
82
  
G.  Penelitian Yang Relevan 
 Hasil-hasil Penelitian antara lain: 
a. Penelitian Tesis Pande Putu Doron Swardika Tahun 2014, Program 
Magister Studi Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Udayana 
Denpasar tentang Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Pejabat 
Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah, dengan 
permasalahan yang di bahas :  
1. Bagaimanakah tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap  
    akta jual beli tanah yang di buatnya mengandung cacat hukum 
2. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum kepada Pejabat   
     Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan tugas jabatannya.  
b. Tesis dari I Gusti Ayu Novi Ratna  sari, NIM 1092461013 alumni 
mahasiswa Program  Magister  Kenotariatan  Universitas  Udayana  Tahun 
2013,  dengan judul  tesis  yaitu  “Tanggung Jawab  Notaris   Sebagai  
Pejabat Pembuat Akta Tanah  Dalam  Membuat  Akta  Jual  Beli Berkaitan  
Dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun2010 
Tentang  Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan” dengan permasalahan 
yang dibahas : 
1.  Bagaimanakah  tanggung  jawab  Notaris  sebagai  Pejabat  Pembuat  
Akta Tanah  dalam  membuat  akta  peralihan  hak  atas  tanah  dan/atau  
bangunan(Akta Jual Beli) 
 2. Kapan  saat  terhutangnya  BPHTB  dalam  suatu  proses  transaksi    
      jual  beli berkaitan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung    
      Nomor   4  tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan      
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      Bangunan 
c.  Tesis  dari  Merry  Yusnita,  NIM  B4B008175  alumni  mahasiswa  
Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro tahun 2010, 
dengan judul tesis yaitu : Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta-akta 
Yang di Buatnya Jika Terjadi  Sengketa Putusan Nomor : 
07/PDT.G/1997/PN.PTK” dengan permasalahan yang di bahas :  
a. Bagaimana kekuatan pembuktian akta PPAT sebagai alat bukti yang    
    sah  dalam proses pemeriksaan sengketa di Pengadilan. 
 b. Sejauh mana tanggung jawab PPAT terhadap akta-akta yang telah di  
     buatnya dalam hal jika terjadi sengketa di Pengadaan. 
c.  Akibat hukum yang di jatuhkan pengadilan Negeri terhadap akat 
PPAT  yang menjadi sengketa.  
d. Penelitian Tesis, 2007, oleh I Wayan Gunarta dengan judul Pendaftaran 
Tanah dan Akibat Hukum bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah di 
Kabupaten Sragen. Penelitian tersebut membahas terkait Pendaftaran 
tanah dan akibat hukumnya.  
 
         Perbedaan dengan Penelitian ini adalah lokasi serta permasalahan yang 
diteliti  berbeda. Fokus penelitian ini adalah  tentang akibat hukum dari 
pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai aturan PPAT.  
 
   1 Pande Putu Doron Swardika               Sri Purwanti 
 Judul : Tanggung Jawab Dan 
Perlindungan Hukum Pejabat 
Pembuat Akta Tanah Dalam 
Pembuatan Akta Jual Beli 
Tanah  
Masalah : 
  a. Bagaimanakah tanggung   
      jawab Pejabat Pembuat   
      Akta Tanah terhadap  
Judul : “Akibat Hukum dari 
Pembuatan Akta Jual Beli Tanah 
yang tidak sesuai aturan PPAT  
Masalah : 
a.  Perbuatan hukum yang 
bagaimana yang dapat di 
katakan tidak sesuai 
dengan tata cara 
pembuatan Akta yang di 
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     akta jual beli tanah yang di    
     buatnya mengandung cacat   
     hukum 
b. Bagaimanakah pengaturan   
   perlindungan hukum   
   kepada Pejabat Pembuat   
   Akta Tanah dalam   
    melaksanakan tugas   
    jabatannya.  
 
 
lakukan oleh PPAT 
a. Apakah akibat hukum dari 
pembuatan akta jual beli 
tanah yang tidak sesuai 
dengan tata cara 
pembuatan akta PPAT 
 
  2 I Gusti Ayu Novi Ratna  sari               Sri Purwanti 
 Judul : Tanggung jawab 
Notaris sebagai PPAT dalam 
membuat akta jual beli 
berkaitan dengan peraturan 
daerah kabupaten bandung 
nomor 14 tahun 2010 tentang 
bea perolehan hak atas tanah 
dan bangunan. 
Masalah:  
a. Bagaimanakah  tanggung  
jawab  Notaris  sebagai  
Pejabat  Pembuat  Akta 
Tanah  dalam  membuat  
akta  peralihan  hak  atas  
tanah  dan/atau  
bangunan(Akta Jual Beli)? 
b. Kapan  saat  terhutangnya  
BPHTB  dalam  suatu  
Judul : “Akibat Hukum dari 
Pembuatan Akta Jual Beli Tanah 
yang tidak sesuai aturan PPAT  
Masalah : 
a.  Perbuatan hukum yang 
bagaimana yang dapat di 
katakan tidak sesuai dengan 
tata cara pembuatan Akta 
yang di lakukan oleh PPAT 
b. Apakah akibat hukum dari 
pembuatan akta jual beli 
tanah yang tidak sesuai 





proses  transaksi  jual       
beli berkaitan  dengan  
Peraturan  Daerah  
Kabupaten  Badung  
Nomor    14  tahun 2010 
tentang Bea Perolehan 





3 Merry  Yusnita              Sri Purwanti 
   Judul : Tanggung Jawab PPAT    
  Terhadap Akta-akta Yang di   
  Buatnya Jika Terjadi  Sengketa  
  Putusan Nomor :   
  07/PDT.G/1997/PN.PTK”   
  dengan permasalahan yang di 
  bahas :  
a. Bagaimana kekuatan 
pembuktian akta PPAT 
sebagai alat bukti yang sah    
     dalam proses pemeriksaan 
sengketa di Pengadilan.? 
 b. Sejauh mana tanggung jawab 
PPAT terhadap akta-akta 
yang telah di  
  buatnya dalam hal jika terjadi 
sengketa di Pengadilan? 
c.Akibat hukum yang di 
Judul : “Akibat Hukum dari 
Pembuatan Akta Jual Beli Tanah 
yang tidak sesuai aturan PPAT  
Masalah : 
 a. Perbuatan hukum yang 
bagaimana yang dapat di 
katakan tidak sesuai dengan 
tata cara pembuatan Akta 
yang di lakukan oleh PPAT 
  b. akibat hukum dari pembuatan 
akta jual beli tanah yang tidak 
sesuai dengan tata cara 




jatuhkan pengadilan Negeri 
terhadap akat PPAT   
   yang menjadi sengketa.  
 
4 I Wayan Gunarta Sri Purwanti 
 Judul : Pendaftaran Tanah dan 
Akibat Hukum bagi Pemegang 
Sertifikat Hak Atas Tanah di 
Kabupaten Sragen 
a. Masalah :  
b. Pendaftaran tanah dan 
c.  akibat hukumnya.  
 
Judul : “Akibat Hukum dari 
Pembuatan Akta Jual Beli Tanah 
yang tidak sesuai aturan PPAT  
Masalah : 
a.  Perbuatan hukum yang  
     bagaimana yang dapat di   
     katakan tidak sesuai dengan   
     tata cara pembuatan Akta yang   
     di lakukan oleh PPAT 
b. Apakah akibat hukum dari 
pembuatan akta jual beli tanah 
yang tidak sesuai dengan tata 
cara pembuatan akta PPAT 
 
 













H.  Kerangka Pemikiran 
      Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 2 : Alur Kerangka Berpikir 
 
 


























Pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang tidak sesuai 
dengan tata cara Pembuatan Akta PPA 
Akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang 
tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akat PPAT 
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan: 
1.  UUD 1945 
2.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
2.  Undang-Undang Pokok Agraria 
3.  PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah 
4.  PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan   
     PPAT 
5.  PMNA/Ka BPN 3/1997 tentang pelaksanaan PP No. 24 tahun    
    1997sebagaimana telah diubah dengan Perka BPN 8/2012 
6.  Perka BPN 1/2006 tentang pelaksanaan PP No.37 Tahun1998   
     sebagaimana telah diubah dengan Perka BPN 23/2009 
7. Perka BPN 8/2012  
 
 
Jual Beli Tanah 
 
Kesimpulan 




Penjelasan :  
Dalam kerangka konsep ini penulis ingin memberi gambaran guna 
menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan pada awal usulan 
penulisan tesis ini.  Dalam hal ini, mengenai akibat hukum dari pembuatan 
akta jual beli tanah oleh PPAT yang tidak sesuai dengan tata cara 
pembuatan akta peraturan-peraturan yang ada mengenai pembuatan akta 
PPAT mengenai jual beli tanah.  
Peturan-perturan yang dimaksud antara lain adalah Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan 
Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 
Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah nomor 37 
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 
Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah nomor 37 Tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,  Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional RI nomor 8 tahun 2012 tentang perubahan Atas 
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasioanal RI 
Nomor 3 Tahun1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran  Tanah ( Perka BPN 8/2012).  
Dari peraturan-peraturan diatas lalu diterapkan kepada tata cara 
pembuatan dan penandatanganan akta PPAT lalu di bandingkan dengan 
tata cara pembuatan dan penandatanganan akta PPAT di dalam prakteknya 
dan dibuat kesimpulan tentang akibat hukum yang timbul dari pembuatan 
akta jual beli tanah oleh PPAT yang tidak sesuai dengan tata cara 










Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu 
tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan 
tetapi, dengan mengadakan klarifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat 
ditentukan teratur dan terpikirnya alur yang runtut dan baik untuk mencapai 
maksud 
83
.  Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 
analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan 
konsisten 
84
. Penelitian dapat diartikan pula suatu usaha untuk menemukan, 
mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, 
usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah.
85
  Berdasarkan uraian di atas, dapat 
disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara untuk melakukan atau 
melaksanakan sebuah penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencarai, 
merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporan) secara sistematis dan 
berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala yang ada, dalam penelitian ini penyusun 
mengunakan metode penelitian sebagai berikut :  
A. Jenis Penelitian 
                    Penelitian dalam penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian Hukum 
non doktrinal termasuk dalam penelitian Sosiologis Empiris yang di dukung 
dengan data sekunder berupa laporan-laporan yang diperoleh di lokasi 
penelitian serta bahan pustaka lainnya. Penelitian hukum empiris ini 
dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam (in depth interview) 
dengan para responden dan narasumber yang berkompeten dan terkait dengan 
masalah yang diteliti (objek yang diteliti), untuk mendapatkan  data primer 
dan akan dilakukan pula dengan studi kasus. 
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B. Sifat Penelitian 
                  Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu 
mengambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan 
dengan teori-teori hukum dan pengaturan mengenai hukum positif yang 
menyangkut masalah penelitian
86
. Penelitian ini bertujuan memberikan 
gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu 
yang berhubungan dengan penelitian ini.  
C. Metode Penelitian 
                  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu  suatu 
tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif-analitis. Data diskriptif 
yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga 
perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang 
utuh
87
. Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan 
manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun mendalam, 
total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala     
secara    konseptual   ke   dalam   aspek-aspeknya yang eksklusif (disebut 
variabel). Metode kualitatif  dikembangkan untuk mengungkap gejala-gejala 
kehidupan masyarakat itu sendiri dan diberi kondisi mereka tanpa diintervensi 
oleh peneliti atau naturlistik.
88
  
  Dalam mempelajari hukum, tentunya tidak boleh lepas dari 5 (lima) 
konsep hukum yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto seperti 
dikembangkan oleh Setiono
89
 adalah sebagai berikut: 
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1. Hukum adalah asas-asas moral atau kebenaran dan keadilan yang bersifat 
kodrati dan berlaku universal (yang menurut bahasa Setiono disebut 
sebagai hukum alam) 
2. Hukum merupakan norma atau kaidah yang bersifat positif di dalam sistem 
perUndang-Undangan; 
3. Hukum  adalah keputusan-keputusan badan peradilan dalam penyelesaian 
kasus atau perkara (in concreto) atau apa yang diputuskan oleh hakim; 
4. Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variable sosial 
yang empiric ; 
5. Manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak 
dalam interaksi mereka (yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai 
hukum yang ada dalam benak manusia). 
 
      Penelitian ini mendasarkan pada konsep hukum yang ke-5, yang 
menurut Soetandyo Wignjosoebroto, seperti yang dikembangkan oleh 
Setiono, yaitu  hukum yang ada dalam benak manusia. Penelitian ini akan 
menggali pendapat-pendapat, dari pelaku peristiwa secara langsung dan 
mendalam sehingga diperoleh informasi dan data-data yang akurat, yang 
penulis perlukan dalam penulisan ini. Dalam penelitian ini  yang akan 
diteliti adalah akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak 
seseuai tata cara oleh PPAT di Kantor Badan Pertanahan Kota Yogyakarta. 
            Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk ke dalam 
bentuk penelitian evaluatif. Menurut Setiono, yang dimaksud dengan 
penelitian yang berbentuk evaluatif adalah penelitian yang dimaksudkan 
untuk menilai program-program yang dijalankan. 
 
D.  Lokasi Penelitian 
             Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup 
permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga 
penelitian yang dilakukan lebih terarah.  Lokasi penelitian yang dipilih 
oleh penulis adalah : 
1. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta 
2. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta 
3. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 
4. Perpustakaan Fakultas Hukum  Universitas Sebelas Maret Surakarta  
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           Landasan pemilihan lokasi adalah: 
a. Data tersedia Lengkap dan layak untuk diteliti. 
b. Tersedia akses internet 
c. Mudah membandingkan literatur yang satu dengan literatur lainnya 
 
E. Jenis Dan Sumber Data 
1. Jenis data 
  
           Data yang dikumpulkan terutama merupakan data pokok yaitu 
data yang paling relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. 
Untuk kelengkapan dan keutuhan dari masalah yang diteliti, maka akan 
disempurnakan dengan penggunaan data pelengkap yang berguna untuk 
melengkapi data pokok dan data pelengkap tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertama. Adapun  yang termasuk dalam data primer dalam 
penelitian ini adalah  pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun 
tidak langsung dalam penerapan asas sederhana dan aman dalam 
pendaftaran tanah pertama kali dan peralihan.  
2. Data sekunder, adalah data yang berasal dari data yang sudah 
tersedia misalnya, dokumen resmi, surat perjanjian atau buku-buku. 
Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah 
meliputi  buku-buku  kepustakaan,  laporan,  buku harian, arsip-
arsip, dan lainnya. 
 
2. Sumber data 
Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah Sumber 
Data  Primer dan sekunder.  
1) Sumber data Primer 
Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh semua 
pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek 
 86 
 
penelitian. Data primer dalam penulisan hukum ini diperoleh dari 
wawancara secara langsung di lokasi penelitian dari pihak yang 
berwenang dalam memberikan keterangan secara langsung mengenai 
permasalahan yang akan diteliti.  
              2) Sumber Data Sekunder 
                  Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang didapatkan 
secara langsung berupa keterangan yang mendukung data primer. 
Sumber data sekunder merupakan pendapat para ahli, dokumen-
dokumen, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dan literatur-literatur 
yang mendukung data. Data sekunder di bidang hukum yang akan 
dipakai dalam penelitian ini adalah:  
   a. Bahan-bahan hukum Primer : 
1) Undang-Undang Dasar 1945 
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang 
Pokok Agraria 
3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah 
   b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya 
dengan  bahan  hukum  primer dan dapat membantu menganalisis 
dan memahami bahan hukum primer adalah : 
1) Hasil Penelitian Hukum 
2) Hasil Karya (Ilmiah) dari kalangan hukum 
3) Hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. 
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 
informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, 
misalnya : 
1) Kamus-kamus (hukum) 
2) Kamus Bahasa Inggris 
3) Ensiklopedia 





F.  Teknik Pengumpulan Data 
                 Teknik Pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah  : 
       a.  Wawancara 
              Dalam pengumpulan ini penulis melaksanakan kegiatan 
wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara 
mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden dengan 
bercakap-cakap secara langsung. Wawancara ini bertujuan untuk 




 Dalam wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan 
komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung 
diperolehnya data yang  berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna 
memperoleh data baik lisan maupun tulisan atas sejumlah data yang 
diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada. 
Metode wawancara  yang digunakan Dalam penelitian ini  adalah 
metode dengan metode bebas (tidak terstruktur) dengan cara, penulis 
membuat pedoman wawancara dengan pengembangan secara bebas 
sebanyak mungkin sesuai kebutuhan data yang ingin diperoleh. Metode 
wawancara ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer serta 
pendapat-pendapat dari para pihak yang berkaitan dengan akibat hukum 
dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai tata cara pembuatan 
oleh PPAT. Wawancara dilakukan kepada Kepala Sub Seksi Peralihan hak 
Atas tanah  Kota Yogyakarta. 
         
       b.   Studi Pustaka 
            Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data adalah suatu cara 
yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang ada ditempat penelitian 
sehingga memperoleh data yang diperlukan. Dengan cara menelusuri buku-
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buku yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate 
social responsibility) dalam mewujudkan prinsip good corporate 
governance di Indonesia.. Dalam studi ini penulis memper terhadap bahan-
bahan Hukum yang akan diteliti, yaitu dengan membuat  lembar dokumen 
yang berfungsi untuk mencatat informasi atau data dari bahan-bahan hukum 
yang diteliti yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sudah 
dirumuskan terhadap: 
1) Buku-buku literatur. 
2) Undang-Undang Dasar 1945  
3) Undang-Undang  No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok 
Agraria 
4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, 
5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional No. 3 Tahun 1997 
6) Dokumen 
7) Majalah-majalah tentang Hukum Agraria 
 
G.       Validitas Data 
               Untuk memperoleh derajad validitas tinggi, dilakukan dengan teknik 
triangulasi, recheck dan peerdebriefing. Triangulasi dilakukan dengan cara 
cross chek data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data (Informan, 
tempat/peristiwa, dokumen/arsip) mengenai masalah yang sama. Sedangkan 
teknik recheck dilakukan dengan menguji hasil data wawancara dari informan 
yang telah dimintai keterangan, untuk memperkaya, dan memantapkan bahwa 
data hasil penelitian terbukti kesahihannya. Selanjutnya teknik validitas 
dengan menggunakan model peerdebriefing ditempuh dengan cara 
mendiskusikan hasil penelitian dengan berbagai personel, yang didasarkan 
atas kemampuan pengetahuan yang serupa. Dengan demikian akan 
memantapkan hasil yang telah diuji dengan argumentasi yang logis, sehingga 
diperoleh data yang benar-benar diinginkan atau valid.  
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H.   Teknik Analisis Data  
 
Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus 
dianalisis. Dalam tahap analisis data, data yang telah terkumpul diolah dan 
dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan 
penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif karena data yang diperoleh bukan angka atau yang akan di-
angkakan secara statistic. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data 
kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data diskriptif 
analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan 




  Dalam operasionalisasinya, peneliti membatasi permasalahan yang 
diteliti dan juga membatasi pada pertanyaan-pertanyaan pokok yang perlu 
dijawab dalam penelitian. Dari hasil penelitian tersebut data yang sudah 
diperoleh disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti 
kemudian data tersebut diolah dalam bentuk sajian data. Setelah 
pengolahan data selesai, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data maupun 
sajian datanya. 
Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis 
interaktif  yaitu model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan 
tiga tahap/komponen berupa reduksi data, sajian data serta penarikan 
kesimpulan/verivikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut 




Dalam penelitian ini proses analisis sudah dilakukan sejak proses 
pengumpulan data masih berlangsung. Peneliti terus bergerak di antara tiga 
komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama proses data terus 
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berlangsung. Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti bergerak 
diantara tiga komponen analisis dengan menggunakan waktu penelitian yang 
masih tersisa.. 




                                   
Gambar: 2 
     Skema Interaksi Model of Analysis 
     (Heribertus Sutopo, 1988 : 37) 
 
 
        Ketiga Komponen tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:  
1. Reduksi data 
Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data berlangsung 
terus-menerus bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai 
sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. 
Reduksi data bukanlah merupakan suatu hal yang terpisah dari analisis 
dan merupakan bagian dari analisis. 
2.   Penyajian Data 
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         Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. 
3.  Menarik Kesimpulan/Verifikasi 
Dari permulaan pengumpulan data, seorang analis kualitatif 
mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, 
penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. 
Kesimpulan-kesimpulan itu akan ditangani dengan longgar, tetap 
terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula 
belum jelas meningkat lebih terperinci dan mengakar dengan kokoh. 
Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian 
berlangsung.  
Model analisis ini merupakan proses siklus dan interaktif. 
Seorang peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu 
selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara 
kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi 
selama sisa waktu penelitiannya. Kemudian komponen-komponen 
yang diperoleh adalah komponen-komponen yang benar-benar 
mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah 
analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif 
yaitu secara apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan 
data-data yang diperoleh.  
Dengan demikian peneliti bergerak di antara tiga sumbu 
kumparan selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak balik 
diantara kegiatan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/ 
verifikasi. Ada tiga jenis kegiatan analisis data yang dilakukan peneliti 
seperti yang telah dijelaskan di atas  sebagai suatu hal yang jalin 
menjalin, baik sebelum, selama, maupun setelah pengumpulan data 
dalam bentuk sejajar. Tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan 
pengumpulan data itu merupakan suatu proses siklus yang interaktif.  
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Data yang diperoleh dari pembelajaran perundang-undangan 
terkait dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 serta Peraturan 
Pemerintah    No. 24 Tahun 1997, yang didalamnya juga mengatur 
tentang prosedur atau tata cara pembuatan akta jual beli tanah,  dari 
hasil teori tersebut kemudian dikonfirmasikan terhadap nara sumber 
mengenai pelaksanannya, apakah berdasarkan teori yang ada. Dari 
hasil tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan.  
 


























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  
A.  Perbuatan hukum yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai tidak     
      sesuai  dengan tata cara pembuatan akta oleh PPAT  
        
                Prakteknya, pembuatan akta jual beli tanah oleh PPAT banyak yang 
tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT. Hal ini disebabkan oleh 
adanya situasi-situasi dan kondisi-kondisi dalam jual beli yang menyebabkan 
ketidak sesuaian tersebut sepertinya harus dilakukan agar transaksi atau 
proses jual beli tanah bisa dilangsungkan. Situasi-situasi dan atau kondisi-
kondisi seperti ini membuat PPAT kadang-kadang tidak mempunyai pilihan 
lain selain melakukan pembuatan akta jual beli tanah dengan “mengabaikan” 
tata cara pembuatan akta jual beli tanah sebagaimana diatur oleh Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.   
                  Selain itu, dalam kenyataan PPAT  acapkali menghadapi dilema, di 
satu pihak mereka harus tunduk kepada ketentuan dengan sifatnya yang 
normatif,  sementara di pihak lain, kenyataan lapangan yang begitu kompleks 
sering tidak bisa ditangani dan ditampung oleh peraturan yang begitu kaku. 
Oleh karena itu dalam konteks situasi tersebut, PPAT melakukan penafsiran 
terhadap peraturan yang ada untuk melayani kliennya. Penafsiran dalam 
konteks situasi antara PPAT dan klien tidak dapat dihindari, di satu sisi PPAT 
karena fungsinya harus melayani klien, sedangkan di lain sisi, klien 
membutuhkan pelayanan tanpa terlalu peduli dengan peraturan yang 
mengikat PPAT. Dengan demikian yang terjadi adalah rasionalisasi antara 
kebutuhan PPAT dan kliennya, artinya dalam usaha menjaga kelangsungan 
pekerjaannya, PPAT membutuhkan klien sementara klien sering tidak mau 




            Semua responden yang diteliti pada dasarnya mensyaratkan bahwa 
sebelum pembuatan akta jual beli dilaksanakan para pihak terlebih dahulu 
harus menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:  
1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pihak Penjual:  
a.  Apabila hak atas tanahnya sudah terdaftar maka sertipikat asli hak atas 
tanah yang akan diperjual belikan harus diserahkan, untuk dilakukan 
pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat 
hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang 
bersangkutan dengan daftar- daftar yang ada di Kantor Pertanahan 
setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli (Pasal 97 ayat (1)  
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).  
              Untuk hak atas tanah yang belum terdaftar penjual harus 
membawa bukti-bukti kepemilikan sebagaimana yang disebutkan oleh 
Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah, yang antara lain adalah: surat tanda bukti hak milik 
yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang   bersangkutan , 
atau sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan 
Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau surat keputusan pemberian 
hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak 
berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan 
hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut 
di dalamnya, atau  petuk Pajak Bumi/Landrente, girik,  pipil, kekitir dan 
Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah 
Nomor 10  Tahun 1961, atau akta pemindahan hak yang dibuat dibawah 
tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala 
Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah 
ini dengan disertai alas hak yang dialihkan.  
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b.  Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) penjual beserta Kartu 
Keluarga (KK). Apabila suami atau isteri dari pemilik hak atas tanah 
(yang namanya tercantum dalam sertipikat) tersebut salah satunya tidak 
dapat hadir pada waktu penandatanganan akta jual beli di hadapan 
PPAT, maka harus ada surat persetujuan yang dilegalisasi oleh Notaris.     
     Sedangkan untuk hak atas tanah yang berasal dari warisan disyaratkan 
untuk WNI    Pribumi menyerahkan copy (pada waktu pembuatan akta 
jual beli asli suratnya harus dibawa) dari surat keterangan waris yang 
ditandadatangani dan diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat. WNI 
non Pribumi harus menyerahkan copy (pada waktu pembuatan akta jual 
beli asli atau salinan suratnya harus dibawa) surat keterangan waris 
yang dibuat oleh Notaris atau yang berdasarkan penetapan Pengadilan 
sebagaimana ditentukan oleh Surat Direktur Pendaftaran Tanah, 
Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri Nomor 
Dpt/12/63/12/69, tanggal 20 Desember 1969 jo Pasal 111-112 Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah.  
c.  Surat Nikah, apabila penjual sudah menikah  dan bila ada perjanjian 
kawin   salinan akta perjanjian kawinnya harus dibawa serta surat cerai 
bila sudah  bercerai.  
d. Bukti pembayaran PBB tahun terakhir beserta keterangan dari Kantor 
Pelayanan Pajak bahwa tidak terdapat tunggakan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) atau ada bukti pembayaran PBB untuk 05 tahun 
terakhir. PBB tahun terakhir tersebut juga akan dipergunakan oleh 
PPAT untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas 
peralihan hak atas tanah bagi penjual dan untuk menghitung besarnya 




e. Bukti pelunasan atau pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan 
Dari  Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah   Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran 
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah 
Dan/Atau Bangunan).  
 f.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sesuai dengan ketentuan  Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor 35/Pj/2008 Tentang Kewajiban 
Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Pengalihan Hak 
Atas Tanah Dan/Atau Bangunan: Pasal 2 ayat (1) Atas pembayaran Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan 
menggunakan SSB yang disebabkan adanya pengalihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan wajib dicantumkan NPWP yang dimiliki Wajib 
Pajak    yang bersangkutan. Pasal 3 ayat (1) Atas pembayaran Pajak 
Penghasilan (PPh) dengan menggunakan SSP atas penghasilan dari 
pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, wajib dicantumkan 
NPWP yang dimiliki Wajib Pajak yang bersangkutan..   
 
2.  Pihak pembeli menyerahkan:  
a.  Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). 
Hal    ini untuk melihat apakah pembeli berhak untuk membeli tanah 
tersebut (Pasal 21 UUPA dan Pasal 26 ayat (2) UUPA).  
b. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 
2000 tentang BPHTB Pasal 9 ayat (1) bahwa “Saat terutang pajak atas 
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk: a. jual beli adalah 
sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan ayat (2) Pajak 
yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak 
sebagaimana maksud dalam ayat (1)”.  
 c.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), berdasarkan Peraturan Dirjen 
Pajak   Nomor PER-35/PJ/2008 tanggal 9 September 2008 tentang 
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Kewajiban Pem ilikan NPWP Dalam Rangka Pengalihan Hak Atas 
Tanah/Bangunan.   
 d.   Kuitansi pelunasan harga jual beli.  
                Dalam  hal  pembuatan  akta  PPAT,  terdapat  tahapan-tahapan 
yang  harus dilakukan oleh PPAT yaitu: 
a.  Pasal  97  ayat  (1)  PMNA/Ka  BPN  3/1997  Tentang  Pendaftaran Tanah 
: “Sebelum  melaksanakan pembuatan  akta  jual  beli  hak  atas  tanah,  
terlebih dahulu  PPAT  wajib  melakukan  pemeriksaan  ke  Kantor  
Pertanahan  setempat untuk  mengetahui  kesesuaian  sertifikat  hak  atas  
tanah  yang  bersangkutan dengan  daftar-daftar  yang  ada  di  Kantor  
Pertanahan  dengan  memperlihatkan sertifikat asli kepada petugas Kantor 
Pertanahan.”  
b.  Pasal  96  Perka  BPN 8/2012  tentang  Perubahan  Atas  PMNA/Ka BPN  
3/1997 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  PP  No.  24  Tahun  1997  
Tentang  Pendaftaran Tanah :  “Penyiapan  dan  pembuatan  akta  
dilakukan  oleh  PPAT  sendiri  dan  Ketentuan  formil  mengenai  tata  
cara  pembuatan  akta  PPAT  ini  pada substansinya  adalah  sama,  dan  
Penulis  lebih  menitik beratkan  pada  pengaturan yang  diatur  pada  
PMNA/Ka BPN  No.  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan Pelaksanaan  PP 
No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  karena  lebih memiliki 
relevansi secara yuridis.harus  dilakukan  dalam  bentuk  yang  sesuai  
dengan  ketentuan yang  telah ditentukan.”  
               Ketentuan  mengenai  bentuk  akta  telah  mengalami  perubahan 
dengan disahkannya Perka BPN 8/2012,  pada peraturan yang lama 
pembuatan akta  harus  dilakukan  dengan  menggunakan  formulir  
(blanko)  akta  yang dikeluarkan oleh BPN.  Artinya PPAT tinggal mengisi 
blanko yang bentuk dan formatnya  telah  ditentukan oleh  BPN. 
Sedangkan ketentuan  pada Perka  BPN 8/2012, PPAT diberi keleluasaan 
untuk menyiapkan dan membuat akta PPAT sendiri.  Bentuk  dan  
formatnya  harus  mengikuti  ketentuan  yang diatur  oleh  BPN  
sebagaimana  terlampir  pada  lampiran  16-23  Perka  BPN 3/1997.      
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               Menurut  Habib  Adjie  sebagaimana  dikutip  oleh  Reza  
Febriantina, mengemukakan bahwa beliau setuju saja dengan adanya 
blanko akta tersebut, karena  untuk  mempermudah pemeriksaan  di  
BPN/Kantor  Pertanahan,  hanya saja  untuk pencetakan  berikan  saja  
kewenangan  kepada  PPAT  (mencetak sendiri),  artinya  membuat  
blanko  sendiri,  tidak menggunakan  atau membeli blanko  yang  dicetak  
oleh  pihak  lain. 
                Penulis  menyimpulkan bahwa perubahan  yang  diatur dalam 
peraturan  yang  baru  tersebut  bertujuan  untuk mengatasi  terjadinya  
kelangkaan blanko,  sehingga  PPAT  diberi  kewenangan untuk  membuat  
akta  sendiri  akan  tetapi  bentuk  dan formulasinya  harus  sama seperti 
yang ditentukan oleh BPN. Sebagaimana di atur pada Pasal 96 ayat (5) 
Perka  BPN  8/2012  “Kepala  Kantor  Pertanahan  menolak  pendaftaran 
akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana diatur  pada  ayat  (1)”.  Artinya  adalah  BPN  akan  menolak  
akta  PPAT  yang bentuk dan formatnya tidak sesuai dengan ketentuan dari 
BPN.  
                Sebelum Perka BPN 8/2012 berlaku apabila terjadi kelangkaan 
blanko, PPAT tidak  diberikan  kewenangan  untuk  membuat  aktanya  
sendiri.  BPN  melalui suratnya  Nomor  640/1884  tertanggal  31  Juli  
2003  telah  memberikan kewenangan  kepada  Kanwil  BPN  dalam  
menghadapi  keadaan  mendesak seperti  dalam  menghadapi  kelangkaan  
dan  kekurangan  blanko  akta  PPAT dengan membuat fotocopy blanko 
akta sebagai ganti blanko akta yang dicetak, dengan  syarat  pada  halaman  
pertama  setiap  fotocopy  blanko  akta  itu dilegalisasi  oleh  Kepala  
Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Propinsi  atau pejabat  yang  ditunjuk  
serta  dibubuhi  paraf  dan  cap  dinas  pada  setiap halaman. 
c.  Pasal  98  ayat  (2)  PMNA/Ka  BPN  3/1997 tentang  Ketentuan    
Pelaksanaan  PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 
menentukan : “Dalam hal izin pemindahan hak diperlukan maka izin 
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tersebut harus sudah diperoleh sebelum akta pemindahan atau pembebanan 
hak yang bersangkutan dibuat.”  
d. Pasal  99  ayat  (1)  PMNA/Ka  BPN  3/1997 tentang  Ketentuan  
Pelaksanaan  PP No.  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  :  
“Sebelum  dibuat  akta mengenai  pemindahan  hak  atas  tanah,  calon  
penerima  hak  harus  membuat pernyataan yang menyatakan: 
1.  bahwa  yang  bersangkutan  dengan  pemindahan  hak  tersebut  tidak 
menjadi  pemegang  hak  atas  tanah  yang  melebihi  ketentuan  
maksimum penguasaan  tanah  menurut  ketentuan  peraturan  
perundang-undangan yang berlaku; 
 2.  bahwa  yang  bersangkutan  dengan  pemindahan  hak  tersebut  tidak 
menjadi  pemegang  hak  atas  tanah  absentee  (guntai)  menurut  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
3.  bahwa  yang  bersangkutan  menyadari  bahwa  apabila  pernyataan  
sebagaimana  dimaksud  pada  a  dan  b  tersebut  tidak  benar  maka  
tanah kelebihan atau tanah absentee tersebut menjadi obyek landreform; 
4.  bahwa  yang  bersangkutan  bersedia  menanggung  semua  akibat            
hukumnya,    apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada a dan b 
tidak  benar.” 
e.  Pasal 101 ayat (1) PMNA/Ka BPN 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
PP      No.  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  :  “Pembuatan  
akta  PPAT harus  dihadiri  oleh  para  pihak  yang  melakukan  perbuatan  
hukum  atau  orang yang dikuasakan  olehnya dengan surat  kuasa  tertulis 
sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
 f.  Pasal 101 ayat (2) PMNA/Ka BPN 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
PP      No.  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  :  “Pembuatan  
akta  PPAT harus  disaksikan  oleh  sekurang-kurangnya  2  (dua)  orang  
saksi  yang  menurut ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  
berlaku  memenuhi  syarat untuk  bertindak  sebagai  saksi  dalam  suatu  
perbuatan  hukum,  yang  memberi kesaksian  antara  lain  mengenai  
kehadiran  para  pihak  atau  kuasanya, keberadaan  dokumen-dokumen 
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yang ditunjukkan dalam  pembuatan akta,  dan telah  dilaksanakannya  
perbuatan  hukum  tersebut  oleh para  pihak  yang bersangkutan.” 
  g. Pasal 101 ayat (3) PMNA/Ka BPN 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
PP No. 24 Tahun 1997  Tentang Pendaftaran Tanah  : “PPAT  wajib  
membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi 
penjelasan mengenai isi  dan  maksud  pembuatan  akta  dan  prosedur  
pendaftaran  yang  harus dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang 
berlaku.” 
  h.  Pasal  23  ayat  (1)  PP  No.  37  Tahun  1998  tentang  PJPPAT  :  “PPAT  
dilarang membuat akta, apabila PPAT sendiri, suami atau istrinya, 
keluarganya sedarah atau semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan 
derajat dan dalam garis ke samping  sampai  derajat  kedua,  menjadi  
pihak  dalam  perbuatan  hukum  yang bersangkutan, baik dengan cara 
bertindak sendiri maupun melalui kuasa, atau menjadi kuasa dari pihak 
lain.” 
 i.   Pasal  40  ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran     
Tanah  : “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 
ditandatanganinya akta yang  bersangkutan,  PPAT wajib  menyampaikan  
akta  yang  dibuatkannya berikut  dokumen-dokumen  yang  bersangkutan  
kepada  Kantor  Pertanahan  untuk didaftar.” 
 j.   Pasal  40  ayat  (2)  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  
:  “Terhadap  perbuatan  hukum pengalihan  hak  tersebut,  maka  PPAT  
wajib menyampaikan  pemberitahuan  tertulis  mengenai  telah  
disampaikannya  akta sebagai mana dimaksud di atas kepada para pihak 
yang bersangkutan.” 
 k. Pasal 91 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi  Daerah : “Sebelum dilakukannya penandatanganan akta jual 
beli, PPAT harus terlebih  dahulu  meminta  bukti  pembayaran  pajak,  
ketentuan  ini  menyatakan:  “Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/Notaris  
hanya  dapat  menandatangani  akta pemindahan  Hak  atas  Tanah  
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dan/atau  Bangunan  setelah  Wajib  Pajak menyerahkan bukti pembayaran 
pajak”.  
                       Ketentuan mengenai tugas PPAT untuk  meminta bukti pembayaran 
pajak dari    pembeli  diatur  pada  Pasal  24  ayat  (1)  UU  No.  20  Tahun  
2000  tentang Perubahan  Atas  UU  No.  21  Tahun  1997  tentang  Bea  
Perolehan  Hak  Atas Tanah  (UU  BPHTB),  yang  menyatakan :  
“PPAT/Notaris  hanya  dapat menandatangani akta pemindahan hak atas 
tanah dan atau bangunan pada saat     Wajib  Pajak  menyerahkan bukti 
pembayaran pajak berupa  Surat Setoran Bea     Perolehan  Hak  atas  Tanah  
dan  Bangunan.”  Bagi  penjual  diatur     pada Pasal 2 ayat (2) PP No. 71 
Tahun 2008 Tentang Perubahan  Ketiga Atas PP  No.  48  Tahun  1994  
Tentang  Pembayaran  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan  Dari  
Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  Dan/Atau  Bangunan,  yang menyatakan : 
Pejabat  yang  berwenang  hanya  menandatangani  akta,  keputusan,  
perjanjian, kesepakatan  atau  risalah  lelang  atas  pengalihan  hak  atas  
tanah  dan/atau bangunan  apabila  kepadanya  dibuktikan  oleh  orang  
pribadi  atau  badan dimaksud  bahwa  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  
dalam  ayat  (1)  telah dipenuhi  dengan  menyerahkan  fotokopi  Surat  
Setoran  Pajak  yang bersangkutan dengan menunjukkan aslinya. 
          
Perbuatan hukum yang bagaimana dapat dikatakan sebagai tidak sesuai  
dengan tata cara pembuatan akta oleh PPAT adalah sebagai berikut:  
 
1.    Penandatanganan  akta  jual  beli  telah  dilakukan  akan  tetapi  para  
pihak  belum melakukan pembayaran pajak, yakni Pajak Penghasilan 
(PPh) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan bagi Penjual, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) bagi Pembeli. 
                     Pasal 91 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah  :  “Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/Notaris hanya  
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dapat  menandatangani akta  pemindahan  Hak  atas  Tanah  dan/atau  
Bangunan  setelah  Wajib  Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak” 
       Bagi  Penjual  berlaku  Pasal  2  ayat  (2)  PP  No.  71  Tahun  2008  
Tentang Perubahan  Ketiga  Atas  PP  No.  48  Tahun  1994  Tentang  
Pembayaran  Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Pengalihan  Hak  
Atas  Tanah  Dan/Atau Bangunan : 
       Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan, 
perjanjian, kesepakatan  atau  risalah  lelang  atas  pengalihan  hak  atas  
tanah  dan/atau bangunan  apabila  kepadanya  dibuktikan  oleh  orang  
pribadi  atau  badan dimaksud  bahwa  kewajiban  sebagaimana  
dimaksud  dalam  ayat  (1)  telah dipenuhi  dengan  menyerahkan  
fotokopi  Surat  Setoran  Pajak  yang bersangkutan dengan 
menunjukkan aslinya. 
      Bagi  Pembeli  berlaku  Pasal  24  ayat  (1)  UU  No.  20  Tahun  2000  
tentang Perubahan  Atas  UU  No.  21  Tahun  1997  tentang  Bea  Perolehan  
Hak  Atas Tanah  :  “PPAT/Notaris  hanya  dapat  menandatangani  akta  
pemindahan  hak atas  tanah  dan  atau  bangunan  pada  saat  Wajib  Pajak  
menyerahkan  bukti pembayaran  pajak  berupa  Surat  Setoran  Bea  
Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan.” 
                     Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas terkadang terjadi 
dengan berbagai  alasan,  salah  satunya adalah kekurang pahaman maupun  
kesibukan dari para pihak untuk melakukan penyetoran pajak berkaitan 
dengan transaksi jual beli tanah  yang  dilakukannya.  Para pihak  seringkali  
menyerahkan  prosedur  tersebut kepada  PPAT  yang  dianggap  lebih  
paham  mengenai  hal  itu.  Jadi  akta  jual  beli tersebut belum diberi nomor 
dan tanggal oleh PPAT, karena PPAT terlebih dahulu harus  melakukan  
pembayaran  pajak-pajak  yang  menjadi  kewajiban  masing-masing  pihak.  
Untuk  melakukan  pembayaran  pajak  sampai  dengan  validasi, paling  
cepat  dibutuhkan  waktu  satu  hari  kerja.  Dengan  demikian,  akta  jual  
beli yang telah ditandatangani oleh para pihak sampai dengan keesokan 
harinya masih belum  diberi  nomor  dan  tanggal, sehingga  dapat  




Keseluruhan responden yang penulis teliti, mengaku sering melakukan 




2. Penandatanganan akta jual beli oleh para pihak dilakukan tidak  
dihadapan PPAT yang menandatangani akta jual beli (titipan akta).  
                Hal ini terjadi oleh karena obyek hak atas tanah terletak di luar 
daerah kerja PPAT yang bersangkutan (Daerah kerja PPAT adalah satu 
wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, Pasal 12  
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah). PPAT tidak berwenang untuk membuatkan 
akta  apabila  obyek  hak  atas tanah terletak diluar daerah kerjanya. 
Keadaan  ini  terjadi  dalam proses jual beli tanah dengan konstruksi jual 
beli sebagai berikut:  
            Para pihak, penjual dan pembeli telah sepakat untuk mengadakan 
jual beli atas sebidang tanah yang terletak di suatu daerah. Untuk 
melanjutkan proses jual beli tanah tersebut para pihak sepakat untuk 
melakukan penandatanganan akta jual beli di kantor PPAT. PPAT yang 
dipilih  adalah  PPAT yang daerah kerjanya berada di luar dimana obyek 
hak atas tanah itu berada.  
          Alasan pemilihan PPAT yang bersangkutan adalah para pihak atau 
salah satu pihak, sudah lama menjadi klien dari PPAT tersebut, sehingga 
sudah sangat percaya dengan PPAT tersebut,  karenanya walaupun obyek 
hak atas tanah yang akan diperjual belikan terletak di luar daerah kerja 
PPAT tersebut, para pihak atau salah satu pihak tetap  bersikeras untuk 
memakai  jasa PPAT tersebut.   Proses penandatanganan akta jual beli 
dalam hal seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut:  
                     Sebelum penandatanganan akta  dilakukan seperti biasa PPAT yang 
akan menitipkan akta,  akan meminta semua dokumen-dokumen yang 
diperlukan guna memenuhi persyaratan pembuatan akta PPAT seperti 
sertipikat  asli, identitas dan atau dasar tindakan hukum penjual dan 
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pembeli,  bukti  pembayaran  pajak-pajak  terutang,  NPWP dan syarat-
syarat lain yang diperlukan.   Pada saat penandatanganan akta, blanko 
aktanya telah diisi dengan nama PPAT berikut dengan saksi-saksi dari 
PPAT yang daerah kerjanya meliputi  daerah  di  mana  obyek hak atas 
tanah tersebut berada (PPAT yang  akan dititipi akta)  serta telah diisi 
berdasarkan dokumen-dokumen dan data-data yang telah disampaikan oleh 
para pihak. Akta tersebut kemudian oleh PPAT yang akan menitipkan akta 
dibacakan kepada para pihak dan para pihak diminta untuk 
menandatanganinya.   
                   Setelah para pihak menandatangani akta tersebut, akta tersebut oleh 
PPAT yang menitipkan akta, beserta dengan semua data pendukungnya 
kemudian  diserahkan  kepada  PPAT yang akan menerima titipan akta 
untuk diproses lebih lanjut.  
         Hanya satu dari responden yang melakukan pembuatan akta dengan cara 




   
3. Penandatanganan akta jual beli oleh penjual dan pembeli tidak 
dilakukan dalam waktu yang bersamaan di hadapan PPAT.    
              Proses jual beli seperti ini dapat terjadi karena berbagai macam alasan.  
Alasan  utamanya  adalah karena kesibukan para pihak sehingga para pihak 
tidak dapat datang ke kantor PPAT pada saat yang bersamaan untuk  
melakukan penandatanganan akta.  Menurut Pasal 101 Peraturan Menteri 
Negara Agraria/ Kepala Badan   Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun 1997 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang  Pendaftaran Tanah,  penandatanganan  akta  harus  dilakukan oleh 
para pihak (penjual dan pembeli) di hadapan PPAT.  Keadaan seperti ini 
terjadi dalam proses jual beli dengan konstruksi sebagai berikut:  
                  Setelah terjadi kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli dan 
semua dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut 
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sudah diserahkan kepada PPAT,  kemudian ditentukanlah waktu pembuatan  
akta jual beli di hadapan PPAT.  Pada waktu yang ditentukan salah satu 
pihak ternyata tidak bisa datang ke kantor PPAT karena suatu alasan. 
Kemudian PPAT membacakan akta yang sudah dibuatnya kepada pihak 
yang sudah datang tersebut. Setelah mengetahui dan mengerti mengenai 
maksud dan isi dari akta, pihak yang sudah datang ke kantor PPAT 
menandatangani akta terlebih dahulu. Setelah itu beberapa waktu kemudian 
baru pihak yang lain datang untuk menandatangani akta, Setelah PPAT 
membacakan lagi akta tersebut kepada pihak tersebut.                    
Pembuatan akta PPAT seperti ini mengakibatkan saat penandatanganan akta 
oleh para pihak dan saat peresmian akta menjadi berbeda. 





4. Akta jual beli telah ditandatangani tapi sertipikat belum diperiksa 
kesesuaiannya dengan buku tanah di kantor pertanahan.  
        Pasal 97  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran  Tanah  menyatakan  bahwa,  sebelum pembuatan akta jual 
beli dilaksanakan PPAT berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan 
terhadap  kesuaian  sertipikat  yang bersangkutan dengan daftar-daftar 
yang ada di kantor pertanahan setempat.  
                      Menurut Boedi Harsono, PPAT bertanggung jawab untuk 
memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang 
bersangkutan. Antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam 
sertipikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan
97
. 
                    Keadaan seperti ini terjadi dalam konstruksi jual beli sebagai berikut:  
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           Para pihak telah sepakat untuk melakukan jual beli atas sebidang tanah dan 
waktu  untuk  pelaksanaan  pembuatan  akta jual beli serta PPAT yang 
akan melaksanakan pembuatan akta jual beli telah ditunjuk oleh para 
pihak.  Semua dokumen yang diperlukan telah diserahkan kepada PPAT 
yang ditunjuk.  Sebelum pembuatan akta jual beli dilaksanakan PPAT 
melakukan  pemeriksaan  sertipikat di kantor pertanahan setempat. 
Sewaktu  pemeriksaan  sertipikat  dilakukan di kantor pertanahan 
setempat, ternyata sertipikat yang bersangkutan belum dapat diperiksa 
kesesuaiannya dengan daftar-daftar yang ada dalam buku tanah (buku 
tanah  adalah  dokumen  dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis 
dan data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada haknya (Pasal 1 
ayat (19) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah), oleh karena buku tanah tidak atau belum 
diketemukan.  
                       Proses pemeriksaan tersebut bergantung pada diketemukan atau 
tidaknya buku tanah dengan segera. Bila buku tanah segera diketemukan 
berarti pemeriksaan kesesuaian sertipikat dengan daftar-daftar yang ada 
dalam buku tanah bisa segera dilakukan. Andaikata buku tanah belum 
diketemukan, artinya pemeriksaan atas kesesuaian sertipikat dengan 
daftar-daftar yang ada dalam buku tanah belum bisa dilakukan.                        
Belum diketemukannya buku tanah tidaklah berarti sertipikat yang 
bersangkutan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor 
pertanahan.  Buku tanah dibuat per wilayah kelurahan dan terdiri dari 
beberapa bundel dan tiap bundelnya terdiri dari beberapa nomor hak.             
                       Belum diketemukannya buku tanah bisa dimungkinkan karena buku 
tanah yang di dalamnya termasuk nomor hak yang bersangkutan sedang 
dipergunakan atau dipakai untuk proses pemindahan hak atas nomor hak 
yang lain. Proses pengecekan harus menunggu sampai buku tanah yang 
bersangkutan selesai dipergunakan.  Lamanya waktu yang diperlukan 
untuk menunggu tersebut sering kali tidak dapat dipastikan. Ketidak 
pastian waktu bisa atau tidaknya pemeriksaan dilakukan akhirnya 
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membuat para pihak bersepakat untuk segera saja menandatangani akta 
jual beli meskipun pemeriksaan belum dapat dilakukan. Penandatanganan 
ini dilakukan dengan blanko akta jual beli diisi dengan data-data yang ada 
akan tetapi penomoran dan penanggalan dari akta jual beli belum 
dilakukan. Penomoran dan penanggalan akta jual beli baru dilakukan 
setelah sertipikat bisa diperiksa kesesuaiannya dengan daftar-daftar yang 
ada di kantor pertanahan.  
                       Penandatanganan akta jual beli dengan konstruksi seperti di atas 
dilakukan oleh satu orang responden
98
. 
                      Belum diketemukannya buku tanah sehingga pemeriksaan belum 
dapat dilakukan, terdapat juga keadaan di mana penandatanganan akta 
telah dilakukan akan tetapi pemeriksaan sertipikat secara resmi belum 
dilakukan. Secara resmi di sini berarti bahwa, sertipikat yang akan 
diperiksa dibawa ke kantor pertanahan secara fisik dan  kemudian  
diperiksa kesesuaiannya dan apabila ternyata sesuai dengan buku tanah 
yang ada di kantor pertanahan pada sertipikat itu oleh Kepala  Kantor  
Pertanahan  atau  Pejabat yang ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan 
yang berbunyi  “Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor 
Pertanahan”  pada halaman perubahan sertipikat asli  kemudian diparaf 
dan diberi tanggal pengecekan.  
                       Pada halaman perubahan buku tanah yang bersangkutan 
dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: “PPAT …(nama PPAT 
ybs)…. telah minta pengecekan sertipikat” kemudian diparaf dan diberi 
tanggal pengecekan,  sesuai dengan Pasal 97 ayat (3)-4 Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 3 Tahun 
1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.   
                      Pemeriksaan dilakukan oleh PPAT dengan cara PPAT yang 
bersangkutan menelpon Kantor Pertanahan dan menanyakan mengenai 
kesesuaian sertipikat yang bersangkutan dengan buku tanah dengan 
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menyebutkan nomor haknya, jenis haknya, luas tanahnya dan nama 
pemegang haknya. Pejabat di kantor pertanahan kemudian melakukan 
pengecekan kesesuain sertipikat dan nomor hak atas tanah tersebut dengan 
nomor hak atas tanah yang ada di buku tanah.  
                     Apabila ternyata nomor hak atas tanah tersebut ternyata sesuai 
dengan nomor akta jual beli, setelah akta tersebut dibacakan kepada 
mereka. Penomoran dan penanggalan akta jual beli dilakukan setelah 
pemeriksaan sertipikat secara resmi dilakukan oleh PPAT ke kantor 
pertanahan.  
                      Satu orang responden melakukan penandatanganan akta jual beli 
dengan cara seperti ini
99
. 
                      Hal seperti ini bisa dilakukan apabila PPAT yang bersangkutan 
memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pejabat Kantor Pertanahan 
oleh karena syarat pemeriksaan sertipikat adalah harus diperlihatkannya 
sertipikat  asli  sehingga tidak mungkin pemeriksaan atau pengecekan 
dapat dilakukan melalui telepon.  
 
5.    Pembuatan akta jual beli dilakukan di luar daerah kerja PPAT tanpa 
kuasa dan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi.  
         Pasal 101 ayat (2) PMNA/Ka BPN 3/1997 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : 
Pembuatan  akta  PPAT  harus  disaksikan  oleh  sekurang-kurangnya  2  
(dua) orang  saksi  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan  yang berlaku  memenuhi  syarat  untuk  bertindak  sebagai  
saksi  dalam  suatu perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain 
mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-
dokumen yang ditunjukkan dalam  pembuatan  akta,  dan  telah  
dilaksanakannya  perbuatan  hukum tersebut oleh para pihak yang 
bersangkutan. 
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PPAT  dalam  melakukan  pembuatan  akta  harus  melakukannya  di  
kantor PPAT  yang  bersangkutan  dengan  dihadiri  oleh  para  pihak atau  
kuasanya.PPAT  dapat  membuat  akta  di  luar  kantornya  hanya  apabila  
salah  satu  pihak dalam  perbuatan  hukum  atau  kuasanya  tidak  dapat  
datang  di  kantor  PPAT karena  alasan  yang  sah, dengan  ketentuan  
pada  saat  pembuatan  aktanya  para pihak harus hadir dihadapan PPAT di 
tempat pembuatan akta yang disepakati.  
Alasan-alasan  yang  dapat  dianggap  sebagai  alasan  yang  sah  adalah,  
apabila pihak  yang  bersangkutan  dalam  keadaan  sakit  atau  oleh  
karena  telah  berusia lanjut sehingga tidak dapat datang ke kantor PPAT. 
Hal yang paling mendasar adalah  pihak  yang  tidak  dapat  hadir  itu  
haruslah  berdomisili  di  daerah  kerja PPAT yang bersangkutan, karena 
PPAT hanya mempunyai kewenangan untuk membuat  akta  di  daerah  
kerjanya.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  12 PJPPAT,  “Daerah  kerja  
PPAT  adalah  satu  wilayah  kerja  Kantor  Pertanahan 
Kabupaten/Kotamadya”. 
         Satu responden mengaku pernah menandatangani akta jual beli di 
luar Kota untuk kliennya dengan tanpa dihadiri oleh saksi- saksi 
         Hal ini dilakukan oleh PPAT oleh karena kliennya tersebut 
merupakan  klien kelas kakap dan transaksi jual belinya dalam jumlah 
yang besar
100
,   juga kliennya dengan PPAT sudah sangat percaya sehingga 
PPAT mau melakukan pelanggaran demi untuk menjaga hubungan baik 
dan  mendapatkan  transaksi yang besar, juga kliennya dengan PPAT 
sudah sangat percaya sehingga PPAT mau melakukan pelanggaran demi 
untuk menjaga hubungan baik dan mendapatkan transaksi besar.  
 
6.  PPAT  tidak  membacakan  isi  dari akta  jual  beli  dihadapan  para  
pihak  secara terperinci, hanya menjelaskan mengenai maksud dari 
pembuatan akta. 
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              Pasal 101 ayat (3) PMNA/Ka BPN 3/1997 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997  Tentang Pendaftaran Tanah  : “PPAT  
wajib  membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi 
penjelasan mengenai isi  dan  maksud  pembuatan  akta  dan  prosedur  
pendaftaran  yang  harus dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang 
berlaku”. 
          Pelanggaran  terhadap  pasal  ini  termasuk  kedalam  cacat  bentuk,  
karena pembacaan akta oleh PPAT dihadapan  para pihak dan saksi 
merupakan suatu kewajiban  untuk  menjelaskan,  bahwa  akta  yang  
dibuatnya  tersebut  sesuai dengan  kehendak  yang  bersangkutan  dan  bila  
isi  akta  disetujui  maka  oleh penjual  dan calon pembeli akta  tersebut akan 
ditandatangani  oleh para pihak, sekaligus saksi dan PPAT sendiri. 
 
7.       Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya 
akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang di 
buatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada 
Kantor Pertanahan untuk di daftar.  
            Pejabat Pembuat Akta Tanah  wajib menyampaikan pemberitahuan 
tertulis mengenai telah disampaikan  akta  sebagiamana  di maksud  diatas  
kepada para pihak yang  bersangkutan  (Pasal 40 Peraturan  Pemerintah 
Nomor 24 tahun 1997 tentang  pendaftaran tanah).  Dalam prakteknya ada 
beberapa  PPAT yang telah melakukan pelanggaran untuk mendaftar 
aktanya  tersebut  paling lambat 7 (tujuh) hari kerja  dikarenakan akta 
tersebut sudah di beri nomor dan tanggal pada saat pajak penjual (SSP) 
dan Pajak Pembeli (BPHTB) sudah terbayarkan  namun  akta jual beli 
beserta dokumennya  belum  bisa  di daftar  di Kantor Pertanahan Kota 
Yogyakarta  dikarenakan  harus  dilakukan  verifikasi atau validasi SSP 
dan  BPHTB  tersebut di kantor Pajak  Pratama  dan Kantor DPPKAD 
Kota Yogyakarta.  
          Sebenarnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta  
tidak  mensyaratkan  untuk  di validasi namun dikarenakan ada instansi 
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yaitu kantor DPKAD Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah  
Nomor  8 tahun 2010 dan peraturan walikota Nomor 102 tahun 2010 
tentang anjuran untuk validasi untuk pengecekan harga trasaksi jual beli 
tanah tersebut, sehingga tanpa adanya validasi maka peralihan hak jual beli 
tidak bisa di lanjutkan pendaftaran di kantor pertanahan.  Pada 
kenyataannya validasi memerlukan waktu lama  
          Di dalam perjanjian jual beli dikenal suatu asas yang namanya asas 
kebebasan berkontrak, yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak : 
-orang bebas mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian. 
-orang bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun dan pihak manapun 
-orang bebas menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian.  
Dalam hal jual beli adalah menentukan harga jual beli. Di dalam perjanjian 
jual beli juga dikenal asas “personalitas”. Asas personalitas mengatakan 
bahwa suatu perjanjian jual beli  hanya berlaku antara pihak-pihak yang 
mengadakan perjanjian jual beli tersebut, yang dalam hal ini adalah 
penjual dan pembeli saja. Sepanjang perjanjian tidak bertentangan dengan 
undang-undang ketertiban umum dan atau kesusilaan, bahkan pihak 
Pengadilan (hakim) pun tidak mempunyai kewenangan hak untuk 
mengintervensi suatu kewajiban kontraktual dari para pihak (penjual dan 
pembeli) .  Untuk proses validasi tidak ada batasan waktu yang pasti, 
tergantung dari petugas yang akan melakukan pengecekan kelapangan, 
sehingga untuk masyaratak umum merasa proses jual beli tanah tersebut 
menjadi lama. Semua responden mengatakan sering melakukan hal 
tersebut. 
               Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pejabat yang dalam 
menjalankan tugas jabatan melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta 
jual beli. Adapun bentuk pelanggaran yang di lakukan oleh pejabat 







Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan 
No Responden 
PPAT 
Bentuk Pelanggaran  
1 2 3 4 5 6 7 
1 A √ √ - v - - √ 
2 B √ - √ v - - √ 
3 C √ - √ v - - √ 
4 D √ - √ v - - √ 
5 E √ - - √ √ - √ 
6 F √ - - v - - √ 
7 G √ - - v - √ √ 
8 H √ - - v - - √ 
 
Sumber : Data primer yang telah diolah pada tahun 2015 
 
Keterangan :  
1. Pada saat penandatangan akta jual beli belum membayar pajak 
2. Penandatanganan  akta jual beli tidak dihadapan PPAT (titipan akta) 
3. Penandatanganan akta jual beli tidak bersamaan 
4. Akta jual beli ditandatangani tetapi sertipikat belum diperiksa kesesuaiannya   
   di Kantor Pertanahan. 
5. Pembuatan akta jual beli dilakukan di luar daerah kerja PPAT tanpa dihadiri 
kuasa dan saksi-saksi 
6. PPAT tidak membacakan isi dari akta jual beli secara terperinci, hanya 
menjelaskan maksud dari pembuatan akta ini. 
7. Selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditandatangani akta, PPAT wajib 
mendaftarkan akta dan dokumen ke kantor pertanahan untuk di daftar 
 
B.   Akibat hukum dari akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata  
cara  pembuatan akta PPAT.  
 
           Sebagaimana telah diuraikan di Bab II, akta jual beli tanah yang dibuat 
oleh PPAT merupakan akta otentik (Pasal 3  Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia  Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah  jo   Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
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Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah),  sehingga ketentuan-ketentuan mengenai akta 
otentik berlaku terhadap akta PPAT. 
           Untuk dapat disebut sebagai akta otentik suatu akta haruslah 
memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh undang-
undang  atau peraturan-peraturan lainnya.  Suatu  akta pada dasarnya 
memiliki ragam fungsi  berkenaan  dengan tindakan hukum, antara lain, 
fungsi menentukan keabsahan (Menurut Mochammad Dja’is dan RMJ 
Koosmargono, akta dilihat dari fungsinya untuk menentukan lengkap atau 
sempurnanya (bukan sahnya) suatu perbuatan hukum), atau syarat 
pembentukan dan fungsi sebagai alat bukti
101
 
          Dalam  hubungannya  dengan  tugas  jabatan  PPAT,  otentisitas  akta  
yang dibuatnya  memiliki  fungsi  yag  penting  sebagaimana  diatur  dalam  
ketentuan  PP No.  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan PPAT,  Pasal  
2  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  akta PPAT sebagai akta otentik memiliki 2 
(dua) fungsi yaitu : 
1.  Sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak 
atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dan; 
2.  Sebagai  dasar  bagi  pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran  tanah  
yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 
          Penulis menyimpulkan bahwa fungsi akta PPAT (jual beli) adalah: 
1.  Merupakan  suatu  syarat  yang  harus  dipenuhi  atau  mutlak,  tanpa  itu  
berarti  tidak  ada (conditio sine qua non ) bagi perbuatan jual beli 
tersebut; 
2. Sebagai  bukti  bahwa  jual  beli  telah  dilangsungkan  atau  telah  terjadi  
dan   dilakukan dihadapan PPAT;  
3. Sebagai  bukti  bahwa  hak  atas  tanah  yang  menjadi  obyek  jual  beli  
tersebut telah  berpindah  dari  penjual  kepada  pembeli  dan  karenanya  
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membuktikan bahwa pembeli telah menjadi pemilik baru atas tanah yang 
bersangkutan; 
4. Sebagai sarana untuk pendaftaran jual beli di Kantor Pertanahan.  
       Selanjutnya menurut Habib Adjie kebatalan atau ketidak absahan dari 




1.  Dapat dibatalkan; 
2.  Batal demi hukum; 
3.  Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan; 
4.  Dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan 
5.  Dibatalkan  oleh  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  
      hukum tetap karena penerapan asas Praduga Sah. 
           Sebagai  akta  otentik,  akta  PPAT adalah  sebagai  alat  bukti  yang 
mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  juga  dapat  terdegradasi 
kekuatan  pembuktiannya  menjadi  seperti  akta  dibawah  tangan,  atau  
bahkan dinyatakan  batal  demi  hukum.  Degradasi  kekuatan  bukti  akta  
otentik  menjadi kekuatan  bukti  dibawah  tangan,  dan  cacat  yuridis  akta  
otentik  yang mengakibatkan  akta  otentik  dapat  dibatalkan  atau  batal  
demi  hukum,  terjadi  jika ada  pelanggaran  atau  penyimpangan  terhadap  
syarat  formil  dan  syarat  materil sebagaimana diatur dalam ketentuan 
perundang-undangan yang terkait. 
 
Akibat Hukum Penyimpangan Terhadap Syarat Formil. 
            Adapun unsur-unsur  atau syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam 
pembuatan akta otentik dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1868 
KUHPerdata yang dirumuskan sebagai berikut: 
1.  Akta  itu  harus  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-
undang.     Artinya jika  bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang 
maka salah satu      unsur  akta  otentik  itu  tidak  terpenuhi  dan  jika  
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tidak  dipenuhi  unsur  tersebut maka tidak akan pernah ada yang disebut 
dengan akta otentik. 
2. Akta itu harus dibuat oleh door atau dihadapan ten overstaan seorang 
Pejabat   Umum.  Menurut  Habib  Adjie,  akta  otentik  tidak saja  dapat  
dibuat  dihadapan Notaris,  tapi  juga  dihadapan Pejabat  Pembuat  Akta  
Tanah  (PPAT),  Pejabat Lelang,  dan  Pegawai  Kantor  Catatan  Sipil. 
103
 
Sedangkan  menurut  M.  Ali Boediarto,  akta  PPAT  dikategorikan  
sebagai  akta  otentik,  meskipun  sampai saat  ini  belum  ada  perintah  
undang-undang  yang  mengatur  mengenai  akta    PPAT. Berdasarkan 
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret  1972,  
Nomor  937  K/Sip/1970,  bahwa  akta  jual  beli  tanah  yang dilaksanakan 




3.  Bahwa  akta  itu  dibuat  oleh  atau  dihadapan  Pejabat  Umum  yang  
berwenang untuk  membuatnya  di  tempat    akta  itu  dibuat. Pengertian  
berwenang disini  meliputi  berwenang  terhadap  orangnya,  berwenang  
terhadap  aktanya, berwenang terhadap waktunya, berwenang terhadap 
tempatnya. 
           Pasal  1869  KUHPerdata  merumuskan:  “Suatu  akta  yang  karena  
tidak berkuasanya  atau  tidak  cakapnya  pegawai  termaksud  diatas  atau  
karena  suatu cacat  dalam  bentuknya,   tidaklah  dapat  diberlakukan  sebagai  
akta  otentik  namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah 
tangan”.   Artinya suatu aktatidak memiliki kekuatan bukti otentik dan hanya 
memiliki kekuatan bukti dibawah tangan apabila: 
a. Pejabat umum tidak berwenang untuk membuat akta itu; 
b. Pejabat umum tidak mampu atau tidak cakap untuk membuat akta itu; 
c. Cacat dalam bentuknya. 
          Pengertian  kata “bentuk” dalam  Pasal 1868  dan Pasal  1869  
KUHPerdata, menurut pendapat  Penulis tidak  saja pengertian  bentuk dalam  
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arti fisik, tapi juga pengertian  bentuk  dalam  arti  yuridis,  sehingga  
pengertian  bentuk  dalam  pasal-pasal  tersebut  dapat  dimaknai  sebagai  
tata  cara  pembuatan  akta  otentik sebagaimana  ditentukan oleh  peraturan  
perundang-undangan  yang  terkait   mengenai  persyaratan-persyaratan  yang  
harus  dipenuhi  agar  suatu  akta  dapat disebut sebagai akta otentik.  
           Dilihat  dari  segi fungsinya sebagai alat bukti, akta otentik mempunyai 
kekuatan pembuktian sempurna (hanya satu bukti cukup sebagai dasar 
pemutus perkara, akta otentik dianggap benar adanya dan pihak yang 
membantah dibebani untuk membuktikan kebenaran bantahannya) 
            Menurut Pasal 1869 KUHPerdata, akta otentik dapat turun atau 
terdegradasi  kekuatan  pembuktiannya  dari mempunyai kekuatan 
pembuktian sempurna menjadi hanya mempunyai kekuatan pembuktian 
sebagai tulisan di bawah tangan,  jika pejabat umum yang membuat akta itu 
tidak berwenang untuk membuat akta tersebut atau jika akta tersebut cacat 
dalam bentuknya.   
            Khusus untuk  akta  PPAT ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi 
di antaranya terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,  
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 
1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan 
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,  Peraturan   Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2008 Tentang  Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 
Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari 
Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan dan  Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah.  
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           Tentang akibat hukum dari akta jual beli tanah yang tidak sesuai 
dengan tata cara pembuatan akta PPAT,  haruslah dibedakan antara akta 
PPAT itu sendiri dan perjanjian jual  beli yang dituangkan ke dalam akta oleh 
para pihak.    Meskipun aktanya terdegradasi kekuatan pembuktiannya tetapi 
perjanjian jual beli di antara para pihak adalah tetap sah sepanjang syarat-
syarat perjanjian jual belinya terpenuhi. 
Adapun  dalam  prakteknya  pelanggaran terhadap prosedur dan persyaratan 
formil pembuatan akta PPAT dalam hal pembuatan akta jual beli tanah dengan 
konstruksi pembuatan akta jual beli sebagai berikut,  
1 .   Penandatanganan  akta  jual  beli  telah  dilakukan  akan  tetapi  para  pihak  
belum melakukan pembayaran pajak, yakni Pajak Penghasilan (PPh) atas 
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi Penjual, 
dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi 
Pembeli. 
                     Pasal 91 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah  :  “Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/Notaris hanya  
dapat  menandatangani akta  pemindahan  Hak  atas  Tanah  dan/atau  
Bangunan  setelah  Wajib  Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak” 
       Bagi  Penjual  berlaku  Pasal  2  ayat  (2)  PP  No.  71  Tahun  2008  
Tentang Perubahan  Ketiga  Atas  PP  No.  48  Tahun  1994  Tentang  
Pembayaran  Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Pengalihan  Hak  
Atas  Tanah  Dan/Atau Bangunan : 
       Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan, 
perjanjian, kesepakatan  atau  risalah  lelang  atas  pengalihan  hak  atas  
tanah  dan/atau bangunan  apabila  kepadanya  dibuktikan  oleh  orang  
pribadi  atau  badan dimaksud  bahwa  kewajiban  sebagaimana  
dimaksud  dalam  ayat  (1)  telah dipenuhi  dengan  menyerahkan  
fotokopi  Surat  Setoran  Pajak  yang bersangkutan dengan 
menunjukkan aslinya. 
      Bagi  Pembeli  berlaku  Pasal  24  ayat  (1)  UU  No.  20  Tahun  2000  
tentang Perubahan  Atas  UU  No.  21  Tahun  1997  tentang  Bea  Perolehan  
Hak  Atas Tanah  :  “PPAT/Notaris  hanya  dapat  menandatangani  akta  
pemindahan  hak atas  tanah  dan  atau  bangunan  pada  saat  Wajib  Pajak  
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menyerahkan  bukti pembayaran  pajak  berupa  Surat  Setoran  Bea  
Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan.” akibat hukumnya adalah :   
a. Akta terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah 
tangan  karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh 
undang-undang dan atau peraturan-peraturan lain.  
b. PPAT yang membuat aktanya dikenakan sanksi administratif dan 
denda (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 
Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah: Pejabat PembuatAkta 
Tanah/Notaris dan Pejabat Lelang Negara yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), 
dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp 7.500.000,00 
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran).  
2.   Penandatanganan akta jual beli oleh para pihak dilakukan tidak dihadapan          
      PPAT yang menandatangani akta jual beli (titipan akta), akibat hukumnya 
adalah:  
a.  PPAT dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya 
(Pasal 28 ayat (2)   Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah:  PPAT diberhentikan dengan tidak 
hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan, karena : a. melakukan 
pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT; 
(4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
antara lain: i. PPAT tidak membacakan aktanya dihadapan para 
pihak maupun pihak yang belum atau tidak berwenang melakukan 
perbuatan sesuai akta yang dibuatnya..  
 b.  Akta terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah   
tangan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh 
undang-undang dan atau peraturan-peraturan lain.  
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3.  Penandatanganan akta jual beli oleh penjual dan pembeli tidak dilakukan 
dalam waktu yang bersamaan di hadapan PPAT, akibat hukumnya 
adalah:  
 a.  Akta terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah                      
tangan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh                     
undang-undang dan atau peraturan-peraturan lain.   
  b.  PPAT yang membuat aktanya dikenakan sanksi administratif dan 
denda (Pasal 62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah PPAT yang dalam 
melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 serta 
ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat 
yang ditunjuk dikenakan tindakan administratif berupa teguran 
tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, 
dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh 
pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh 
diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut.  
4.  Akta jual beli telah ditandatangani tapi sertipikat belum diperiksa 
sesuaiannya  dengan buku tanah di kantor pertanahan, akibat hukumnya 
adalah:  
a. Akta terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah   
tangan      karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh 
undang-undang    dan atau peraturan-peraturan lain.  
b.  Bagi pembeli terdapat resiko sertipikat diblokir atau sertipikat tidak 
sesuai  dengan daftar yang ada dalam buku tanah di Kantor 
Pertanahan.   
5.  Pembuatan akta jual beli dilakukan di luar daerah kerja PPAT tanpa 
kuasa dan tanpa   dihadiri oleh saksi-saksi, akibat hukumnya adalah:  
a.   PPAT dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya 
(Pasal 28 ayat (2)   Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah:   PPAT diberhentikan dengan tidak 
hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan, karena: a. melakukan 
pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT; 
(4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
antara lain: c. melakukan pembuatan akta di luar daerah kerjanya 
kecuali yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3))  
 b.  Akta terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah   
tangan     karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh 
undang-undang dan     atau peraturan-peraturan lain.  
6.  PPAT  tidak  membacakan  isi  dari akta  jual  beli  dihadapan  para  
pihak  secara terperinci, hanya menjelaskan mengenai maksud dari 
pembuatan akta, akibat hukumnya adalah 
 a.   PPAT dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya 
(Pasal 28 ayat (2)   Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah:   PPAT diberhentikan dengan tidak 
hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan, karena: a. melakukan 
pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT; 
(4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
antara lain: c. melakukan pembuatan akta di luar daerah kerjanya 
kecuali yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3))  
 b.  Akta terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah   
tangan     karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh 
undang-undang dan     atau peraturan-peraturan lain.  
7. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta 
yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang di buatnya 
berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor 
Pertanahan untuk di daftar. 
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            Jadi  kesimpulannya  secara  formil  faktor  yang  dapat  
menyebabkan  akta PPAT  menjadi  cacat  hukum,  apabila  terjadi  
penyimpangan  terhadap  ketentuanPasal  95-102 PMNA/Ka  BPN  No. 3 
Tahun 1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan PP  No.  24  Tahun  1997  
tentang  Pendaftaran  Tanah juncto  Pasal  1868  dan  1869 KUHPerdata,  
maka  akta  otentik  dapat  turun  atau  terdegradasi  kekuatan 
pembuktiannya  dari  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna  
menjadi  hanya mempunyai  kekuatan  pembuktian  selayaknya  akta  
dibawah  tangan,  jika  pejabat umum yang membuat akta itu tidak 
berwenang untuk membuat akta tersebut atau jika  akta  tersebut  cacat  
dalam  bentuknya,  karena  dalam  perjalanan  proses pembuatan  akta  
tersebut  terdapat  salah  satu  atau  lebih  penyimpangan  terhadap syarat  
formil  dari  prosedur  atau  tata  cara  pembuatan  akta  PPAT,  baik  
disengaja maupun karena kealpaan dan/atau kelalaian dari PPAT 
bersangkutan. 
           Menurut pendapat penulis, hukuman terhadap pelanggaran ketentuan 
tata cara pembuatan akta PPAT sangat berat, karena PPAT dapat dikenakan 
sanksi administrasi ataupun denda.   Hal ini menurut pendapat penulis sangat 
tidak seimbang dengan hasil atau pendapatan yang diperoleh PPAT dari 
pembuatan akta tersebut.  Pada sisi lain terkadang pelanggaran itu seakan-
akan harus dilakukan untuk keperluan pembuatan akta itu sendiri.    
 Berdasarkan penelitian penulis dari pelanggaran yang telah di lakukan PPAT 
di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tersebut sampai saat ini hanya disuruh 
membuat surat pernyataan yang tidak akan mengulang pelanggaran tersebut.  
         Contoh Kasus PPAT yang melakukan kesalahan dalam pembuatan 
akta jual beli yang tidak sesuai tata cara pembuatan akta PPAT adalah 
Putusan Pengadilan Negeri Bantul no. 53/Pdt.G/2013/PN.Btl yang bermula 
dari akta sudah di tandatangani tetapi pembayaran jual beli tanahnya belum 
lunas dan hanya mengunakan cek, sehingga menimbulkan masalah bahkan 
kerugian dari salah satu pihak, tanah sudah beralih kepemilikannya tetapi 
penjual tidak menerima uang hasil penjualan tanah tersebut. 
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               Contoh lain Kasus PPAT yang melakukan kesalahan dalam 
pembuatan akta jual beli yang tidak sesuai tata cara pembuatan akta PPAT 
adalah PPAT Bsk dengan nomor akta 340/2015 tanggal 20-012-2015 
dengan kesalahan akta sudah di tanda tangani tetapi sertipikat belum 
dilakukan pengecekan di Kantor Pertanahan, sehingga saat mau di daftar 
untuk proses peralihan hak di tolak oleh kantor pertanahan Nasional Kota 
Yogyakarta. Sehingga PPAT mendapat teguran lisan dari Kantor Pertanahan 
Kota Yogyakarta  dan di haruskan membuat suatu pernyataan tertulis yang 
menyatakan alasan kenapan terjadi pelangaran dan tidak akan 
mengulanginya lagi.  
 
C. Perbuatan hukum yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai tidak 
sesuai dengan tata cara pembuatan akta oleh PPAT di kaikan dengan 
teori sistem hukum Lowrence M. Friedman,  
Sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) unsur, tiga unsur dari sitem hukum teori 
Lowrence M. Friedman sebagai Three Elements of Legal System (tiga 
elemen dari sistem hukum).  
1.   Komponen  struktur   
            Komponen stuktur Hukum yaitu  kelembagaan  yang  diciptakan  
oleh  sistem  hukum  itu  dengan  berbagai  macam  fungsi  dalam  rangka  
mendukung  bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk 
melihat bagaimana sistem hukum  itu  memberikan  pelayan  terhadap  
penggarapan  bahan-bahan  hukum secara teratur.  Sukses tidaknya sebuah 
lembaga Negara dalam menjalankan pemerintahannya ditetapkan oleh 
kemampuan pejabatnya dalam menjalankan roda pemerintahannya. Salah 
satu  tugas  pejabat  khususnya disini adalah PPAT memiliki peranan 
penting dalam bekerjanya PPAT adalah untuk membuat akta jual beli tanah.  
           Peranan PPAT disini adalah dalam membuat akta jual beli tanah 
dimana akta tersebut harus di buat sesuai dengan tata cara pembuatan akta 
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PPAT.   Hasil wawancara dengan salah satu PPAT Kota Yogyakarta, SY, 
SH, bahwa :  
 “ Untuk mengajukan transaksi  jual beli tanah harus di lakukan dengan 
akta Jual beli yang di buat oleh PPAT, dalam pembuatan akta jual beli 
harus sesuai dengan prosedur pembuatan akta, dan apabila ada salah 
satu pihak yaitu penjual dan pembeli yang tidak bersedia melakukan 
sesuai prosedur maka PPAT berhak menolak permohonan tersebut, dari 
pada nanti terjadi masalah di kemudian hari” 105 
          Selain itu hasil wawancara dengan  Kepala Seksi Peralihan Hak   Atas 
Tanah Kota Yogyakarta  Mulyono, A.ptnh menjelaskan pada intinya        
bahwa :  
       “Permohonan Pengajuan proses balik nama jual beli di Kantor 
Pertanahan Kota Yogyakarta masih ada PPAT yang membuat akta tidak 
sesuai dengan tata cara, sehingga berkas tersebut di di tolak dan harus 
dilengkapi terlebih dahulu agar dapat diproses di kantor pertanahan 
Kota Yogyakarta”.106 
           Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Kantor Pertanahan Kota 
Yogyakarta dan PPAT selaku penegak hukum yang memberikan 
perlindungan hukum terhadap masyarakat untuk mendapatkan kepastian 
hukum.  Namun dalam implementasinya,  PPAT  sendiri yang kurang 
paham tentang aturan pembuatan akta jual beli tanah.  
2.   Komponen  substantif    
            Komponen Substantif yaitu  sebagai  output  dari  sistem  hukum  
berupa peraturan-peraturan,  keputusan-keputusan  yang  digunakan  baik  
oleh  pihak yang mengatur maupun yang diatur. Substansi dalam sistem 
hukum menentukan bisa tidaknya hukum dilaksanakan, substansi juga 
berarti  produk hukum yang di hasilkan oleh orang yang berada dalam 
sistem  hukum  mencangkup keputusan  yang mereka keluarkan,  aturan 
baru yang mereka susun, substansi juga mencangkup aturan yang hidup 
                                                 
105
 Wawancara dengan PPAT di Kota Yogyakarta, SY, SH tanggal 7 November 2015  
106
 Wawancara dengan  kepala seksi  BPN Kota Yogyakarta, Mulyono, A.ptnh, 10 November 2015 
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(living low) bukan hanya melihat aturan yang ada dalam Undang-Undang 
saja.  Secara garis besar prosedur pembuatan akta jual beli tanah diatur 
dalam PP nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah juga mengacu 
pada Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, yang kemudian dikeluarkanya peraturan Walikota 
Yogyakarta  nomor  102 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan daerah Koya Yogyakarta Nomor 8 tahun 2010 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan  Bangunan.  Sehingga sebelum 
mendaftarkan berkas Akta Jual Beli tanah di Kantor pertanahan Kota 
Yogyakarta, terlebih dahulu harus melakukan verifikasi atau validasi 
BPHTB yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta  yang secara 
normatif dan yuridis bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan 
lainnya serta menghambat tugas dari  Pejabat PPAT, Notaris maupun 
pejabat Lelang. 
             Jika melihat substansi dari peraturan yang berlaku masih ada PPAT 
yang  melakukan pelanggaran-pelangaran tersebut, yang disebabkan karena 
dalam implementasinya PPAT yang melakukan pelanggaran hanya di 
kenakan denda administrasi dan membuat surat pernyataan tidak akan 
mengulang kesalahan lagi  supaya balik nama dapat di proses di kantor 
Pertanahan Kota Yogyakarta. 
3.   Komponen  kultural  
           Komponen kultural  (budaya) yaitu  terdiri  dari  nilai-nilai  dan  
sikap-sikap  yang mempengaruhi  bekerjanya  hukum, atau disebut sebagai 
kultur hukum. Kultur hukum  inilah  yang  berfungsi  sebagai  jembatan  
yang  menghubungkan  antara peraturan  hukum dan tingkah laku hukum 
seluruh PPAT. Jadi budaya hukum yang ada selalu mengulangi kesalahan 
yang PPAT lakukan.  
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          Dari hasil penelitian penulis, ketiga unsur  dari sitem hukum teori 
Lowrence M. Friedman sebagai Three Elements of Legal System (tiga 
elemen dari sistem hukum).  
1. Komponen Struktur adalah pejabat PPAT, Kantor Pertanahan, Kantor  
BPKAD 
2. Komponen Substansi yaitu peraturan-peraturan yang berlaku di kantor 
Pertanahn, BPKAD yang masih dilanggar olehkantor pertanahan dan  
PPAT 
3. Komponen kultur (budaya)  yaitu budaya yang menyimpang dari PPAT 
yang sering dilakukan oleh PPAT. 
           Menurut hemat Penulis dari hasil wawancara dengan beberapa 
sumber diatas, dapat disimpulkan bahwa  beberapa PPAT  Kota Yogyakarta, 
kesadaran hukum akan pelanggaran yang dilakukan dalam prosedur 
pembuatan akta jual beli tanah masih kurang, terlihat dari berkas yang 
masuk ke kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, yang membuat berkas 
tersebut di kembalikan untuk di lengkapi terlebih dahulu sehingga proses 
balik nama tanah tersebut  menjadi terhambat.  
          Dari ketiga komponen tersebut tidak efektif di laksanakan di Kota 
Yogyakarta, karna masih ada PPAT yang melakukan pembuatan akta jual 















Berpijak  dari  keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan seperti telah 
diuraikan  dalam bab-bab  sebelumnya,  penulis  dapat mengemukakan 
kesimpulan sebagai berikut:  
A. Simpulan  
1.  Perbuatan hukum yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai 
tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta oleh PPAT  
Penandatanganan  akta  jual  beli  telah  dilakukan  akan  tetapi  para  pihak  
belum melakukan pembayaran pajak, yakni Pajak Penghasilan (PPh) atas 
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi 
Penjual, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) bagi Pembeli. 
 Penandatanganan akta jual beli oleh para pihak dilakukan tidak  dihadapan  
PPAT yang menandatangani akta jual beli (titipan akta).  
Penandatanganan akta jual beli oleh penjual dan pembeli tidak dilakukan 
dalam waktu yang bersamaan di hadapan PPAT.    
Jual beli telah ditandatangani tapi sertipikat belum diperiksa kesesuaiannya 
dengan buku tanah di kantor pertanahan.  
   Pembuatan akta jual beli dilakukan di luar daerah kerja PPAT tanpa kuasa 
dan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi.  
 PPAT  tidak  membacakan  isi  dari akta  jual  beli  dihadapan  para  pihak  
secara terperinci, hanya menjelaskan mengenai maksud dari pembuatan 
akta. 
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang 
bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang di buatnya berikut 





2. Akibat  hukum dari akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata 
cara  pembuatan akta PPAT  tersebut adalah sebagai berikut:  
a. Akibat hukum terhadap akta PPAT yaitu akta dapat terdegradasi 
menjadi akta di bawah tanagan (pasal 95-102 PMNA/Ka BPN No. 3 
tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 
tentang pendaftran Tanah,  namun secara formalitas akta tersebut  
tetap akta otentik dan pelaksanaan   pendaftaran tanahnya dapat tetap 
diproses di Kantor Pertanahan.  
b. Akibat hukum terhadap PPAT yaitu PPAT yang bersangkutan dapat 
dikenakan sanksi  administratif dan pengenaan denda administratif 
karena telah melanggar larangan atau melalaikan kewajibannya.  
       
B.   Implikasi  
 1.  Akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan 
tata cara pembuatan akta PPAT, pihak yang merasa dirugikan (sebagai 
akibat jual beli tanah yang di buat oleh/dihadapan PPAT),  PPAT bisa 
digugat untuk membayar ganti rugi denda yang telah ditetapkan. 
2.  Sedangkan untuk pertanggung jawaban atas pelanggaran yang PPAT 
lakukan tersebut selama ini kantor pertanahan Kota Yogyakarta 
menghendakai surat pernyataan yang tidak akan mengulang kesalahan lagi.  
 
C.   SARAN  
     Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis 
menyarankan hal-hal sebagai berikut:  
1.   Untuk PPAT.  
      Sebagai PPAT, hendaknya dalam melakukan pembuatan akta jual beli 
selalu  bersandar  kepada  ketentuan-ketentuan yang ada oleh karena 
yang akan dibuat adalah akta otentik yang sangat mempengaruhi 
kepastian  hukum  atas  peralihan hak atas tanah.  
       PPAT juga perlu lebih memahami  ketentuan-ketentuan yang ada untuk 
menghindarkan PPAT dari  sanksi pemberhentian baik dengan hormat 
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maupun  dengan  tidak  hormat maupun tuntutan ganti rugi dari para 
pihak.  PPAT dalam menjalankan tugasnya harus selalu berlandaskan 
pada  moralitas dan integritas yang tinggi terhadap profesi dan 
jabatannya  selaku  PPAT.   
2.  Untuk para pihak.  
      Bagi  para pihak sebaiknya mematuhi prosedur pembuatan akta yang 
benar sehingga terhindar dari kemungkinan terancamnya kepastian hak 
atas  tanah  yang  diperoleh.  Para pihak harus   dapat bekerjasama 
dengan PPAT dalam melaksanakan pembuatan akta jual beli sehingga 
akta yang dihasilkan dapat menjamin kepastian hak atas tanah yang 
diperjualbelikan.  
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D. Peraturan Perundang-Undangan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960  tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok 
Agraria.  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah serta   
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.  
Undang-UndangNomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
Dan   Bangunan.  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang   Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997   tentang Pendaftaran Tanah.  
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998  tentang Peraturan  
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008  
Tentang   Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor  
48 Tahun 1994 Tentang   Pembayaran  Pajak  Penghasilan  Atas  
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Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas   TanahDan/Atau  Bangunan.  
Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  
3 Tahun   1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan   Peraturan Pemerintah  
Nomor 24 Tahun   1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah.  
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006  
tentang   Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  
37 Tahun 1998 Tentang   Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat  
Akta Tanah.  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 35/Pj/2008 Tentang  
Kewajiban Pemilikan   Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam  
Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau  Bangunan  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26 /PJ/2010  Tentang  
Tata Cara   Penelitian Surat Setoran Pajak Atas Penghasilan Dari  
Pengalihan Hak Atas   Tanah Dan/Atau Bangunan.  
Surat Keputusan DirJen Pajak KEP-169/PJ/2001 jo KEP-194/PJ/2003 jo  
KEP- 384/PJ/2003  
Surat Direktur Pendaftaran Tanah,  Direktorat Jendral Agraria  










           
 
           
